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ABSTRAK

Nama : Made Dessy Puspitasari
Program Studi : lImu Hukum
Judul : Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek

Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian
Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT
Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera)

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban subyek hukum atas
perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang dilakukan subyek
hukum yang berada dalam pengawasannya. Perbuatan melawan hukum dalam
hukum lingkungan di Indonesia dapat dikenakan pertanggungjawaban ketat (strict
liability) dalam kondisi tertentu. Selain itu, pertanggungjawaban perbuatan
melawan hukum juga dapat dibebankan kepada subyek hukum atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam
pengawasannya berdasarkan konsep tanggung gugat (vicarious liability). Fokus
permasalahan dalam skripsi ini adalah kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan
subyek hukum bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan
subyek hukum yang berada dalam pengawasannya dan penerapan strict liability
dalam hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif,
menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data
digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif
analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi dimana
tanggung gugat dapat dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan
pengawasan dan terdapat kondisi-kondisi dimana tanggung gugat tidak dapat
dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan pengawasan.

Kata Kunci:
Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Ketat, Tanggung Gugat.
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ABSTRACT

Name . Made Dessy Puspitasari
Study Program : Law
Title : Vicarious Liability for Unlawful Act of Legal Subject under

Supervision (A Study of an Oil Production Agreement over an
Old Well between PT Pertamina EP and KUD Karya
Sejahtera)

This thesis discusses the liability for unlawful act of legal subject under
supervision in enviromental law. According to enviromental law in Indonesia,
unlawful act may be subject to strict liability concept under certain conditions.
Moreover, the liability for unlawful act may be charged to legal subject for
unlawful act of legal subject under their supervision based on vicarious liability
concept. The problem focus of this thesis is the certain conditions that can cause
legal subject being responsible for unlawful act of legal subject under supervision
and the application of strict liability concept in enviromental law in Indonesia.
This research is normative, use the data collection tool document study. In the
data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical
study. The research results indicate that vicarious liability concept may be subject
to legal subject for unlawful act of legal subject under their supervision in a
certain conditions.

Key words:
Unlawful Act, Strict Liability, Vicarious Liability
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam sangat
melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah bahan galian (tambang).
Bahan galian itu meliputi emas, perak tembaga, batu bara, minyak bumi, gas
bumi, dan lain-lain.' Bahan galian ini seluruhnya dikuasai oleh negara. Adapun
tujuan penguasaan bahan galian oleh negara adalah supaya kekayaan nasional ini
bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.? Kata-kata “dikuasai oleh negara” memiliki
beberapa pengertian, yaitu kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau
tidak langsung oleh negara, serta negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak.?

Bahan galian tersebut, khususnya minyak dan gas bumi, memiliki peranan
yang besar bagi pembangunan nasional karena hasil bahan galian tersebut dapat
memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional
yang meningkat dan berkelanjutan.*

Minyak dan gas bumi bisa ditemukan di lapisan mana saja di bawah
permukaan tanah, tetapi pada umumnya kedua bahan galian ini bisa ditemukan
ribuan kaki di bawah permukaan tanah.® Letaknya yang jauh dari permukaan
tanah menyebabkan menemukan minyakdan gas bumi bukan merupakan

pekerjaan yang mudah.

1 H. Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet.4. (Jakarta: Rajawali Pers,
2008), him. 1.

2 Indonesia , Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

* Madjedi Hasan, Penerapan Asas Janji itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di
Bidang Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), him. 1.

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001,
LN. No. 136 Tahun 2001, TLN. No. 4152. Untuk selanjutnya disebut dengan Indonesia I.

> Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Cet.1. (Jakarta: Djambatan, 2000),
him. 1.
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Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha
minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina
yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi
kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas.
Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga
menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang
terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM).

Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan pemegang saham
untuk mengelola wilayah kerja seluas kurang lebih 113,613.90 km? berdasarkan
kontrak minyak dan gas bumi Pertamina dengan BP Migas (kini SKK Migas)
pada tanggal 17 September 2005.° Untuk pengelolaan wilayah kerja, Pertamina
menerapkan suatu pola pengoperasian sendiri (own operation) dan beberapa kerja
sama kemitraan terdiri dari 27 kontrak Technical Assistant Contract (TAC), 25
Kontrak Kerjasama Operasi (KSO). PT Pertamina EP beroperasi hampir di
seluruh wilayah Indonesia, dari sabang sampai Merauke. Luasnya Wilayah Kerja
Pertamina dapat dilihat dalam gambar berikut :

”

Map data ©@2014 Google, MaplT, SK planet, ZENRIN Terms of Use

Sumber: Pertamina. Wilayah Kerja Pertamina

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Pertamina

® Pertamina EP: Wilayah Kerja Pertamina, http://www.pertamina-ep.com/bisnis-
kami/wilayah-kerja, diunduh pada 21 Maret 2014.
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Melihat fakta bahwa wilayah kerja Pertamina yang sangat luas tersebut, maka
sulit bagi Pertamina untuk memproduksi minyak bumi di lokasi-lokasi yang tidak
menghasilkan produksi minyak bumi yang terlalu besar. Salah satu lokasi
terdapatnya minyak bumi yang cukup potensial adalah sumur-sumur tua. Nilai
ekonomi sumur-sumur tua masih bagus dan masih menghasilkan minyak mentah
(crude oil) yang jumlahnya tidak sedikit.” Namun, memang produksinya tidak
sebesar blok-blok besar, sehingga segmen yang tepat untuk mengelola sumur tua
adalah perusahaan daerah. Total sumur tua minyak bumi Indonesia mencapai

13.824 sumur dengan perincian sebagai berikut® :

3.623 sumur di Sumatera bagian selatan

S

2.392 sumur di Sumatera bagian utara

1.633 sumur di Sumatera bagian tengah

a o

3.143 sumur di Kalimantan Timur
100 sumur di Kalimantan Selatan
2.496 sumur di Jawa Tengah - Jawa Timur — Madura

208 sumur di Papua

o ©Q —h o

229 sumur di Seram

Untuk mengoptimalkan produksi minyak dalam suatu wilayah kerja yang di
dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitar lokasi tersebut, tanggal 5 Februari 2008 Menteri ESDM menetapkan
Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan
Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Berdasarkan hal tersebut, Pertamina mengadakan perjanjian memproduksi
minyak bumi pada sumur-sumur tua yang berada di wilayah kerja Pertamina.
Kerja sama semacam ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM

No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi

" Tribun News: Memaksimalkan Sumur Tua Demi Kejar Target,
http://www.tribunnews.com/2014-02-03/memaksimalkan-sumur-tua-demi-kejar-target,  diunduh
pada 21 Maret 2014.

8 ESDM: Pemerintah Dukung Daerah Kelola Sumur Tua,
http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6677-pemerintah-dukung-daerah-kelola-sumur-
tua.html, diunduh pada 21 Maret 2014.
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pada Sumur Tua. Menurut Direktur Pembinaan Program Migas, Naryanto
Wagimin, diterbitkannya Permen ESDM tersebut merupakan upaya pemerintah
untuk mengoptimalkan produksi minyak bumi termasuk juga sumur tua.
Pengelolaan sumur tua diutamakan dilakukan oleh perusahaan daerah seperti
BUMD dan KUD dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Hingga saat ini, sejumlah perjanjian kerja sama pengusahaan sumur tua telah
ditandatangani. Selama tahun 2012, pemerintah telah menerbitkan persetujuan
bagi 5 KUD untuk memproduksikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur
yang dikelola sebanyak 280 buah.’

Pertamina sendiri selama ini telah beberapa kali menandatangani kerjasama
serupa dengan beberapa KUD dan BUMD yang berlokasi di sekitar sumur tua
yang terdapat di wilayah kerja pertamina. Pada Maret 2009, PT Pertamina EP
telah menandatangani perjanjian memproduksi- minyak bumi pada sumur tua
dengan KUD Wargo Tani Makmur untuk pengelolaan 24 sumur tua di Blora,
Jawa Tengah.” Pada 11 Maret 2014 kemarin, PT Pertamina EP dan dua BUMD
PT Sarana Patra Jaya dan PT Blora Patra Energi menandatangani Perjanjian
Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua. Sumur Tua yang dikerjasamakan
dengan PT Sarana Patra Jaya sebanyak 28 sumur yang berada di Lapangan
Tungkul dan Trembul. Sedangkan sumur tua yang dikerjasamakan dengan PT
Blora Patra Energi sebanyak 36 sumur yang berada di Lapangan Kedinding, Lusi,
Petak, Kluweh, dan Metes. Sumur-sumur tua tersebut terletak di Kabupaten Blora,
Jawa Tengah.*

Kegiatan memproduksi-minyak bumi -di-sumur tua memang bagus guna
mengoptimalkan produksi.minyak bumi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitar lokasi sumur tua. Namun, di lain pihak kegiatan tersebut
juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal terjadinya perusakan

lingkungan hidup yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia

*Okezone: KESDM Dorong BUMD Kelola Sumur Tua,
http://m.okezone.com/read/2014/01/25/19/931612/kesdm-dorong-bumd-kelola-sumur-tua,
diunduh pada 21 Maret 2014.

10 ESDM: Pertamina EP Tandatangani perjanjian Memproduksikan Minyak Bumi pada
74 Sumur Tua, http://www.esdm.go.id/berita/40-migas/3812-pertamina-ep-tandatangani-
perjanjian-memproduksikan-minyak-bumi-pada-74-sumur-tua.html, diunduh pada 21 Maret 2014.

1 1bid.
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beserta kelangsungan seluruh ekosistem dari bumi kita ini.** Keadaan ini
kemudian melahirkan kewajiban bagi pelaku kegiatan produksi minyak bumi di
Indonesia untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup (sustainable
development) dan meminimalkan pencemaran akibat kegiatan produksi minyak
bumi yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang
pemenuhannya memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Pasal tersebut
menyebutkan bahwa : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketidakmampuan pelaku kegiatan produksi minyak bumi untuk memelihara
kelangsungan lingkungan hidup dan - meminimalkan pencemaran akibat
kegiatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum. menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah setiap perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang
lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti
kerugian tersebut. Terminologi “melawan” pada Perbuatan Melawan Hukum
mengandung arti aktif dan pasif. Penggolongan aktif dan pasif ini didasarkan pada
pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan baik dengan
sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain
ataupun bila seseorang diam saja, padahal diketahuinya bahwa ia seharusnya
melakukan suatu perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadinya kerugian pada
orang lain.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya
unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum. Kesalahan mencakup dua
pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit.
Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kesengajaan dan kealpaan, sementara
kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak

pada suatu perhubungan kerohanian (psychisch verband) antara alam pikiran dan

12 paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata,
(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), him. 3.
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perasaan si subyek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.*® Artinya apabila
seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa
perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain
maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat
dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seseorang tahu betul
adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-

keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.**

Dalam penerapannya, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang
seiring berjalannya waktu, salah satunya dalam bidang hukum lingkungan. Dalam
masalah lingkungan ini, merujuk pada perkembangan yurisprudensi Belanda, ada
pergeseran dari  pertanggungjawaban = atas dasar = kesalahan  (schuld
aansprakelijkheid) ke arah pertanggungjawaban atas dasar risiko (risico
aansprekelijkheid).*> Apabila diterapkan sistem risico aansprekelijkheid, maka
otomatis si-pelaku pencemaran bertanggung jawab sekalipun tidak ada kesalahan
padanya dan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Disini kita dihadapkan
pada.  ajaran  strict liability =~ (pertanggungjawaban = ketat); dimana
pertanggungjawaban ada pada si pelaku pencemaran secara langsung, terlepas dari
fakta" apakah terdapat kesalahan atau tidak pada pihaknya.*® Strict liability
merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang _tidak memerlukan
pembuktian unsur  kesalahan = (fault) — sebagai unsur utama dalam

pertanggungjawaban perdata jenis perbuatan melawan hukum,

Konsep strict liability perlahan-lahan juga mulai diintegrasikan dalam hukum
lingkungan di Indonesia. Hingga saat ini, konsep tanggung jawab ketat dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih schuld
aansprakelljkheid. Strict liability hanya diterapkan secara khusus dalam pasal-

pasal tertentu antara lain Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

¥ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Sumur Bandung,
1993), him. 28 dalam Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), him. 46.

“Ibid. him. 57.

> | otulung, Op.Cit.

18 Ibid. him. 85.
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mengatur mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang
dilakukan orang lain.” Selain itu, konsep strict liability juga terdapat pada Pasal
88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yag
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Rumusan strict liability dalam_Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
seolah-olah menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya telah memenuhi unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 maka dia harus bertanggung jawab secara mutlak. Pasal ini tidak
menyebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya tanggung jawab ini.
Penghapus pertanggungjawaban atau dasar-dasar pembenar
(rechtvaardigingsgronden) yang sudah diterima umum adalah keadaan memaksa
(overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang-undang (wettelijk

voorschrift), dan perintah jabatan (ambtelijk bevel).*®

Seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti-kerugian tersebut. Pertanggungjawaban pada pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berkaitan erat dengan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa seorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi
juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya®®, yang mana dikenal dengan istilah tanggung gugat. Kaitan antara

kedua pasal ini adalah dimana orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 Kitab

7 1bid.
¥ M.A Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk
Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1982), him. 83.
19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1367.
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Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dimintai pertanggungjawaban,
apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka melakukan
perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Tujuan dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah untuk memberikan kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang

akan diganti.?

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan secara
limitatif siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Salah satu golongan yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain ini adalah orang menyebabkan
kerugian akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dilatarbelakangi oleh adanya fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum
sebagaimana diungkapkan di atas, maka pada skripsi ini Penulis akan membahas
mengenai. konsep tanggung jawab ketat (strict liability) dalam kasus Perbuatan
Melawan Hukum di bidang lingkungan hidup yang juga mengandung konsep
tanggung gugat (vicarious  liability). Penulisan skripsi ini mengacu pada
Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP
dan KUD Karya Sejahtera. Dalam perjanjian ini, PT Pertamina EP selaku
kontraktor yang memiliki wilayah kerja dimana terdapat sumur tua yang dikelola
olen KUD Karya Sejahtera. Dalam melakukan kegiatan produksi minyak bumi,
ditemukan bahwa KUD. Karya Sejahtera telah menyebabkan kerusakan
lingkungan berupa tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi
dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan
penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua. Perlu diketahui
bahwa dalam memproduksi minyak bumi, KUD Karya Sejahtera berada dalam
pengawasan PT Pertamina EP.

Oleh karena itulah dalam skripsi ini Penulis akan mengkaji lebih lanjut

mengenai pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum subyek hukum

% Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung:
Binacipta, 1991), him. 33.
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yang berada dalam pengawasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (strict liability) dalam kasus
perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep

tanggung gugat (vicarious liability).

1.2 Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kapankah tanggung gugat dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat
dibebankan kepada subyek hukum terhadap perbuatan melawan hukum
yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (strict liability)
dalam kasus perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang

mengandung konsep tanggung gugat (vicarious liability)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, adapun tujuan yang melandasi
penulisan tugas akhir dengan topik ini terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum

dan tujuan khusus.
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapal dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk
mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan Perbuatan
Melawan Hukum dan apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk
mengkategorikan suatu perbuatan adalah melawan hukum. Penulisan tugas akhir
ini juga bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban

perdata apa saja yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah :
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1. Untuk mengetahui kapan tanggung gugat dengan dasar perbuatan melawan
hukum dapat dibebankan kepada subyek hukum terhadap perbuatan melawan
hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (strict liability)
dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum di bidang lingkungan hidup yang

mengandung konsep tanggung gugat (vicarious liability).
1.4. Batasan Penulisan

Penulis akan memberikan batasan dalam penulisan tugas akhir ini dengan
maksud agar pengkajian dan analisis yang dilakukan menjadi lebih fokus.
Pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada kasus kerusakan lingkungan
yang disebabkan kegiatan memproduksi minyak bumi oleh KUD Karya Sejahtera
berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT
Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera. Penulis akan menguraikan unsur
Perbuatan_Melawan Hukum pada Pasal’ 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai
tanggung gugat dari subyek hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya, serta konsep
tanggung jawab ketat (strict liability) yang terdapat dalam Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah = dalam "tulisan ini yang perlu mendapatkan
persamaan persepsi untuk menghindarkan perbedaan pengertian atas perbedaan
persepsi mengenai suatu istilah. Berikut ini adalah definisi operasional dari
istilah-istilah tersebut yang diambil dari peraturan perundang-undangan, kamus,

dan juga pendapat para ahli :

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak
(subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang
bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan

dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan
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olen seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat

dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.?

. Tort adalah suatu kesalahan perdata dimana seseorang melakukan suatu

perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan
melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang
bukan timbul dari contract atau trust, yang dapat dimintakan ganti rugi

terhadap kerugian yang diakibatkannya.?

. Strict liability dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah

pertanggungjawaban tanpa. kesalahan atau sering juga disebut dengan
“tanggung jawab ketat”. Tanggung jawab. ketat adalah suatu tanggung
jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukum
tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya
itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Pelaku dapat dimintakan
tanggung jawab secara hukum meskipun dalam perbuatannya itu dia tidak
melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur
kelalaian, kekurang hati-hatian atau ketidakpatutan.

Perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan dimana
dua subyek hukum melakukan hubungan hukum yang bersifat mengikat.
Suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak

menuntut pelaksanaan janji itu.**

. Perikatan adalah hubungan hukum yang dapat bersumber dari perjanjian

maupun undang-undang, perikatan.terjadi antara dua orang atau lebih,

*! Rosa Agustina et al, Hukum Perikatan (Law Of Obligations), Cet. 1. (Jakarta:

Universitas Indonesia, 2012), him. 11.

22 1bid., him. 13.

%> 1bid., him. 30. Dikutip dari John G. Fleming, The Law of Tort, (Sydney, The Law Book

Company Limited, 1992), him. 327.

him. 4.

** Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
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dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lainnya
wajib memenuhi prestasi itu.?®

6. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang
tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.*®

7. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum
Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.?’

8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan
wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi ‘dan Eksploitasi pada suatu
Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana.?®

9. PT Pertamina adalah perusahaan perseroan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).”®

10. Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun

1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak
diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang-terikat Kontrak Kerja Sama

dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.*

% Rosa Agustina, Op.Cit., hIm. 32, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, KUH
Perdata Buku 111 Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), him. 147-148.

*® Indonesia I, Op.Cit., Pasal 1 angka 1.

*7 |bid., Pasal 1 angka 16.

?® Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, LN Tahun 2004 No. 123, Pasal 1 angka 8. Untuk selanjutnya disebut
dengan Indonesia II.

*° Ibid., Pasal 1 angka 10.

%% peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan

Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, Pasal 1 angka 2.
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11. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi tingkat kecamatan yang
wilayah usahanya mencakup lokasi sumur tua.®*

12. Memproduksi minyak bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan
atau menaikkan minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan
yang disepakati para pihak.*

13. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi adalah perjanjian yang dibuat
antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk memproduksi minyak
bumi.*

14. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan

pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.*
1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk
menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat,
membina,  serta mengembangkan ilmu pengetahuan.®*. Penelitian hukum
merupakan suatu-kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum tertentu dengan . jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan *

1.6.1 Bentuk Penelitian

*! Ibid., Pasal 1 angka 3.

%2 |bid., Pasal 1 angka 5.

** Ibid., Pasal 1 angka 6.

** Indonesia 11, Op.Cit., Pasal 1 angka 23.

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 3.

%8 Ibid., him. 43.
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Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah bentuk penelitian
yuridis normatif, yang artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat di
dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di
masyarakat.*” Bentuk penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan asas-asas hukum yang ada dan
hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini. Serta beberapa

teori pendukung lainnya.

Penelitian ini menekankan pada pendekatan secara normatif, yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis
atau hukum positif yang berlaku.®® Norma hukum yang menjadi acuan adalah
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.6.2 Tipologi Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif
analitis, dimana penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan masalah
secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera dan kemudian
dianalisis sesuai dengan konsep serta teori yang ada dalam ketentuan perundang-

undangan.

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan ‘oleh penulis dalam penelitian ini adalah data
sekunder yakni yang mencakup. antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan seterusnya.* Data

sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder

*” Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam
Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Ul, 1979), him. 18.

** Sri Mamudiji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 9-10.
*® Soekanto, Op.Cit., him. 12.
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merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh

pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.*

1.6.4 Bahan Penelitian Hukum

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat*!, bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

masalah yang menjadi penulisan.ini yang terdiri dari :

a.
b.

C.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

.. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri ESDM No. -1 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi

yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan implementasinya,

serta’ dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan

hukum primer*, yang terdiri dari-rancangan undang-undang, laporan

penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, penelusuran internet, skripsi, dan

tesis.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum

** Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 42.

** Soekanto, Op.Cit., him. 52.

*> Mamudji, Op.Cit., him. 31.
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sekunder, yang terdiri dari abstraksi, buku pegangan, penerbitan

pemerintah, dan kamus.

1.6.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan yaitu studi dokumen atau
bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka berfungsi untuk memberikan
fakta-fakta yang secara tidak langsung memberikan suatu pemahaman atas
permasalahan yang sedang kita teliti.** Penggunaan alat pengumpulan data studi
dokumen ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana
penelitian yang dilakukan bukan penelitian lapangan melainkan penelitian
kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan yang menjadi alat pengumpulan data
utama adalah studi dokumen, meskipun apabila belum mencukupi dapat dilakukan

wawancara yang terbatas pada narasumber.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini-adalah metode
kualitatif karena' penelitian dengan studi- kasus menyajikan informasi yang
terfokus dan disajikan dengan bahasa biasa bukan dengan bahasa teknis.** Dengan
menggunakan metode kualitatif maka akan dihasilkan data deskripsi analitis, yaitu
apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau

lisan, dan perilaku nyata.*

1.7 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari
segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan
masyarakat mengenai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum subyek
hukum yang berada dalam pengawasan dilihat dari peraturan perundang-undangan

* Soekanto, Op.Cit., him. 66.

* Burhan Ashafora, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), him.
20-22.

** Mamudji, Op.Cit., him. 67.
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yang berlaku di Indonesia. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan
pengetahuan lebih luas mengenai konsep tanggung jawab ketat dalam kasus
perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep

tanggung gugat.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian diharapkan dapat
dijadikan referensi bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan permasalahan

serupa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 5 Bab yang saling memiliki keterkaitan antara bab yang
satu dengan yang lainnya. Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar
belakang permasalahan yang terkait Perumusan. Masalah, Tujuan Penulisan,
Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

Bab 2 membahas mengenai sejarah perkembangan dan_pengertian perbuatan
melawan hukum;.unsur-unsur perbuatan/melawan hukum yang terdiri dari adanya
suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak
pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara

perbuatan dengan kerugian,

Selain itu, bab ini juga dibahas mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan
melawan hukum orang lain yang terdiri dari tanggung jawab orang tua dan wali,
tanggung jawab majikan, serta tanggung jawab guru-guru sekolah dan kepala-
kepala tukang. Sebagai penutup dalam bab ini juga dibahas mengenai ganti rugi

atas perbuatan melawan hukum.

Bab 3 membahas mengenai perkembangan konsep Tanggung Jawab Ketat
(strict liability), hal-hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Ketat (strict
liability), unsur-unsur strict liability dalam Pasal 88 Undang-Undang no. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ganti
kerugian strict liability menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Bab 4 membahas mengenai analisis tanggung gugat atas perbuatan melawan
hukum subyek hukum yang berada dalam pengawasan. Analisis ini berdasarkan
Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP
dan KUD Karya Sejahtera.

Pada bagian terakhir penulisan, sebagai penutup dalam Bab 5 akan
dituangkan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang

sekiranya bermanfaat.
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BAB 2

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT DI
INDONESIA

2.1 Sejarah Perkembangan dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
diatur dalam buku Ill tentang Perikatan. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, perikatan dapat bersumber dari suatu persetujuan
(perjanjian) atau dari undang-undang.”® Perikatan yang lahir karena undang-
undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan
perikatan 'yang' lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia.*’
Pembagian ini berdasar pada Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang
terjadinya _peristiwa-peristiwa - hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu
hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas

dari kemauan pihak-pihak tersebut.*®

Perikatan yang bersumber ‘dari undang-undang sebagai akibat perbuatan
manusia adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang,
maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang
tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut
hukum dibolehkan undang-undang atau perbuatan yang tidak diperbolehkan
undang-undang (melawan hukum).*® Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Il tentang Perikatan dalam

Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380.

*® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1233.
“" Ibid., Pasal 1352.
8 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 46.

*° Badrulzaman, Op.Cit., him 8.
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Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ini di Indonesia diterjemahkan dari
istilah Belanda yaitu “Onrechtmatige daad”>® Namun, Wirjono Prodjodikoro
menerjemahkan “Onrechtmatige daad” sebagai Perbuatan Melanggar Hukum

seperti dalam bukunya yang mengatakan bahwa® :

“Istilah ‘Onrechtmatige daad’ dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai
arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek
dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang
kini istilah ‘Perbuatan Melanggar Hukum’ ditujukan pada hukum yang pada
umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum
adat.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum
dapat berarti positif dan negatif, sehingga orang yang diam dapat juga dikatakan
melanggar hukum dalam hal seseorang tersebut menurut hukum seharusnya
bertindak.>* Dengan demikian, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan
melawan hukum apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan kewajibannya menurut undang-undang atau bertentangan
dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh
seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat.>* Menurut
Wirjono Prodjodikoro, masih terdapat kemungkinan terdapat terjemahan lainnya

seperti ‘Perbuatan Menyalahi Hukum’ atau ‘Perbuatan Bertentangan Hukum’.**

Dalam Pasal 1365 Kitab -Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan
Tjitrosudibio juga -menerjemahkan “Onrechtmatige daad” sebagai Perbuatan
Melanggar Hukum. Adapun isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah sebagai berikut : “Tiap ‘perbuatan melanggar hukum, yang membawa

%0 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 36.
5! prodjodikoro, Op.Cit., him. 7.

%2 Ibid., him. 8.

%% Rosa Agustina, Op.Cit., him. 8.

> Prodjodikoro, Op.Cit.
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kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. *°

Disamping itu, beberapa ahli hukum di Indonesia menerjemahkan
“Onrechtmatige daad” sebagal Perbuatan Melawan Hukum. M.A Moegni
Djojodirjo dalam bukunya mengatakan bahwa istilah “melawan” mengandung arti
kesalahan yang bersifat aktif dan pasif, sedangkan istilah “melanggar” hanya
mengandung arti kesalahan yang bersifat aktif sehingga menurut beliau yang
dianggap lebih tepat digunakan sebagai terjemahan dari “Onrechtmatige daad”
adalah “perbuatan melawan hukum”.>® Demikian juga dengan Munir Fuady yang
dalam bukunya mengatakan bahwa istilah “perbuatan melawan hukum” dalam
bahasa Belanda disebut dengan istilah “Onrechtmatige daad’” atau dalam bahasa

Inggris disebut dengan istilah “torz”.*’

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap
perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan
itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk. membayar kerugian
tersebut. Perumusan norma Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah
lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.® Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan
Undang-Undang Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai

berikut™ :

> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1365.

% M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), him. 13.

5" Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002), him. 2.

%8 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 3.
>® Sutan Remy Sjahdeni dkk., Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang

Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman RI, 1993), him. 18.
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1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain
atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam
pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.

3. Seorang yang sengaja tidak melakukan perbuatan yang wajib
dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan

terlarang dan oleh karenanya-melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrulzaman ini telah
mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan
hukum. Sebab dalam konsep tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum
menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis),
tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan

masyarakat (hukum tidak tertulis).*

Perbuatan Melawan Hukum mempunyai arti aktif dan pasif.* Penggolongan
aktif dan pasif ini didasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum
dapat dilakukan baik dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan
kerugian pada orang lain ataupun bila seseorang dengan sengaja diam saja,
padahal diketahuinya bahwa ia seharusnya melakukan suatu perbuatan. Sifat aktif
dan pasif ini sebelumnya telah dirumuskan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Setiap orang bertanggung jawab tidak
saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*

Sebelum tercapai kesepakatan mengenai perbuatan melawan hukum
sebagaimana yang digunakan sekarang, terdapat pertentangan mengenai

pengertian tersebut. Pengertian yang digunakan sekarang adalah pengertian

% Rosa Agustina, Op.Cit.
®1 Djojodirjo, Op.Cit., him. 13.

%2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1366.
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perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919, sebelum tahun 1919 berkembang
pengertian yang sedikit berbeda mengenai unsur-unsur perbuatan melawan
hukum. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan
hukum apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan kewajibannya menurut undang-undang atau bertentangan
dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh

seseorang dalam pergaulannya dengan sesama anggota masyarakat.®®

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit yaitu
bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan
yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang
(bertentangan dengan wettelijkrecht) atau tiap perbuatan yang bertentangan
dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang
(bertentangan dengan wettelijplicht), dengan demikian perbuatan melawan hukum
sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (onwetmatig).®*
Ajaran sempit ini_dipengaruhi oleh ajaran Legisme yang memegang peranan
penting saat itu, yaitu tidak-ada hukum di luar undang-undang.® Pada tahun 1883,
Hoge Raad Belanda berpendapat dalam putusannya tanggal 6 April 1883 bahwa
perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan
kewajiban hukum si-pembuat atau melanggar hak orang lain.*

Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum
secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919
dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yang dimenangkan oleh
Lindenbaum. Dalam putusan tersebut Hoge Raad menyatakan bahwa yang

dimaksud perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang

® Rosa Agustina, Op.Cit. him. 8.
% Djojodirjo, Op.Cit., him. 21.
% Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 7.

% Djojodirjo, Op.Cit., him. 29.
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tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk dalam

pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku atau
hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum,
termasuk tapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak
atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
Kewajiban hukum yang dimaksud ini adalah bahwa suatu kewajiban yang
diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis

3. Perbuatan yang melanggar kesusilaan (goedezeden). Manakala perbuatan
yang melanggar kesusilaan tersebut menerbitkan kerugian bagi orang lain,
maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi
berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat

untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi
pihak  lain, tetapi tidak dengan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang
(hukumtertulis), maka orang tersebut masih dapat dijerat dengan perbuatan
melawan hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-
hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat

tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dengan terbitnya . putusan Hoge Raad dalam kasus
Lindenbaum melawan Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak
hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal
dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang

melanggar kepatutan dalam masyarakat.

2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
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Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari Pasal 1382 Code Civil
Perancis yang kemudian diterjemahkan oleh Subekti sebagai berikut® : “Tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut”.

Menurut Hoffman, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum, maka harus dipenuhi empat unsur, yaitu® :

1. En moet een daad zijn verricht (Harus ada yang melakukan perbuatan);

2. Die daad moet onrechtmatige zijn (Perbuatan itu harus melawan hukum);

3. De daad moet aan een under schade (Perbuatan itu harus menimbulkan
kerugian pada orang lain);

4. De daad moet aan schuld zijn te wijen (Perbuatan itu karena kesalahan

yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, menurut Mariam Darus Badrulzaman syarat-syarat
yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan

hukum adalah sebagai berikut®’ :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang
bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau
tidak berbuat;

Perbuatan itu harus melawan hukum;

Ada kerugian;

Ada kesalahan (schuld);

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).

o M D

¢7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1365.

%8 |_.C. Hoffman, Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De algemene leer der
Verbintenissen, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932), him. 257-265), dikutip oleh Komariah
Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia,
(Bandung: Alumni, 2002), him. 34, dalam Rosa Agustina, Op.Cit., him. 35-36.

% Badrulzaman, Op.Cit., him. 8.
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Berikut ini akan diuraikan satu-persatu mengenai unsur-unsur dari Perbuatan

Melawan Hukum tersebut :
2.2.1 Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si
pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan disini dimaksudkan,
baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti
pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum
untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada
juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).”” Dengan tidak dilakukannya
perbuatan yang menjadi kewajibannya maka hal tersebut merupakan pemenuh
perbuatan dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum. Perlu ditekankan bahwa
kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak) karena jika
kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan (kontrak) maka
perbuatan tersebut termasuk pada wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.
Oleh' karena _itu, terhadap Perbuatan  Melawan Hukum tidak ada unsur
“persetujuan atau kata sepakat” 'dan unsur “causa. yang diperbolehkan”

sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2.2.2 Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa sebelum tahun 1919 Hoge
Raad berpandangan dan menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum secara sempit,
yaitu Perbuatan Melawan Hukum: dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.

Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum
secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan Arrest tanggal 31 Januari 1919
dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana Hoge Raad berpendapat

" Munir Fuady, Op.Cit., him. 10-11.
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bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak
berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar™ :

a. Hak Subyektif Orang Lain;

b. Kewajiban Hukum Pelaku;

c. Kaidah Kesusilaan;

d. Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian dalam Masyarakat.

Ad.a. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain

Pelanggaran hak subyektif orang lain berarti_ melanggar wewenang khusus
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.”” Menurut Meiyers, hak subyektif
menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara
khusus untuk melindungi- kepentingannya.” Yurisprudensi memberikan arti hak

subyektif sebagai berikut™ :

a. Hak-hak perorangan atau hak pribadi (persoonlijk heidsrechten) seperti hak
atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.
b. Hak atas harta kekayaan (vermogensrechten), hak kebendaan, dan hak mutlak

lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan
melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif
orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran
terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum-tertulis maupun tidak tertulis yang
seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut

hukum.”™

™ Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam
Yurisprudensi” Varia Peradilan Nomor 16 Tahun Il (Januari 1987): him. 176.

72 Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 12.

® Meiyers, Algemene Begrippen, hlm. 70-98 dan 266-286, dalam Rachmat Setiawan,
Op.Cit., him. 12.

" Rosa Agustina, Op.Cit., him. 38-39.

" bid.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



28

Ad.b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku diartikan sebagai kewajiban
yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti
ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan
pengrusakan).” Perbuatan Melawan Hukum diartikan antara lain berbuat atau
tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-
undang. Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-
undang dalam arti formal, tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang

dikeluarkan oleh pemerintah.”’

Menurut yurisprudensi di Belanda, suatu perbuatan dikatakan bertentangan

dengan kewajiban hukum si pelaku apabila’ :

1. Kepentingan penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum)
itu;

2. Kepentingan penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;

3. Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang
dimaksudkan untuk dilindungi oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata;

4. Pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat
dengan memperhatikan sikap dan kelakuan penggugat itu sendiri; dan

5. Tidak terdapat alasan pembenar dalam perbuatan itu menurut hukum.

Ad.c. Bertentangan dengan Kaidah Kesusilaan yang Baik

Yang dimaksud dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan
sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-

peraturan hukum yang tidak tertulis.”” Norma kesusilaan adalah ketentuan-

"6 Mr. Mahadi, Sumber-Sumber Hukum, (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958), him. 50.
" Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 13.
"8 Setiawan, Loc.Cit., him. 253.

" Djojodirjo, Op.Cit., him. 44,
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ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat, dan menaati kaidah atau
norma kesusilaan adalah salah satu bentuk keinginan manusia untuk hidup
bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.®
Utrecth menuliskan yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma
yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau

agama.®

Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena
menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan ini ditujukan pada
umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan
manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.* Kaidah ini berlaku
sepanjang norma-norma kesusilaan ini oleh pergaulan hidup diterima sebagai

peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.®®

Ad.d. Bertentangan dengan Kepatutan, -Ketelitian, dan Kehati-hatian (Patiha)

dalam Masyarakat

Kaidah ini ditujukan pada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi
penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan  menciptakan
perdamaian, tata tertib, atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang

bersifat lahiriah.** Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan jika® :

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang
berdasarkan pemikiran yang-normal perlu-diperhatikan.

8% EV. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, (Jakarta: Storis Grafika, 2002), him. 27.

81 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 39.

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1999), him. 7.

% Djojodirjo, Op.Cit., him. 44.

8 Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 1993), him. 26.

8 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 41.
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Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam
pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah
zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi,
jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara
melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan
Perbuatan Melawan Hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan
prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, yang mana
keharusan dalam masyarakat tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat

yang bersangkutan.®

2.2.3 Adanya Kesalahan (schuld)

Kesalahan terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran
dan perasaan si subyek dan suatu pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.?’
Dengan dicantumkannya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan
bahwa pelaku perbuatan melawan hukum: hanyalah bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
kepadanya.?®  Kesalahan - digunakan = untuk menyatakan ' bahwa seseorang
dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh
perbuatannya yang salah. Dalam arti yang demikianlah perkataan ‘karena
kesalahannya mengakibatkan kerugian” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata harus ditafsirkan. Apabila. seseorang karena perbuatan melawan
hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian
apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah

bertanggungjawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum

8 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1979), him. 8-9.

8 prodjodikoro, Op.Cit., him. 28.

# Djojodirjo, Op.Cit., him. 65.
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yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungkan

kepada si pelaku.®

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan hal
kesengajaan dan hal kekuranghatian. Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa
harus ada kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum agar si pelaku itu
dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Kesalahan mencakup dua
pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit.
Kesalahan dalam arti luas adalah apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan,

sedangkan kesalahan dalam arti-sempit hanya berupa kesengajaan.*

Mengenai unsur kesalahan 'ini, Vollmar mempersoalkan apakah syarat
kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti
obyektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti
subyektifnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah
perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah
sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya
apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.®* Mengenai syarat
kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku
pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai
suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya
akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit. Maka akan ada kesalahan dalam arti
konkrit atau dalam arti obyektifnya apabila si pelaku seharusnya melakukan
perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat
secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu

kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.*

8 Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 18.
% Rosa Agustina, Op.Cit., him. 46.

°" Vollmar, Verbintenissen en bewijsrecht, him. 327, dalam Moegni Djojodirjo, Op.Cit.,
him. 66.

% Rosa Agustina, Op.Cit., him. 47.
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Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti,

yakni®®

a. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan
akibat perbuatannya tersebut.
Jika seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang telah ditimbulkan
olehnya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah salah. Adanya adagium “tiada
hukuman tanpa kesalahan” dalam hukum pidana telah diadaptasi dalam bidang
perdata, dengan mengemukakan “tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat
daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan”. Hakim akan
menilai kesalahan tersebut untuk meminta ganti kerugian kepada si pelaku.

b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.
Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan,
akibat ‘hukumnya sama, yaitu si pelaku tetap bertanggung jawab untuk
membayar ganti rugi-atas kerugian-yang telah.diderita oleh-orang lain yang
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan
siipelaku.

c. Kesalahan dalam arti sempit.
Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu
melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan memperkirakan adanya
tindak-tanduk yang keliru, dari hal ini dapat dilihat bahwa istilah kesalahan
dapat mencakup dua pengertian; yakni untuk menegaskan pertanggungjawaban

si pelaku, tetapi juga ditujukan pada tindak-tanduknya sendiri.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya
unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui
bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap
oleh  hukum mengandung unsur Kkesalahan sehingga dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut :

a. Ada unsur kesengajaan;

% Djojodirdjo, Op.Cit., him. 67-70.
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b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa);
c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (rechtvaardigingsrond), seperti

keadaan memaksa (overmacht), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terdapat pertanyaan apakah perlu dipersyaratkan unsur kesalahan di samping
unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak
cukup dengan unsur melawan hukum saja. Menurut Munir Fuady, berkembang 3
aliran yang mengemukakan pendapatnya mengenai unsur kesalahan dalam
perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut® :

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur utama dalam artinya yang luas,
sudah termasuk unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi
unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga
unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga.tidak diperlukan lagi
unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum maupun unsur

kesalahan
Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti
mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus karena

dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum
adalah kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun ‘“kesalahan sosial”.
Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang
untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam
suatu pergaulan masyarakat. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan
yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada pelaku dalam

melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan

* Fuady, Op.Cit., him. 12-13.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



34

(strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun dalam kasus tertentu diberlakukan
tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, tetapi hal tersebut tidak didasari atas
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan didasarkan pada

undang-undang lain.*

2.2.4. Adanya Kerugian (schade)

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan
berdasarkan Pasal 1365 Kitab.~Undang-Undang Hukum Perdata dapat
dipergunakan. Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah’ kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
melawan hukum. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya
mengenai kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum di
samping - kerugian -materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian
immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Hal ini dapat dilihat dalam Arrest
Hoge Raad tanggal 2 Februari 1912, kerugian materiil dapat dimintakan terhadap
kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Kerugian immateriil dapat dilihat pada Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengenai penghinaan. Dalam pasal tersebut kerugian immateriil berarti
sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti kondisi semula, yaitu selain
ganti rugi yang berbentuk uang, juga pemulihan nama baik dan kehormatannya.®
Dengan demikian, kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya
mengenai kekayaan harta-~benda seseorang, melainkan juga mengenai
kepentingan-kepentingan lain daripada seorang. manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan
kehormatan seseorang.”’

Jenis-jenis kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil/idiil
yang berlaku umum di masyarakat adalah kerugian yang terjadi terhadap :

1. Kekayaan harta benda;

% Fuady, Op.Cit., him. 173.

% J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum,
cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), him. 141.

*7 prodjodikoro, Op.Cit., him. 22.
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2. Tubuh seorang manusia;
3. Jiwa seorang manusia;

4. Kehormatan dan nama baik.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum ini perlu dibuktikan. Hal
ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat dari
terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Arrest Hoge Raad 12 Februari
dengan tegas menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus
mengganti baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.
Penggantian kerugian ini tidak mempersoalkan mengenai apakah kerugian
tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Besarnya kerugian
ditetapkan dengan penaksiran/penilaian, dalam hal ini agar sedapat mungkin
keadaan yang diderita korban dapat dikembalikan sedemikian rupa seperti
sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Hal ini sesuai dengan salah satu teori
yang dianut dalam aspek kerugian, yaitu teori corrective justice yang mengajarkan
bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar
ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan

hukum.

Menentukan besarnya penggantian atas kerugian sebagai akibat perbuatan
melawan hukum bukanlah perkara yang mudah. Namun, menurut M.A Moegni
Djojodirdjo ketentuan umum yang berlaku adalah si pelaku wajib mengembalikan
keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.® Besarnya kerugian
tidak ditentukan oleh para pihak sendiri,tetapi ditentukan oleh hakim atau
pengadilan sesuai dengan keadaan para pihak. Hal ini dikarenakan Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan besar-kecilnya ganti
kerugian yang harus dipenuhi. Hal ini tidaklah melanggar hukum karena
didasarkan atas Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610
K/Sip/1968 yang berbunyi :

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang
penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk

*® Rosa Agustina, Op.Cit., him. 19.

% Djojodirdjo, Op.Cit., him. 78.
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menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal
178 (3) H.1.R (ex aeque et bono)”.'®

Walaupun tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang dalam menentukan
besar-kecilnya ganti kerugian, tetapi ada pedoman bagi hakim yang dapat
dijadikan pertimbangan dalam menentukan ganti rugi. Pedoman tersebut terdapat
dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua

belah pihak dan menurut keadaan”.**

Pedoman lainnya adalah yang terdapat pada Pasal 1372 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Dalam menilai satu dan
lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula

pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.'%

Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh
undang-undang. Oleh Kkarena itu, aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini
adalah dengan secara analogis. mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat
wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Disamping itu juga pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.'®®

2.2.5 "Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Kerugian

(Kausalitas)

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang
terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Ada tidaknya
hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi
menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas

tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

1% Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, him. 21

dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan Mahkamah Agung terbitan 11/1970 seperti dikutip dari
Moegni Djojodirdjo, Op.Cit., him. 74.

1% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1371 ayat
).

1% Ibid., Pasal 1372 ayat (2).

1% Badrulzaman, Op.Cit., him. 61.
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Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi,

terdapat dua pendapat ahli hukum, yaitu Teori Conditio Sine Qua Non (Causation

in Fact) yang dikemukakan oleh VVon Buri dan Teori Adequat (Proximate cause)

yang dikemukakan oleh Von Kries.

104

Hubungan sebab-akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian

seseorang dengan perbuatan orang lain. Masalah utama dalam hubungan sebab-

akibat ini adalah seberapa jauh suatu kerugian dikatakan sebagai fakta (the fact),

suatu kemungkinan (proximate), atau dianggap terlalu jauh (too remote).

1.

Teori Conditio Sine Qua Non oleh VVon Buri

Teori ini melihat setiap kejadian yang merupakan akibat biasanya
ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu
sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.’®® Dengan
kata lain bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak
akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Secara singkat, teori ini mengatakan
bahwa'® :

a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari suatu
akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang
terjadi.

b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan tersebut ditiadakan, maka
tidak akan timbul suatu akibat.

Menurut Von Buri, hilangnya salah satu sebab dari suatu rangkaian
perbuatan tidak akan -menimbulkan akibat. Menurutnya, setiap syarat
merupakan sebab karena merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non)

untuk timbulnya akibat.""’

1% Fuady, Op.Cit., him. 113.

1 FYy. Kanter dan S.R Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan

Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), him. 125.

1% Fyady, Op.Cit., him. 86.

197 Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 24.
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Teori Von Buri ini tidak dipergunakan lagi karena pertanggungjawaban
pelaku menjadi terlalu luas, sehingga sulit untuk menentukan seberapa
jauh pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku semua

sebab yang merupakan syarat mutlak dari akibat yang timbul.

. Teori Adequate Veroorzaking (proximate cause) oleh Von Kries

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai
sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang
dengan akibat. Yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat
oleh Von Kries adalah'®:

“Perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan, yang menurut
perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya
mengetahui atau setidak-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya
itu -akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan
hukuman oleh undang-undang.”

Si pelaku hanya dapat dimintakan  pertanggungjawabannya apabila
kerugian yang timbul merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan
hukum secara layak dapat diperkirakan (proximate cause). Dasar untuk
menentukan perbuatan yang seimbang adalah berdasarkan perhitungan

yang layak dan masuk akal sehat (reasonable).*”

Penerapan Teori Von Kries dalam penyelesaian kasus ganti rugi akibat
perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365
Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata yang dengan jelas mengharuskan
adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan
kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Proximate Cause
digunakan untuk memperluas tanggung jawab tergugat dari hanya sekedar
tanggung jawab secara faktual dan membatasi tanggung jawab pelaku
dengan tidak mempertimbangkan segala akibat yang terlalu jauh. Hal ini

dikarenakan merupakan hal yang layak dan adil jika seseorang diberikan

1% pjojodirdjo, Op.Cit., him. 89.

199 |pid, him. 88.
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tanggung jawab sejauh apa yang dapat diperkirakannya akan terjadi

(forseen).™?

Konsep proximate cause menempatkan elemen “sepatutnya dapat diduga”
sebagai faktor utama. Jadi, seorang pelaku perbuatan melawan hukum
bertanggung jawab atas perbuatannya, jika ia sepatutnya berdasarkan
perhitungan yang layak dan masuk akal sehat, dapat menduga bahwa
karena perbuatannya itu dapat menyebabkan suatu kerugian kepada orang

lain.

2.3. Subyek Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan
kewajiban dari hukum untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam lalu lintas
hukum dan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah
manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan
kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.'"!

Dalam perkembangannya, manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum.
Terdapat subyek hukum lain dalam lalu lintas hukum, yaitu badan hukum. Badan
hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu
yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara atau pemerintah dan
perseroan terbatas: misalnya adalah  organisasi atau kelompok manusia yang
merupakan badan hukum.'** Badan hukum ini bertindak sebagai satu kesatuan
dalam lalu lintas hukum seperti orang.™

Dalam lalu lintas hukum, tiap manusia (pribadi kodrati) merupakan subyek
hukum. Berlakunya seseorang sebagai subyek hukum adalah mulai dari saat ia
dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan ada pengecualian

jika dianggap perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai

"% Fuady, Op.Cit., him. 118.
"Mertokusumo, Op.Cit., him. 69.
12 pid, him. 68.

13 1bid.
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orang itu berada dalam kandungan, asalkan ia kemudian dilahirkan hidup, seperti
yang tertulis dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.'**

Badan hukum menurut doktrin dapat menjadi subyek hukum dengan

menenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari
kekayaan orang perseorangan yang bertindak dalam badan hukum itu.
Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga
tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang
terpisah itu.

b. Badan hukum tersebut mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu adalah
tujuan tersendiri’ dari badan hukum dan bukan merupakan kepentingan
pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai
tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum
yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.

c. Badan hukum tersebut memiliki -~ kepentingan-kepentingan sendiri.
Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai
akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan
yang dilindungi‘oleh hukum.

d. Badan hukum tersebut memiliki organisasi yang teratur. Badan hukum
yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum
dengan organnya, dibentuk oleh. manusia, “merupakan badan yang
mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang mempunyai

anggota seperti yayasan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa subyek perbuatan melawan hukum dapat

dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manusia/perorangan/pribadi kodrati
b. Badan hukum

1% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1989), him. 20.

115 R, Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: PT Alumni, 2004), him. 45-50.
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2.4 Upaya Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Upaya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum disebut juga dengan
dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond) terhadap tuduhan perbuatan melawan
hukum. Dengan adanya dasar pembenar ini, maka sifat “melawan hukum” akan
hapus dari suatu perbuatan sekalipun dalam undang-undang tidak diatur dasar-
dasar pembenar tersebut, tetapi secara umum dasar pembenar tersebut diakui dan

dapat diterapkan.

Dasar pembenar dapat dibagi dalam dua golongan utama, yaitu° :

1.Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, yaitu keempat jenis
dasar-dasar peniadaan hukuman yang terdiri atas :
a. Keadaan memaksa (overmacht);
b. Pembelaan terpaksa (noodweer);
¢. Ketentuan undang-undang (wettelijk voor schrift); dan
d.  Perintah jabatan (ambtelijk bevel).

2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya
Juga disebut dasar-dasar pembenar - tidak  tertulis (ongeschreven

rechtsvaardigingsgronden).

Ad.l.a Keadaan Memaksa (Overmacht)

Selain terdapat  dalam Kitab  Undang-Undang -Hukum Pidana'’, dasar

pembenar karena overmacht juga terdapat dalam Pasal 1245 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur tidak wajib membayar
ganti rugi apabila karena overmacht ia terhalang memenuhi prestasinya. Isi Pasal
1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan

118 pjojodirdjo, Op.Cit., him. 59.

117

Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dipidana”,
dalam Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
him. 23.
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memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang

sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.*'®

Yang dimaksud dengan overmacht adalah salah satu paksaan atau dorongan
yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan.'*®
Overmacht perumusannya dapat pula diperlengkap dengan bukan hanya paksaan
terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanan melainkan juga tiap

paksaan terhadap mana tidak perlu diberikan perlawanan.'?

Dalam kejadian sebenarnya, dapat juga terjadi bahwa suatu perbuatan
melawan hukum dilakukan dalam keadaan darurat (noodtoestand). Menurut
Rutten, noodtoestand terjadi bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu
perbuatan karena bersifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau
oleh kepentingan yang ‘lebih tinggi.*** Pelanggaran terhadap hak orang lain
misalnya tidak melawan hukum, apabila ini terpaksa dilakukan untuk melawan

bahaya yang langsung mengancam jiwa atau kesehatan sendiri atau orang lain.

Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (absolut) dan tak mutlak (relatif).*?
Keadaan memaksa dikatakan bersifat mutlak jika setiap orang dalam keadaan
terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan
melawan hukum. Keadaan memaksa dikatakan bersifat relatif jika seseorang
melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana orang
tersebut terpaksa -melakukan perbuatan tersebut  daripada mengorbankan

kepentingannya sendiri dengan risiko yang sangat besar.*”*

Ad.1.b Pembelaan Terpaksa (noodweer)

118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1245.

119

Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 16.
2% Djojodirdjo, Op.Cit., him. 61.
121 |bid.

22 prodjodikoro, Op.Cit., him. 48.

123 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 45.
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Sebagaimana yang berlaku dalam suatu tindak pidana, maka terhadap
perbuatan melawan hukum baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun
kelalaian, juga berlaku alasan mengelak bagi pelaku berupa pembelaan diri. Pasal

49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barangsiapa terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk pembelaan, karena
ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,
terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau
harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.”**

Terdapat dua teori mengenai hakikat dari ancaman tindakan berbahaya oleh

pelaku kepada korban, sehingga korban melakukan pembelaan diri, yaitu'® :

1. Teori Obyektif, menyatakan jika seseorang baru terbebas dari perbuatan
melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan faktual
memang ada ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pihak yang membela
diri tadi.

2. Teori Subyektif, mengajarkan bahwa seseorang dapat membela diri dan
membebaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelaku suatu perbuatan
melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman, melainkan

diyakini secara rasional bahwa ada ancaman tersebut.

Ad.1.c. Ketentuan Undang-Undang (wettelijk voor schrift)

Perbuatan bukanlah perbuatan melawan hukum jika dilakukan atas dasar
melaksanakan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa melakukan

perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.*?®

Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu

kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang diberikan

124

Moeljatno, Op.Cit.
%> Fuady, Op.Cit., him. 150-151.

126 Moeljatno, Op.Cit., him. 24.
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wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan

tersebut.*?’

Dalam rangka penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tidak dibedakan apakah suatu perbuatan dilakukan untuk menjalankan
suatu peraturan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan atas dasar
kewenangan menurut undang-undang. Hal ini disebabkan karena suatu perbuatan
yang dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang adalah

merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukumnya.*®

Ad.1.d Perintah Jabatan (ambtelijk bevel)

Menjalankan perintah jabatan merupakan = salah .satu alasan yang
membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana. Pasal 51 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum
barangsiapa melakukan - suatu perbuatan untuk -melaksanakan suatu perintah
jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.'?® Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan apa-apa mengenai hal
ini. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, soal berlaku atau tidaknya pembelaan
terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat

kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.**°

2.5 Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Orang Lain
Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan

*” Djojodirdjo, Op.Cit., him. 63.
128 | bid.
129

Moeljatno, Op.Cit.

3% prodjodikoro, Op.Cit., him. 46.
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orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya”.'*!

Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang

lain ini, Moegni Djojodirdjo menggunakan istilah “tanggung gugat” dimana'* :

“istilah ‘tanggung gugat’ untuk melukiskan adanya aansprakelijkheid adalah
untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada
seseorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus
bertanggung jawab atas perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di
hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.”

Pertanggungjawaban atau tanggung.gugat ini menunjukkan bahwa jika ada
seseorang pelaku dari suatu perbuatan melawan hukum, maka si pelaku wajib
bertanggung jawab atas perbuatan tersebut yang diajukan dalam gugatan
pengadilan berdasarkan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdapat dua
jenis pertanggungan-gugat, yaitu pertanggungan-gugat untuk perbuatan orang lain
dan pertanggungan-gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya.'* Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata ini bertalian erat dengan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana orang-orang tersebut dalam Pasal 1367
Kitab  Undang-Undang  Hukum = Perdata  hanya  dapat dimintai
pertanggungjawaban, -apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung
jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan

kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti.***

a. Terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh orang lain terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

13! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1367 ayat
.

132 Djojodirdjo, Op.Cit., him. 113.

33 bid., him. 114.

3% Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 33.
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a) Orang Tua dan Wali yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang

ditimbulkan karena perbuatan anak yang belum dewasa. Pasal 1367 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “orang tua dan
wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak
belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa melakukan

kekuasaan orang tua atau wali.”™®

Syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata agar orang tua atau wali dapat dimintakan
pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :
a. Perbuatan Melawan Hukum
b. Dilakukan oleh anak yang belum dewasa
c. Bertempat tinggal di tempat orang tua atau wali
d. Menjalankan kekuasaan orang tua atau wali
Para orang tua dan wali hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
anak-anak yang belum dewasa dengan harus dipenuhinya dua syarat,
dimana kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Adapun
syarat-syarat tersebut, yaitu*® :
1. Anak-anak ‘belum dewasa tersebut harus  bertempat tinggal
bersama-sama orang tua atau wali, dan
2. Orang -tua atauwali melakukan “kekuasaan orang tua atau

melakukan perwalian

Oleh karena kedua syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif, maka
orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, tetapi anak tidak tinggal
bersamanya, tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367
ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang tua dengan siapa

anak bertempat tinggal, tetapi tidak melakukan kekuasaan orang tua atau

@).

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1367 ayat

38 bjojodirdjo, Op.Cit., him. 121.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



47

perwalian juga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367
ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata erat
hubungannya dengan ketentuan dalam ayat 5, dimana orang tua dan wali
akan bebas dari pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa
mereka tidak dapat mencegah dilakukannya perbuatan melawan hukum
tersebut. Orang tua atau wali dianggap tidak dapat mencegah terjadinya
perbuatan melawan hukum, jika terhadap si anak telah dilakukan
pengawasan untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak Kketiga,
sebagaimana dalam keadaan seperti itu dapat diharapkan dari orang tua
yang baik.**

b) Majikan bertanggung gugat untuk kerugian atas perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan 'mereka, adalah bertanggung jawab tentang
kerugian-yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini
99 139

dipakainya”.
Disini yang dimaksud dengan hubungan antara majikan dengan bawahan
tidak hanya terbatas pada hubungan kerja semata, melainkan juga termasuk
perintah melakukan suatu pekerjaan di luar hubungan kerja asalkan saja
orang yang menerima perintah tersebut melakukan pekerjaannya secara
berdiri sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau atas petunjuk pemberi
kerja.**

Ayat (5) dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya

memuat ketentuan yang mengenal tanggung jawab orang tua wali, serta

A).

7 Ibid.
3% Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 34.

%% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1367 ayat

149 |pid., him. 128.
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guru sekolah dan kepala tukang. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal
1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan
terhadap pertanggungjawaban majikan atas perbuatan melawan hukum
bawahannya. Dengan demikian, majikan akan selalu harus bertanggung
jawab sekalipun ia tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan bawahannya.'**

Pertanggungjawaban majikan terhadap perbuatan melawan hukum yang
dilakukan bawahannya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ini-dibatasi hanya dalam hal kerugian yang
ditimbulkan bawahan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Kesalahan
yang ditimbulkan bawahan tidak harus terjadi karena pekerjaannya, tetapi
sudah cukup apabila terdapat hubungan antara tingkah laku yang salah
dengan pekerjaan  yang harus diselesaikan.* = Untuk timbulnya
pertanggungjawaban dari - majikan, maka bawahan harus melakukan
perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan yang harus dilaksanakannya

untuk kepentingan majikan.'*

c). Guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab untuk kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh murid-
murid dan tukang-tukang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367
ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa : “Guru-
guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang
diterbitkan oleh murid=murid dan tukang-tukang mereka selama waktu

orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.”**

Guru dan kepala tukang dapat melepaskan tanggung jawab seperti orang tua

dan wali dengan membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah

(4).

! Djojodidjo, Op.Cit., him. 126-127.
%2 1hid., him. 129.
3 1bid., him. 134.

** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1367 ayat
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dilakukannya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban guru dan
kepala tukang dibatasi dengan waktu, yaitu selama murid dan tukang berada
di dalam pengawasan mereka. Syarat pertanggungjawaban yaitu :
a. Terdapat hubungan guru dengan murid atau kepala tukang dengan
tukangnya
b. Terjadinya perbuatan melawan hukum harus pada saat mereka

berada di bawah pengawasan

b. Tanggung gugat atas barang yang berada dalam pengawasannya terbagi
menjadi tiga, yaitu :

a) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbukan oleh Binatang

Tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang diatur dalam
Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1368 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“Pemilik - seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama
binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang
diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah
pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”'*

Unsur yang menjadikan alasan bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas
kerugian yang disebabkan oleh binatang adalah pengawasan atas binatang
yang mengakibatkan kerugian. Pengawasan terhadap binatang dinilai dari
sampal sejauh mana binatang tersebut dapat menimbulkan kerugian atau
menimbulkan-bahaya bagi -orang lain. Telah menjadi yurisprudensi tetap
dari Hoge Raad bahwa pertanggungjawaban dalam Pasal 1368 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada persangkaan kesalahan,
dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban pemilik binatang atau orang
yang menggunakan binatang tersebut akan hapus, bilamana pemiliknya atau
orang yang menggunakan binatang tersebut dapat membuktikan bahwa

kepadanya tidak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengawasan.**®

> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1368.

¢ Djojodirdjo, Op.Cit., him. 143.
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b) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Benda

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban
terhadap benda-benda yang berada dalam pengawasannya. Menurut
yurisprudensi, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai

akibat dari kelalaian dalam mengawasi bendanya.'*’

Menurut Hoge Raad
Belanda, kerugian yang ditimbulkan oleh benda menyebabkan pengawasnya
harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, akan tetapi pertanggungjawaban tersebut baru
timbul bilamana - kerugiannya adalah merupakan keteledoran atau

kealpaan.'*®

c) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Ambruknya
Gedung
Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa
pemilik _bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh
ambruknya gedung. Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
memuat ketentuan sebagai berikut :

“Pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang
disebabkan karena ambruknya gedung. itu seluruhnya atau sebagian jika ini
terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau. karena cacat dalam
pembangunan maupun penataannya,”**’

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebut gedung,
tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan
gedung. Dalam keputusan Hoge Raad tanggal 29 Mei 1925, Hoge Raad
memberikan pertimbangan bahwa istilah gedung tidak hanya diartikan
sebagai bangunan yang sudah selesai dibangun, tetapi juga pada umumnya

kesemuanya yang dibentuk dengan pembangunan.

147

Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 39.
*® Djojodirdjo, Op.Cit., him. 137.

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1369.
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Menurut Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hanyalah
pemilik dapat dipertanggungjawabkan karena pertanggungjawaban Pasal
1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbatas pada
pemiliknya saja, maka penyewa atau orang yang menggunakannya tidak
termasuk di dalamnya.*® Pemilik tetap bertanggung jawab sekalipun orang
lain telah lalai memelihara gedung tersebut.™™* Pasal 1369 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata baru dapat diterapkan bilamana ambruknya gedung
disebabkan karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau karena sesuatu
cacat dalam pembangunan maupun penataannya.*>
Untuk gugatan berdasarkan Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus adanya gedung;

2. Gedung tersebut ambruk sebagian atau seluruhnya;

3. Baik karena kelalaian dalam pemeliharaannya, maupun karena

cacat dalam pembangunannya dan penataannya.

2.6 Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

2.6.1 Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang selalu menuntut
adanya pertanggungjawaban dari padanya atas kerugian yang diderita pihak
lain. Pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bertujuan untuk
mengembalikan suatu - keadaan pada kondisi awal sebelum perbuatan
melawan hukum itu terjadi. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang
yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan
kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi,

tetapi tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian

*® Djojodirdjo, Op.Cit., him. 145.

151

Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 42.

132 bjojodirdjo, Op.Cit., him. 145.
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tersebut. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat
ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku wanprestasi.
Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti kerugian perbuatan melawan
hukum adalah dengan cara analogis menggunakan peraturan ganti kerugian
akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.*®

Menurut Moegni Djojodirdjo, konsep penentuan ganti Kkerugian
berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan
segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi,
tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan
hukum.sebagai schade (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi
kontrak dinamakan ‘‘kosten, schaden, en interesten” (biaya, kerugian, dan
bunga).*™*

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan
penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan.
Atas dasar tersebut, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Mei 1948 telah
mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula merupakan
pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang
equivalent saja terhadap pengembalian penderita kepada keadaan semula

(restitutio in integrum).™

2.6.2 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam-Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam hukumperdata di Indonesia, kerugian sebagai akibat dari
Perbuatan Melawan Hukum dapat bersifat materiil maupun idiil (immateriil).
Kerugian materiil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dan kehilangan
keuntungan yang diharapkan (gederfdewinst), sedangkan kerugian immateriil
yaitu berupa kerugian idiil atau moril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan

kehilangan kesenangan hidup. Kerugian materiil selalu memperkirakan

>3 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 85.
154 H
Rosa et al, Op.Cit., him. 10.

>3 1bid., him. 15.
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kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian keuangan, sehingga sering
disebut sebagai kerugian kekayaan (vermogensschade).

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan
melawan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan
tiap orang untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan perbuatan
melawan hukum yang dilakukannya, baik karena sengaja maupun karena
kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada orang lain. Ganti rugi yang

diberikan dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

2. Ganti Rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain

Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dirumuskan
dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian “yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga
terhadap perbuatan yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di
bawah pengawasannya.
a. Ganti rugi orang tua dan wali

Pasal 1367 ayat.(2) ~Kitab. Undang-Undang Hukum Perdata

menentukan bahwa orang tua atau wali bertanggung jawab tentang

kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum anak
yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa
mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Berdasarkan Pasal
1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab
tersebut dinyatakan berakhir apabila mereka dapat membuktikan
bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anak
yang belum dewasa tersebut.

b. Ganti rugi majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain

untuk mewakili urusan-urusan mereka
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Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur
bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk
mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang
ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan
pekerjaan. Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tidak mencantumkan bahwa majikan atau orang yang mengangkat
wakil tersebut dapat melepaskan tanggung jawab ganti kerugian atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mereka
pekerjakan tersebut.
c. Ganti rugi guru sekolah dan kepala tukang

Pasal’ 1367 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menentukan bahwa guru sekolah dan kepala tukang bertanggung

Jawab tentang kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan
hukum murid atau tukang yang berada dalam pengawasannya.
Berdasarkan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tanggung jawab tersebut dinyatakan berakhir apabila mereka
dapat:-membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pencegahan.

3. Ganti ruqgi terhadap barang yang berada dalam pengawasan

Pengaturan ganti rugi barang yang berada dalam pengawasan adalah
sebagai berikut :

a. Ganti rugi untuk pemilik binatang

Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan
tentang pertanggungjawaban seorang pemilik binatang atau siapa yang
memakainya dalam hal terjadi kerugian yang diterbitkan oleh binatang
tersebut selama binatang itu dipakainya, baik binatang itu di bawah

pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

b. Ganti rugi untuk pemilik benda

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengatakan bahwa seseorang dapat diminta ganti rugi atas kerugian

yang diterbitkan oleh benda-benda yang berada dalam
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pengawasannya. Menurut yurisprudensi, tanggung jawab timbul
apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian pemilik dalam

mengawasi bendanya.

¢. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan
bahwa pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
karena ambruknya gedung, baik karena kelalaian dalam

pemeliharaannya, maupun karena cacat dalam pembangunannya.

4. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh

Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan
khusus yang mengatur ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum yang
berakibat pada kematiannya seseorang, Pasal 1370 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-
hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang
tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban,

mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut

kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.**

Dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan
bahwa dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-
hatinya seseorang, maka suami atau isteri, anak atau orang tua korban,
yang lazimnya mendapatkan nafkah dari pekerjaan korban,
mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut

keadaan.®

1%¢ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1370.

37 Clive R. Newton, General Principles of Law, (London: Sweet & Maxwell, 1977),

him. 186.
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Moegni Djojodirdjo melihat di dalam Pasal 1370 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata terdapat dua pembatasan yakni**® :

a. bahwa yang berhak menerima ganti kerugian adalah terbatas pada
orang-orang yang disebut dalam Pasal 1370 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tersebut;

b. bahwa orang-orang yang disebut di dalam Pasal 1370 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah berhak mendapatkan
ganti kerugian, bilamana mereka mendapatkan nafkah dari
pekerjaan si korban, sehingga orang-orang yang nama-namanya
disebut didalam ‘Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak berhak lagi mendapatkan ganti kerugian, bilamana

mereka tidak dihidupi pekerjaan si korban.

Pemberian ganti kerugian berdasarkan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak terbatas pada janda atau anak-anak yang sah atau
orang tua saja, akan tetapi mereka semuanya, yakni baik'janda/duda,
maupun anak yakni anak sah maupun anak luar kawin berhak menerima
kerugian, asal saja mereka mendapatkan nafkah (dihidupi) dari pekerjaan

si korban.*

. Ganti ruqgi karena orang vang telah luka atau cacat anggota badan

Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan
sebagai berikut:

“Luka-luka atau cacat pada sesuatu bagian badan yang disebabkan karena
perbuatan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya si pelaku
memberikan hak kepada si korban untuk, selesainya penggantian biaya-
biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian, yang disebabkan

oleh luka-luka atau cacat tersebut”.*®

158 Djojodirdjo, Op.Cit., him. 156.
9 Ibid., him. 154.

1%% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit., Pasal 1371.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang dengan sengaja atau kurang
hati-hatinya menyebabkan terjadinya luka pada badan orang lain,
berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut
dalam hal ini adalah™®* :

a. Penggantian biaya penyembuhan;

b. Ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

. Ganti rugi karena tindakan penghinaan

Tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa penghinaan atau penjatuhan
nama baik ini diatur mulai dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380
Kitab ~Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Rutten, orang yang
dihina berhak untuk menuntut ganti kerugian berupa'® :
1. penggantian daripada ganti kerugiaan materiil;
2. penggantian berupa uang untuk kerugian yang tidak bertubuh
yang dideritanya;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat menista atau
menghina;
4. pengumuman dengan penempatan keputusan atas. biaya-biaya

orang dinyatakan bersalah.

Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa
tuntutan: keperdataan tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk
mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama
baik. Dalam menilai pemulihan kehormatan dan nama baik harus
diperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan
dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

181 Fyady, Op.Cit., him. 146.

182 Djojodirdjo, Op.Cit., him. 1609.
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BAB 3

ASAS STRICT LIABILITY DI INDONESIA

3.1 Pengertian dan Perkembangan Asas Strict Liability

Perbuatan melawan hukum lazim dikenal dengan suatu pembebanan
tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah
atas perbuatan tersebut. Pengertian bersalah ini, sebagaimana telah dijelaskan
dalam bagian sebelumnya dari tulisan ini, secara hukum diartikan baik karena
kesengajaan maupun karena kelalaian. Namun, sebenarnya hukum juga mengenal
apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault)

atau yang sering disebut juga dengan istilah “tanggung jawab ketat”.

Konsep tanggung jawab ketat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab
hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat
apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur
kesalahan atau tidak. Pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum
meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan
sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurang hati-hatian atau

163

ketidakpatutan.™ Dengan demikian, beban pembuktian penggugat menjadi ringan
karena tidak dibebani pembuktian adanya kesalahan. Namun, pihak penggugat
yang mengalami kerugian masih harus membuktikan kerugian yang dialaminya

diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat.

Doktrin atau asas tanggung jawab ketat (strict liability) sudah dikenal sejak
awal perkembangan sistem anglo saxon atau common law, walaupun kemudian
terjadi perubahan perkembangan yang pesat di beberapa negara ke arah
penerimaan (negligence) sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih dominan.
Menurut Robert L. Rabin, dalam sistem Anglo Saxon, sistem pertanggungjawaban
tradisional yang sangat dominan adalah negligence. Adanya asas ini

dilatarbelakangi alasan moral bahwa tidak seorang pun dapat dikenai tanggung

'3John G. Fleming, The Law of Torts, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1992),
him. 327, dalam Rosa Agustina, Op.Cit., him. 22.
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jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan sebagai tercermin
dalam ungkapan “no liability without fault”. Namun, sejak akhir abad ke-18
berbagai negara mulai menganut doktrin tanggung jawab ketat meskipun dengan

formulasi yang berbeda.*®

Perkembangan asas tanggung jawab ketat bermula dari kasus Ryland vs
Fletcher pada tahun 1868 di Inggris. Dalam kasus ini, House of Lords, Pengadilan
Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu Kkriteria yang menentukan bahwa suatu
kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai tanggung jawab ketat jika
penggunaan tersebut bersifat non-natural atau di luar kelaziman, atau tidak seperti

biasanya.*®®

Menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang
dapat digolongkan sebagai extrahazardous atau ultrahazardous atau abnormally
dangerous, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan
walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian

tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.**

Berdasarkan latar belakang penemuan konsep strict liability dalam Ryland vs
Fletcher (1868), strict liability ‘mengandung pengertian bahwa kegiatan atau
aktifitas yang mengandung bahaya atau risiko, apabila mengakibatkan kerugian
bagi orang lain tidak memerlukan suatu pembuktian apakah seseorang yang
mengakibatkan kerugian tersebut telah bertindak hati-hati (standard of care).
Penanggung jawab. = Kkegiatan = tersebut - hanya . dapat dibebaskan dari
pertanggungjawaban (liability) apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian
yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana

alam. Faktor inilah yang kemudian dikenal dengan pembelaan (defences) dalam

' Mas Achmad Santosa, etal, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict

Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, cet. 2, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum
Lingkungan Indonesia, 1998), him. 18.
1% 1bid., him. 19.

186 Ibid., him. 15.
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liability seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*®’

Penerapan asas strict liability dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia
pertama kali terjadi dalam kasus WALHI vs Pemerintah Indonesia dan PT Inti
Indorayon Utama. Prinsip ganti rugi yang diterapkan oleh hakim dalam perkara
tersebut adalah prinsip yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yaitu ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila si korban dapat

membuktikan adanya kesalahan di pihak pelaku.

Dalam sistem hukum-Indonesia, untuk menggugat ganti rugi atas kerugian

atau biaya pemulihan, terdapat dua jenis dasar hukum, yaitu :

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan
Melawan Hukum; dan

2. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan lex specialis atau pengecualian dari Pasal 1365
Kitab “Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perbuatan
Melawan Hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana
tanggung jawab ketat atau strict liability merupakan lex specialis dari gugatan
perbuatan melawan hukum pada umumnya. Dikatakan pengecualian atau lex
specialis karena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal ini berbeda
dengan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan
sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sedangkan Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 1997 menggunakan sistem pertanggungjawaban tanpa

kesalahan.

%7 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta:
ICEL,1997), him. 304.
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Di Indonesia sendiri, pihak yang merasa dirugikan atau penggugat dalam
kasus-kasus lingkungan biasanya memiliki latar belakang ekonomi lemah maupun
tingkat pendidikan yang sangat rendah, sehingga sangatlah tidak adil apabila
mereka dibebani pembuktian tentang pencemaran dan keterkaitannya dengan
kerugian yang mereka alami. Oleh karenanya, mempertahankan doktrin
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan untuk kasus-kasus yang memiliki
risiko tinggi tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam

penegakan hukum lingkungan.*®®

Untuk mengatasi kendala  tersebut, dikembangkanlah teori
pertanggungjawaban secara ketat atau strict liability. Dalam sistem hukum
Indonesia, pertanggungjawaban ketat diatur dalam beberapa peraturan perundang-
undangan ' di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1977 Tentang Ketenaganukliran.

3.2 Perbedaan Strict Liability dan Absolute Liability

Ada sebagian orang mengartikan strict liability sebagai tanggung jawab
mutlak.. Penterjemahan tersebut tidak tepat karena akan .mencampuradukkan
dengan konsep tanggung jawab mutlak (absolute liability). Oleh karena itu, lebih
tepat apabila strict liability diterjemahkan menjadi tanggung jawab ketat dan

absolute liability diterjemahkan menjadi tanggung jawab mutlak.'®

Banyak ahli hukum yang menyatakan perbedaan antara strict liability dan
absolute liability meliputi perbedaan pada besarnya tanggung jawab yang harus
dipikul oleh pihak tergugat. Dalam absolute liability besarnya tanggung jawab
yang harus dipikul adalah tidak terbatas, sedangkan dalam strict liability masih
terdapat hal-hal yang dapat membebaskan dari pertanggungjawaban. Hal ini
misalnya dapat ditemukan dalam The Civil Liability Convention (CLC) yang

menyatakan apabila minyak tumpah atau dikeluarkan dari sebuah kapal dan

188 Richard A. Posner, A Theory of Negligence dalam Perpectives on Tort Law, (Boston:
Robert L. Rabin, Little, Brown and Company, 1990), him. 14 dalam Mas Achmad Santosa, et. al,
Op.Cit., him. 14,

1%9 Santosa, et.al. Op.Cit., him. 15.
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menyebabkan kerusakan pada suatu daerah, pemilik kapal bertanggung jawab atas
kerusakan tersebut dan biaya pencegahan yang diambil. Pertanggungjawaban ini
dikecualikan apabila (1) kerusakan terjadi karena perang atau suatu bencana (Acts
of God); (2) kerusakan seluruhnya disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang
dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan; dan
(3) kerusakan seluruhnya disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan pemerintah
atau otoritas lain yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan mercusuar dan
bantuan navigasi lainnya. Dari uraian ini dapat dikatakan tanggung jawab pemilik

kapal masih dapat dikecualikan.!™

Sedangkan contoh dari penerapan absolute liability dapat dilihat dalam
Article Il Convention on International Liability for Damaged Caused by Space
Objects yang menyatakan: “A lauching state shall be absolutely liable to pay
compensation for damage caused by its space objects on the surface of the earth

or to aircraft flight.”

Konvensi - tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia- Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Pengesahan
Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Objects,
1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang
Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972). Ketentuan tentang absolute
liability dalam Pasal Il sudah diartikan  menjadi “Negara peluncur harus
bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang
disebabkan oleh benda antariksanya terhadap permukaan bumi atau terhadap

pesawat udara dalam penerbangan”.'™*

0 M. Ramdan Andri G.W., “Perbandingan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika

(“Strict Liability”) Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Belanda,” (Skripsi Universitas
Indonesia, Depok, 1999), him. 35.

' Sarah Yunita.,, “Penerapan Strict Liability Dalam Gugatan Perdata Lingkungan di
Indonesia dan Perkembangan Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,”
(Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2011), him. 73.
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Prof. Munadjat membedakan strict liability dan absolute liability sebagai

berikut'"%:

1. Dari seqi artinya :

Strict liability mempunyai arti harfiah :
a) Tanggung jawab secara tegas
b) Tanggung jawab secara tepat
¢) Tanggung jawab secara teliti

d) Tanggung jawab secara keras
Absolute liability mempunyai arti harfiah:

a) Tidak boleh “tidak harus ada”

b)  Bersifat tidak bersyarat

c) Berhakikat penuh dan lengkap

d) Harus terlaksana dan terwujud secara tepat waktu

e) Tidak mungkin dipersoalkan atau ditawar sedikitpun

2. Dari segi substansinya

Secara substantif, strict liability merupakan bentuk tanggung jawab yang
melahirkan untuk membayar ganti rugi yang dikaitkan dengan penentuan
batas tertinggi (financial caps) berdasarkan penetapan terlebih dahulu.
Maka, dalam menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan strict
liability, sudah diketahui sebelumnya berapa berat beban yang harus
dipikul. Sedangkan, pada absolute liability pembatasan tersebut hilang dan
kewajiban membayar ganti rugi menjadi bersifat penuh, lengkap, dan tak
bersyarat. Maka, beban kewajiban yang terdapat dalam absolute liability
lebih berat daripada beban yang lahir dari strict liability, sebab dalam
absolute liability tidak dikenal pembatasan jumlah ganti rugi, sehingga

harus dibayar secara penuh dan lengkap.

172 M. Ramdan Andri Wibisana, Op.Cit., him. 35-38.
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3. Dari seqi proseduralnya

Strict liability adalah tanggung jawab yang timbul tanpa adanya kesalahan
atau kelalaian. Dalam kasus dimana strict liability diterapkan, seorang
tergugat telah dinyatakan bertanggung jawab secara langsung dan seketika
pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tanggung
jawab tergugat telah ada tanpa perlu ada pembuktian terlebih dahulu
apakah ia bersalah atau tidak. Dengan demikian maka strict liability telah
mengesampingkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Apabila dalam kasus justru terbukti adanya kesalahan pada pihak tergugat,
maka tanggung jawab tergugat justru menjadi tidak terbatas. Hal inilah
yang disebut dengan absolute liability. Maka, prosedur pembuktian pada
absolute liability justru lebih  dekat kepada prosedur pembuktian
berdasarkan kesalahan daripada prosedur pembuktian tanpa kesalahan.

Perlu juga ditambahkan pendapat dari Birnie dan Boyle yang menyatakan
bahwa meskipun strict liability dapat mengimplikasikan- tidak diperlukannya
kegagalan dalam kecermatan (due diligence) dan/atau kesalahan yang bersifat
subyektif, tetapi pembelaan mengenai beberapa hal masih dapat diterima. Jadi,
menurut Birnie dan Boyle strict liability mempunyai rentang pembelaan diri lebih

besar daripada absolute liability.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli
hukum menyepakati pada asas absolute liability tidak terdapat lagi alasan pemaaf
atau pembenar sebagai dasar pembelaan bagi diri tergugat. Dengan kata lain, pada
absolute liability penggugat tidak dapat mengelak dari tuntutan tanggung jawab.
Sedangkan pada asas strict liability, masih terdapat beberapa hal yang dapat

membebaskan atau mengecualikan penggugat dari tanggung jawab.
3.3 Risiko Sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin bertambah
banyaknya pelimpahan persoalan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita

oleh seseorang yang disebabkan oleh orang lain, yang tidak dapat dipersalahkan.
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Pada mulanya, ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menentukan bahwa hanyalah pelaku perbuatan melawan hukum yang
karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada orang lain berkewajiban untuk
memberi ganti kerugian, dianggap telah cukup sebagai dasar pertanggungjawaban.
Namun, orang berusaha mencari dan mendapatkan kriterium lain, yakni risiko.
Risico-theorie  timbul untuk dapat melayani pemecahan  persoalan
pertanggungjawaban menurut undang-undang (wettelijke aansprakelijkheid),

untuk mana tidak diharuskan adanya kesalahan.!"®

Rudiger Lummert mengemukakan bahwa dengan berkembangnya
industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta semakin
rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep

“kesalahan” dan berpaling ke konsep “risiko”.'*

Risk (risico, risiko) menurut Oxford Dictionary adalah “possibility of meeting
danger, suffering loss, etc.”. Risiko mempunyai konotasi dengan kemungkinan

buruk (kwade kans), bukan dengan kesalahan.

Penganut teori risiko tersebut dibagi menjadi dua golongan. Pertama adalah
golongan yang menganut gevaar-theorie, yang menggunakan ‘“menyebabkan
timbulnya bahaya” sebagai dasar pertanggungjawabannya. - Doktrin ini
mengajarkan bahwa barang siapa dalam lalu lintas masyarakat telah melakukan
perbuatan-perbuatan yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain
harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan pula.'”
Kedua adalah golongan profyt-theorie yang menganjurkan bahwa barang siapa
yang memperoleh keuntungan dari perbuatan seorang pihak ketiga harus juga

dapat menerima kerugian yang timbul karenanya.'’®

1% Djojodirdjo, Op.Cit., him. 55.

7% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, ed.7, cet. 17, (Yogyakarta; Gadjah
Mada University Press, 2002), him. 386.

175

Glyn A. Holton, “Defining Risk, Financial Analysis Journal, Volume 60 Number 67,
(CFA Institute, November/December 2004), him. 22.

7 |bid.
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Di Belanda, dalam masalah perlindungan lingkungan hidup berdasarkan
perkembangan yurisprudensi, tampaknya ada pergerseran dari
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (schuldaansprakelijkheid) ke

pertanggungjawaban atas dasar risiko (risicoaansprakelijkheid).*’’

Namun, di kalangan teoritisi di Belanda masih belum terdapat kesatuan
pendapat mengenai hal ini, terutama perbedaan pendapat antara Prof. Mr. J. M.
Van Dunne dengan Prof. Mr. J. B. M. Vranken.'”® Menurut Van Dunne,
pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam masalah lingkungan
hidup berdasarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa Arrest penting
menunjukkan tendensi yang bergerak ke arah risicoaansprakelijkheid, atau

setidak-tidaknya bersifat pseudorisicoaansprakelijkheid.*”

Di dalam hukum lingkungan di Belanda, terdapat suatu norma umum yang
berkaitan dengan kecermatan dalam bertindak. Norma ini dikenal dengan
Zorgvuldigheidsnorm, yaitu norma yang di dalamnya termuat suatu kewajiban
untuk bertindak secara cermat. Kewajiban ini disebut dengan Zorgplicht (duty of
care). Secara umum, suatu tindakan yang melanggar kewajiban ini termasuk ke
dalam perbuatan melawan hukum, atas dasar bahwa perbuatan itu bertentangan

dengan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.*®

Sehubungan dengan kewajiban ini, J. M. Van Dunne menyatakan bahwa
seseorang yang berpotensi-akan situasi berbahaya memiliki kewajiban'®" :

1. Mengadakan penelitian terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari tindakannya;

2. Melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut;

7 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 48.
Y8 Ibid.
17 1bid.

189 \1. Ramdan Andri Wibisana, Op.Cit., him. 139.

81 |pid., him. 132.
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3. Mengadakan pembicaraan dengan pihak yang potensial menjadi korban.
Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah banyaknya keberatan
terhadap kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya mengenai aspek

biaya (ganti rugi).

Inti dari ajaran risicoaansprakelijkheid menurut Van Dunne adalah dengan
diciptakannya keadaan berbahaya menimbulkan risiko yang terletak pada pihak
yang melakukan perbuatan atau yang melakukan pengotoran atau pencemaran dan
bahwa karenanya diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dengan

sendirinya berakibat bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.*®2

Sebaliknya, Vranken tidak sepakat sama sekali dengan Van Dunne, dan
mengatakan bahwa menurut hukum yang berlaku sekarang, yang lalu, maupun
yang akan datang adalah tetap didasarkan pada - adanya kesalahan
(schuldaansprakelijkheid), sebab  Belanda tidak  mengenal adanya
pertanggungjawaban secara umum (algemenaansprakelijkheid) untuk hal-hal

yang berkaitan-dengan kegiatan yang dapat menciptakan keadaan berbahaya.*®

Menurut Andri G. Wibisana, konsep yang mengaitkan risicoaansprakelijkheid
dengan Zorgvuldigheidsnorm masih belum merupakan risicoaansprakelijkheid,
tetapi pseudorisicoaansprakelijkheid. Apabila diterapkan sistem
risicoaansprakelijkheid, maka otomatis si pelaku pencemaran bertanggung jawab
sekalipun tidak ada kesalahan padanya, dan tidak perlu dibuktikan adanya
kesalahan. Disini kita dihadapkan pada ajaran tentang strict liability, dimana
pertanggungjawaban ada pada si pelaku pencemaran secara mutlak, terlepas dari

fakta apakah terdapat kesalahan atau tidak pada pihaknya.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ketat (strict liability) merupakan
suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak didasarkan pada adanya kesalahan.
Baik dari segi dasar pertanggungjawabannya (kesalahan dari segi subyektif)
maupun sifat perbuatannya (kesalahan dari segi obyektif). Bentuk

pertanggungjawaban perdata ini  menggunakan risiko sebagai dasar

'82 Rosa Agustina, Op.Cit., him. 49.

183 1bid.
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pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang dalam lalu lintas masyarakat telah melakukan perbuatan-perbuatan
yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan
pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan pula. Risiko dikaitkan dengan
perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang berbahaya, bukan dengan
perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian maka seseorang, karena
kegiatannya tersebut, bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul sebagai
akibat dari kegiatannya, walaupun ia telah melaksanakan segala kewajibannya

yang timbul dari sifat kegiatannya yang berbahaya.'®*
3.4 Unsur-Unsur Strict Liability

Dalam ranah perdata, hanya ada dua jenis substansi gugatan, yaitu gugatan
wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Strict liability disini
merupakan lex specialis dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada
umumnya. Jadi, gugatan untuk strict liability adalah dengan dalil perbuatan
melawan hukum yang bersifat khusus dimana sifat khusus tersebut adalah strict

liability, bukan dalam suatu dalil gugatan baru.*®

Unsur-unsur dari strict liability adalah serupa dengan.unsur=unsur dalam
perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2 skripsi ini,
hanya saja strict liability melepaskan unsur kesalahan di dalamnya. Implikasi
jenis pertanggungjawaban strict liability dan perbuatan melawan hukum juga

berpengaruh terhadap pembuktian terhadap gugatan di pengadilan.'®

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No0.23 Tahun 1997 dapat diuraikan unsur-

unsur strict liability yaitu :

'8% Thomas Januar Hendriko Hutapea., “Beban Pembuktian Pada Pertanggungjawaban Mutlak

(Strict Liability) Dalam Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Studi Kasus : Putusan No.
49/PDT.G/2003/PN.BDG,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2009), him. 70.

185 Maulana., “Asas Strict Liability dalam Hukum Lingkungan di Indonesia sebagai Lex
Specialis dari Asas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata,”
(Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2009), him. 72.
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1. Penanggung jawab dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan
secara limitatif yaitu :
a. Usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting;
b. Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
c. Usaha dan kegiatannya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan
beracun.
2. Terjadi suatu kerugian

3. Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 unsur-unsur strict
liability yaitu:

1. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya ditentukan
secara limitatif yaitu :

2

Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3;
b. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menghasilkan B3;
c. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya mengelola limbah B3;
d. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup.
2. Terjadi suatu kerugian
3. Terdapat hubungan kausalitas antara tindakan, usaha, dan/atau kegiatan

tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Mengenai unsur-unsur strict liability .yang berpengaruh terhadap proses
pembuktian di pengadilan, Mas Achmad Santosa membaginya dalam empat hal,

yaitu'® :

1. Kerugian;

2. Kausalitas;

3. Beban pembuktian tetap pada penggugat (Pasal 163 HIR dan Pasal 1865
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

¥ Mas Achmad Santosa, “Pertanggungjawaban Perdata Pada Hukum Lingkungan,”

(disampaikan dalam perkuliahan mata kuliah hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), 2007.
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4. Beban pembuktian tentang faktor penghapus pertanggungjawaban atau
pembelaan ada pada diri tergugat selayaknya suatu pembelaan (tidak

terdapat pemindahan beban pembuktian).

J.  Widijantoro dalam Laporan Penelitian Tentang Strict Liability
mengutarakan bahwa strict liability merupakan hal yang khusus dari tanggung
jawab dalam hukum perdata pada umumnya, sepanjang Syarat-syarat
pemberlakuannya telah dipenuhi. Persyaratan obyektif yang harus dipenuhi untuk
memberlakukan tanggung jawab perdata berdasarkan tanggung jawab Kketat
adalah'®® :

1. Perbuatan yang' menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain
tersebut dilakukan tidak dengan sengaja;

2. Pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan baik karena lalai
ataupun karena tidak teliti;

3. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kegiatan yang mengandung
bahaya yang sangat besar dan sulit diperkirakan akibatnya;

4. Kegiatan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam Green Paper terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam

menerapkan strict liability, yaitu™® :

1. Tipe bahaya yang dihasilkan oleh kegiatan tertentu;

2. Kemungkinan terjadinya kerugian dari suatu kegiatan dan kemungkinan
meluasnya kerugian;

3. Insentif yang akan disediakan oleh strict liability berupa pengelolaan
risiko dan pencegahan kerugian yang lebih baik;

4. Kemungkinan pelaksanaan dan biaya-biaya pemulihan kerugian yang

diperkirakan akan terjadi;

188 3. Widijantoro, “Laporan Penelitian tentang Strict Liability dalam Hukum Lingkungan,”
(Jakarta, Pascasarjana FHUI, 1997), him. 39.

189 M. Ramdan Andri Wibisana, Op.Cit., him. 42.
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5. Beban keuangan yang harus ditanggung oleh sektor-sektor ekonomi yang
terlibat, yang ditetapkan berdasarkan strict liability dan kebutuhan akan

tersedianya asuransi.

Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-
unsur dari strict liability adalah :

1. Perbuatan yang ditentukan secara limitatif;
2. Kerugian;

3. Kausalitas antara kegiatan dengan kerugian.
Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut unsur-unsur strict liability.
3.4.1 Kegiatan yang Ditentukan Secara Limitatif

Pada strict liability yang menjadi pokok permasalahan adalah sifat alamiah
kegiatan itu sendiri, bukan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Dalam strict
liability, permasalahan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan -tidak relevan,
sebab yang relevan disini adalah apa sifat alami kegiatan tersebut sehingga bisa
dikatakan terdapat suatu risiko yang mungkin timbul. Hal ini berarti dari awal
kegiatannya, risiko kerugian tersebut sudah ada. Dengan nyatanya risiko tersebut,
maka péenanggung jawab usaha dapat dipertanggungjawabkan.*®

Di negara-negara dengan tradisi hukum common law, kriteria yang mula-mula
ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu kegiatan dapat
ditundukkan pada asas strict liability adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang
bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau telah berada di
luar batas-batas kelaziman. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Ryland vs Fletcher
yang melahirkan criteria non natural use. Sebuah kegiatan dapat dikategorikan

sebagai “non natural use” atau “tidak lazim” atau “tidak alami” akan sangat

1% Thomas Januar Hendriko Hutapea, Op.Cit., him. 72.
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bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau

perkembangan masyarakat pada umumnya.**!

Selain kriteria yang disebutkan di atas, strict liability dalam sistem hukum
Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikategorikan
sangat berbahaya (abnormally dangerous activities).'* Hukum Anglo Amerika
yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan telah melahirkan kriteria-
kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kategori
kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Kriteria-kriteria tersebut kemudian dituangkan
dalam The Restatement of Torts (pendapat para pakar hukum yang bersumber dari
putusan-putusan pengadilan yang menjadi acuan bagi keputusan pengadilan),

yaitu'®® :

1. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap
manusia, tanah atau harta benda bergerak (existence of a high degree of
some harm to the person, land or chattel of other);

2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (likelihood that harm result
from it will be great);

3. Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau
sikap hati-hati yang layak (inability to eliminate risk by the exercise of
reasonable care);

4. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang
lazim (extent to which the activity is not a matter of common usage);

5. Ketidaksesuaian —antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan
lingkungan atau ~tempat. dimana ~kegiatan itu diselenggarakan
(inappropriateness of the activity to the place where it is carried on);

6. Manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat
bahaya dari kegiatan itu (extent to which its value to the community is

outweighed by its dangerous attributes).

91 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

1997, Edisi Reuvisi, cet. 2, (Jakarta; Djambatan, 2007), him. 127.

192 1bid.

193 Ibid., him. 128.
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Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong ke dalam pengertian
abnormally dangerous, semua kriteria harus dipertimbangkan karena semuanya
sama penting. Meskipun demikian, tidak setiap kriteria harus ada pada suatu
kegiatan sehingga kemudian dapat diberlakukan strict liability, yang terpenting

adalah beberapa diantara enam kriteria tersebut sudah dipenuhi.**

Daud Silalahi menguraikan jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan strict
liability, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar.
Ukuran atau patokan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan
sebagai dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar didasarkan pada

pertimbangan®® :

1. Tingkat risiko (the degree of risk); dalam hal ini risiko dianggap lebih
tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut
kemampuan teknologi yang telah ada.

2. Tingkat bahaya (the gravity of harm); dalam hal ini bahaya sangat sulit
untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.

3. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (the appropriateness); dalam hal ini
si penanggung Jjawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk
mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4. Pertimbangan terhadap seluruh nilai kegiatannya (value of activity); dalam
hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara
memadai sehingga dapat diperkirakan keuntungan yang diperoleh akan
lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus

dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka jenis
kegiatan yang dapat dianggap memenuhi Kriteria-kriteria tersebut di atas adalah

sebagai berikut'® :

1. Perusahaan bahan peledak/gedung mesiu;

9 Ibid., him. 129.
1% Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit., him. 394-395.

1% 1bid., him. 395-396.
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2. Perusahaan yang memproduksi bahan berbahaya dan beracun, termasuk
perusahaan pengangkutannya pada waktu bahan tersebut didistribusikan
pada konsumen;

Perusahaan kapal tanker minyak/LNG;

Perusahaan pompa bensin;

Perusahaan angkutan darat;

Perusahaan pengelolaan limbah; dan

N o g s~ w

Kegiatan atau usaha lain yang pada umumnya dapat menimbulkan dampak

penting terhadap lingkungan.

3.4.2 Adanya Kerugian

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bentuk-bentuk kerugian
yang mungkin terjadi dalam strict liability.

Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009
adalah : “masuk atau dimasukkannya 'makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan”.

Kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009
adalah : “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup”.

Sedangkan arti kerusakan (damage) menurut Convention on Civil Liability
for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Enviromental,

sebagaimana dikutip oleh Brian Greenwood, meliputi'®’ :

a. Loss of the life or personal injury;
b. Loss of or damage to property other than to the installation itself or
property held under the control of the operator, at the site of the

dangerous activity;

197 M. Ramdan Andri Wibisana, Op.Cit., him. 3.
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c. Loss or damage by impairment of the environemnt in so far as this is not
considered to be damaged within the meaning of sub paragraphs (a) or
(b) above provided that compensation for impairment of the environemtn,
other than for loss of profit from such impairment, shall be limited to the
cost of measures of reinstatement actually undertaken or to be
undertaken;

d. The cost of preventive measures and any loss or damage caused by

preventive measures.

Dari pengertian di atas -dapat diambil kesimpulan kerugian yang harus
dipertanggungjawabkan bukan saja kerugian yang terjadi terhadap manusia atau
subyek hukum, tetapi juga kerugian yang terjadi pada lingkungan hidup berupa

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.*®

3.4.3 Hubungan Kausalitas antara Kerugian dengan Kegiatan yang

Ditentukan Secara Limitatif

Kausalitas dalam "strict [iability merupakan unsur yang penting yang
menghubungkan unsur kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan unsur
kerugian. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif harus menjadi sebab
terjadinya kerugian. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan
kerugian dengan perbuatan dari orang lain.**® Jadi, dalam hal terjadi kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan strict
liability maka harus ditentukan apakah terdapat hubungan kausal antara kegiatan
tergugat yang ditentukan secara limitatif dengan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan tersebut.?*

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan adanya hubungan kausalitas
antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian yang terjadi

1% sarah Yunita, Op.Cit., him. 65.

%3 Munir Fuady, Op.Cit., him. 112.
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Thomas Januar Hendriko Hutapea, Op.Cit., him. 79.
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dalam pertanggungjawaban berdasarkan strict liability. Adapun bunyi dari Pasal
88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah :

“setiap orang Yyang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kausalitas antara kegiatan

yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian adalah unsur yang mutlak ada

dalam strict liability.

3.5 Dasar Penghapus Strict Liability

Dalam kasus Ryland vs Flecther terdapat pembelaan (range of exculpatory)

201 .

yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban, yaitu® :

1.

2.

Consent or that the damage was caused by artificial works done for the
common benefit of the plaintiff and the defendant. Jadi, dalam keadaan
dimana pihak yang dirugikan telah menyetujui kegiatan yang berbahaya
tersebut untuk terus dilakukan atau kegiatan tersebut memang dilakukan
untuk kepentingan bersama, maka penanggung jawab kegiatan tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan karena kegiatan
tersebut.

Plaintiff’s default. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena
kesalahan “korban sendiri, baik sebagian atau keseluruhan, maka
penanggung jawab kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian yang terjadi.

That it was an act of God. Apabila kerugian disebabkan oleh bencana
alam, maka penanggung  jawab kegiatan tidak  dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi.

That the escape was due to the wrongful act of stranger. Apabila terdapat

campur tangan orang lain (pihak ketiga) yang menyebabkan kegiatan

201

Michael A. Jones, A Textbook on Torts. Second Edition, (London: Blackstone Press

Limited, 1989), him. 218-221.
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tersebut menyebabkan kerugian, tanpa sepengetahuan dan tidak mungkin
diperkirakan penanggung jawab usaha, maka penanggung jawab usaha
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang menimpa korban.
5. That there was statutory authority for the act of the defendant, provided
that the defendant was not negligent. Dasar ini dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahan (liability based on fault)
dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), apabila
kegiatan yang eksesnya dapat menimbulkan kerugian dilegitimasi oleh
pemerintah melalui perundang-undangan, maka penanggung jawab
kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi.
Untuk mematahkan dalil ini, penggugat harus membuktikan adanya

kesalahan pada pihak tergugat.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penghapus pertanggungjawaban
ketat adalah :

1. Adanya bencana alam atau peperangan;
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian yang
disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) Undang-
Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihak
ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi. Dalam penjelasan hanya
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat (2)
Pasal 35 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan

pemerintah.

Dasar pembelaan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya bukan merupakan dasar
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pembenar. Dasar pembenar akan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan. Ada kalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium
melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-

masalah yang membenarkan perbuatan tersebut.?%?

Penghapus pertanggungjawaban yang sudah diterima umum adalah keadaan
memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang-undang
(wettelijk voorschrift), dan perintah jabatan (wettelijk bevel). Sekalipun dalam
undang-undang tidak diatur dasar-dasar pembenar tersebut, tetapi secara umum

dasar pembenar tersebut diakui dapat diterapkan.?®®

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut
dasar-dasar pembenar. selalu mengandung sifat -eksepsional dan karenanya
hanyalah sebagai pengecualian untuk membenarkan penyimpangan terhadap
norma hukum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Dasar pembenar
meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan yang tercela, sehingga
pertanggungjawaban pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang

pembagian kerugian.”®*

Dalam strict liability, pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun tidak
terdapat kesalahan padanya, baik dalam arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
tidak melawan hukum  (kesalahan dalam pengertian. obyektif), dan/atau tidak
terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian (kesalahan dalam pengertian subyektif)
pada pelaku. Oleh karena itu, dasar pembenar tidak cocok diterapkan untuk
menghapus pertanggungjawaban yang bersangkutan karena dasar pembenar hanya
menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam
strict liability tetap ada walaupun tidak ada kesalahan karena tanggung jawab

lahir dari hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan yang berisiko.

*2 Djojodirdjo, Op.Cit., him. 58.
203 1hid.

204 1bid.
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Oleh karena itu, dasar pembenar hanya dapat diterapkan secara efektif pada

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault).?®

3.6 Hubungan Strict Liability dan Vicarious Liability

Doktrin vicarious liability diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut
hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal
responsibility of one person for the wrongful acts of another). Doktrin ini
didasarkan atas respondeat superior, dimana hubungan antara master dengan
servant atau antara principal dengan agent, berlaku maxim yang berbunyi qui
facit per alium per se.-Menurut maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui
orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Vicarious liability

dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut*® :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan
oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut
undang-undang kepada orang lain tersebut (delegation principle).

2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara
fisik/jasmaniah - dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum
perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (the servant’s

act is.the master’s act in law).

Di Amerika .Serikat, doktrin vicarious liability merupakan cara yang sangat
umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana. Menurut
doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup
pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan
suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada

207

perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata

2% Thomas Januar Hendriko Hutapea, Op.Cit., him. 83-84.

2% Hasanudin Noor, “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi”, hlm. 1.

27 Rahmat Setiabudi Sokonagoro, “Pertanggungjawaban Pidana (Corporate Crime Liability)

PT Lapindo Brantas Dalam Tindak Pidana Lingkungan (Studi Kasus Semburan Lumpur Banjar
Panji I Sidoarjo)”, hlm. 7.
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memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktifitas tersebut telah dilarang

oleh perusahaan atau tidak.

Vicarious liability dan strict liability pada prinsipnya merupakan

penyimpangan dari asas kesalahan.”®®

Dalam konsep strict liability, pelaku sudah
dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia telah melakukan perbuatan
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap
batinnya.?® Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban
tanpa kesalahan (liability without fault). Vicarious liability sering diartikan
sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang

dilakukan oleh orang lain.*°

Persamaan antara strict liability dan vicarious liability adalah keduanya tidak
mensyaratkan adanya mens rea atau unsur kesalahan pada orang yang dimintakan
pertanggungjawaban, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada strict liability
crimes pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya dan pada

vicarious liability pertanggungjawaban bersifat tidak langsung.**

Doktrin vicarious liability ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum
Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan strict liability berkaitan dengan
masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan
keamanan . kerja.?"® Doktrin vicarious liability juga telah diterapkan untuk
kejahatan campuran yang kejahatan utamanya strict liability, tetapi mengizinkan
pembelaan due diligence. Namun, vicarious liability tidak harus diterapkan untuk
seluruh kejahatan dari strict liability. Apakah akan diterapkan atau tidak adalah
masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang berhubungan dengan

208 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2003), him. 65.

29 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1994), him. 28.

210 1hid., him. 33.

21 Orpa Ganefo Manuain, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana

Korupsi”, (Skripsi Universitas Diponegoro, 2005), him. 30.

212 |bid.
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kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut dan apakah penggunaan

213

vicarious liability akan membantu pelaksanaan undang-undang.
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BAB 4

ANALISIS TANGGUNG GUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SUBYEK HUKUM YANG BERADA DALAM PENGAWASAN
(STUDI PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR
TUA ANTARA PT PERTAMINA EP DAN KUD KARYA SEJAHTERA)

4.1 Kasus Posisi

PT Pertamina EP merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan usaha
minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. PT Pertamina memiliki wilayah
kerja yang sangat luas di Indonesia, sehingga sulit bagi Pertamina untuk
memproduksi- minyak bumi di lokasi-lokasi yang tidak menghasilkan produksi
minyak bumi yang terlalu besar. Salah satu lokasi terdapatnya minyak bumi yang

cukup potensial adalah sumur-sumur tua.

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sejahtera adalah suatu badan hukum
berbentuk - koperasi yang berkedudukan di Desa Malo, Kecamatan Malo,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. KUD Karya Sejahtera bermaksud
untuk mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari sumur-sumur tua
yang terletak di Desa Malo, Kecamatan Malo. Adapun sumur-sumur tua tersebut

terletak di wilayah kerja Pertamina.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada
Sumur Tua, dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksikan
minyak bumi dari sumur tua, maka KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan
memproduksikan minyak bumi pada sumur tua setelah mendapat persetujuan
Menteri ESDM. Atas dasar inilah maka diadakan ‘Perjanjian Memproduksi
Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya
Sejahtera’. Dalam perjanjian ini, PT Pertamina selaku Pihak Pertama dan KUD
Karya Sejahtera selaku Pihak Kedua.
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Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT

Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera mencakup beberapa poin penting

sebagai berikut :

1.

Pihak Pertama setuju melakukan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk
mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari Sumur Tua
Lapangan Malo.

Pihak Kedua akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Pertama atas
minyak bumi yang diserahkan kepada Pihak Pertama dari hasil
pengusahaan dan pemroduksian minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan
Malo.

Pihak Pertama berhak mengawasi seluruh kegiatan Pihak Kedua dalam
melaksanakan perjanjian.

Pihak Pertama wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas
aspek operasional dan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pengusahaan dan pemroduksian
minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

Apabila Pihak Kedua terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian
untuk operasional Sumur Tua Lapangan Malo yang menyebabkan adanya
gangguan lingkungan atau potensi kerugian bagi Pihak Pertama maupun
bagi negara, menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap dan/atau
menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar dan penting
serta tidak dapat dikendalikan (Dampak Fatal), maka Pihak Pertama
berhak meminta pengembalian sumur tua tertentu dari Pihak Kedua tanpa
memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.

Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lokasi
Sumur Tua Lapangan Malo.

Pihak Kedua wajib untuk menjaga, memelihara, dan mengembalikan rona
lingkungan dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada dalam kondisi

aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Namun, setelah beberapa waktu KUD Karya Sejahtera mengusahakan dan
memproduksikan minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo terdapat laporan
dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada PT Pertamina EP
bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan
Eksploitasi Sumur Tua di Wilayah Kerja Pertamina yang berupa :

a. Tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi
b. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan

penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua.

4.2 Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang
Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi

Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera
4.2.1 Pertanggungjawaban Para Pihak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang selalu menuntut
adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain. Dalam kasus
ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera jelas
membawa kerugian bagi pihak masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sumur
tua kecamatan Malo.

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang dirugikan dapat
menuntut ganti- kerugian kepada pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian
tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa
maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si
penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan
melawan hukum. Dalam kasus ini terbukti bahwa karena kegiatan eksploitasi
sumur tua untuk mendapatkan minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya
Sejahtera timbul kerugian yang diderita masyarakat yang tinggal di wilayah
sekitar sumur tua kecamatan Malo, sehingga masyarakat kecamatan Malo dapat
menuntut kepada KUD Karya Sejahtera selaku pihak yang mengelola sumur tua

untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dideritanya.
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Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa kasus
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah :

a. Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si
pelakunya. Perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti
aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak
berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk
membuatnya, kewajiban-mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada
juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).?*

Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera

merupakan perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu), yaitu melakukan

eksploitasi sumur tua untuk mendapatkan/memproduksi minyak bumi.

b. Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat  atau tidak
berbuat yang bertentangan atau melanggar® :

1. Hak subyektif orang lain;

2. Kewajiban hukum pelaku;

3. Kaedah kesusilaan;

4. Kepatutan dalam masyarakat.

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya
keempat kriteria itu_secara kumulatif.. Dengan dipenuhinya salah satu
kriteria itu secara alternatif, maka syarat untuk suatu perbuatan melawan

hukum telah terpenuhi.?®

Dalam kasus ini, KUD Karya Sejahtera telah melakukan perbuatan yang

melanggar hak subyektif masyarakat kecamatan Malo, antara lain hak untuk

¥ Munir Fuady, Op.Cit., him. 10-11.
"> Rosa Agustina, Op.Cit., him. 37.

216 Rachmat Setiawan, Op.Cit., him. 251.
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menikmati kenyamanan lingkungan yang aman dan tidak tercemar oleh zat
berbahaya dan beracun. Selain itu, KUD Karya Sejahtera juga melanggar
kewajiban hukum untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta kewajiban
untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sesuai Pasal 68 huruf
(b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

. Kesalahan

Unsur tentang kesalahan dipergunakan untuk menilai ada atau tidak adanya
kesalahan pada diri si pelaku (dapatkah perbuatan tersebut dipersalahkan
kepadanya).?” Menurut Prof. Schut dapat dikatakan ada unsur kesalahan,
apabila seseorang sebagaimana halnya si pelaku, tidak memiliki sikap
waspada serta hati-hati sebagaimana sepatutnya, dalam memperkirakan
serta mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Maka hendaklah diingat bahwa faktor memperkirakan serta mencegah
terjadinya peristiwa-peristiva yang . menimbulkan kerugian hanya
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang merugikan itu sendiri dan
tidak berkenaan dengan akibat-akibat yang bisa timbul Iebih jauh lagi. Oleh
karena itu, sebagai titik tolak dipergunakan ukuran “seseorang sebagaimana
halnya pelaku” (kriteria subyektif’ yang memuat unsur obyektif). Disini
tidak dipergunakan ukuran yang semata-mata subyektif (si pelaku dengan
segala kemandiriannya), demikian pula tidak digunakan ukuran obyektif

semata-mata (manusia pada umumnya).**®

. Kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan dengan
pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dapat dipergunakan.
Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal

kerugian materiil, maka kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum di

27 1bid., him. 273.

281 pid., him. 279.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



87

samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian

immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.**
e. Kausalitas

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian
seseorang dengan perbuatan dari orang lain. Masalah utama dari hubungan
sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan
sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum.?*®

Terdapat beberapa teori- untuk menentukan adanya suatu hubungan
kausalitas antara kesalahan pelaku dengan kerugian yang dialami korban.
Dalam kasus ini, menurut penulis dapat digunakan teori adequat (adequat
veroorzaking) dari VVon Kries untuk menentukan adanya suatu hubungan

kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban.

Teori adequat mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai
sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan
akibat. Adapun dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah

perhitungan yang layak.”**

Dalam kasus ini, kegiatan eksploitasi sumur tua yang dilakukan oleh KUD
Karya Sejahtera. -telah menimbulkan  kerusakan lingkungan dan

menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecamatan Malo.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, maka KUD Karya Sejahtera dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam perkara hukum lingkungan

dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat, akan sulit apabila

2% Munir Fuady, Op.Cit., him. 13.
2% Ipid., hlm. 112.

22! Rosa Agustina, Op.Cit., him. 67.
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masyarakat mengandalkan harus dibuktikannya unsur kesalahan (fault)

sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerapan asas strict liability (tanggung jawab ketat) dalam hukum
lingkungan memungkinkan penggugat untuk tidak perlu membuktikan adanya
unsur kesalahan dari tergugat/pelaku, sehingga beban pembuktian penggugat
menjadi lebih ringan. Namun, tidak semua perkara di bidang hukum lingkungan

dapat diterapkan pertanggungjawaban dengan strict liability.

Pada prinsipnya bentuk liability/pertanggungjawaban dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah :

a. Pasal 87 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (liability based on
fault), artinya sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dimana kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan.

b. Pasal 88 mengatur mengenai asas strict liability (liability without fault)

dimana penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

Agar dapat diterapkan tanggung jawab ketat dalam suatu perkara
lingkungan, usaha dan/atau kegiatan tergugat/pelaku harus termasuk dalam
kegiatan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan.-Pengelolaan -Lingkungan Hidup.  Adapun usaha dan/atau
kegiatan yang termasuk dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);

3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Menurut gevaar-theory, barangsiapa memperbesar bahaya untuk jiwa dan
benda orang lain harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan
sepadan pula. Oleh sebab itu dalam strict liability, sifat usaha dan/atau
kegiatanlah yang menjadi pokok permasalahan, bukan bagaimana usaha dan/atau

kegiatan tersebut dilakukan.
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Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan”.

Apabila membedah isi Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, maka uraian unsur

dari pasal tersebut adalah :

a. Setiap orang;

b. Tindakan, usahanya, dan/atau kegiatannya;

c. Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

d. Bertanggung jawab mutlak;

e. Atas kerugian yang terjadi;

f." Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memiliki unsur yang.-memenuhi unsur-
unsur-yang terdapat dalam strict liability. Unsur strict liability adalah kegiatan
yang ditentukan secara limitatif, kerugian, dan hubungan kausalitas antara

kegiatan yang ditentukan secara limitatif dan kerugian.

Uraian unsur Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang memenuhi unsur strict

liability adalah sebagai berikut::

a. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif

Unsur yang terdapat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang
menggambarkan ‘kegiatan yang ditentukan secara limitatif® terdapat pada
bagian awal pasal tersebut, yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya :
1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya
beracun (B3);

3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
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b. Kerugian
Unsur kerugian yang terdapat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009

terdapat dalam kalimat “....bertanggung jawab mutlak atas kerugian....”.
c. Kausalitas
Hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dan

kerugian terdapat dalam kalimat “....atas kerugian yang terjadi...”

Dalam bagian Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 juga disebutkan
besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak
lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Ketentuan ini
menggambarkan penentuan batas tertinggi (financial caps) berdasarkan penetapan
terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa konsep tanggung jawab ketat
(strict liability) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tepat digunakan untuk
mendapatkan _pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Konsep tanggung jawab ketat (strict
liability) sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 lebih tepat digunakan dibandingkan dengan pertanggungjawaban perbuatan
melawan hukum biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau.Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
Dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang tidak
memerlukan pembuktian unsur kesalahan tergugat/pelaku oleh penggugat, maka
beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Namun, agar dapat diterapkan
Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam kasus ini, maka unsur-unsur
dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 harus terlebih dahulu
dipenuhi.

Penjabaran unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengandung
konsep strict liability adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif
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Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dikenakan
tanggung jawab ketat adalah setiap orang yang tindakannya, usahanya,

dan/atau kegiatannya :

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun
(B3);

3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang
dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena
sifat atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan,

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kasus ini, Laboratorium Penguji Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Minyak dan Gas Bumi telah melakukan pengujian terhadap sampel limbah yang
diambil dart Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa Kedangrejo Kecamatan Malo.
Sumur ini merupakan salah satu sumur tua yang dikelola oleh KUD Karya

Sejahtera.

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh data bahwa limbah yang dihasilkan
dari Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa Kedangrejo Kecamatan Malo merupakan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah yang dihasilkan antara lain®* :

COD (59,3 mg/L);

Minyak dan Lemak (1.1 mg/L);
Sulfida Terlarut (0.43 mg/L);
Amonia (0,191 mg/L);

Phenol Total (0,012 mg/L);

Temperatur (30 derajat celsius);

S T o

222 Data diperoleh dari hasil pengujian sampel limbah Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa
Kedangrejo Kecamatan Malo oleh Laboratorium Penguji Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak
dan Gas Bumi Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
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7. pH (7,90);
8. TDS (1164 mg/L).

Selain menghasilkan limbah berupa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
kegiatan pertambangan minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera
juga termasuk ke dalam kegiatan berdampak besar dan penting yang dapat
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
disebutkan beberapa contoh dari kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap lingkungan, yaitu :

1. Pembuatan jalan; bendungan/dam, jalan kereta api, dan pembukaan hutan

2. Kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan

3. Pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi dan
penggunaan -energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat
mengefisiensikan pemakaiannya

4. Kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pergeseran struktur tata nilai,
pandangan dan/atau cara hidup masyarakat setempat

5. Kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran, kerusakan
kawasan konservasi alam, atau pencemaran benda cagar budaya

6. Introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik yang dapat
menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis
hewan baru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada

7. Penggunaan. bahan.hayati dan -non=hayati mencakup pula pengertian
pengubahan

8. Penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

kesehatan

Dengan demikian, kegiatan eksploitasi sumur tua yang dilakukan oleh KUD
Karya Sejahtera telah memenuhi unsur ‘kegiatan yang ditentukan secara limitatif’
berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Kerugian
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Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan dengan
pertanggungjawaban strict liability dapat dipergunakan. Kerugian berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 angka 14 yang mendefinisikan
pencemaran lingkungan sebagai : “Masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan.”

Selain pencemaran, diatur juga pengrusakan lingkungan yang menurut Pasal
1 angka 16 sebagai berikut : “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, Kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, kerugian lingkungan tidak hanya
terbatas pada kerugian yang diderita oleh perorangan saja; tetapi juga terhadap

alam yang merupakan harta warisan yang universal atau res natura.””

Dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar sumur tua
kecamatan Malo berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pencemaran
lingkungan yang terjadi disebabkan adanya tumpahan minyak mentah beserta
limbah buangan air ' formasi, sedangkan pengrusakan _lingkungan hidup
diakibatkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar

sumur tua.

Dengan demikian, unsur kerugian dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

terpenuhi.

’2 Karina Syahril, “Penerapan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (Strict
Liability) Terhadap Kasus Lumpur Sidoarjo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan
Hidup di Indonesia”, (Tesis Universitas Indonesia, 2010), hlm. 48.
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c. Hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif

dengan kerugian

Antara kerugian dengan kegiatan yang ditentukan secara limitatif harus
terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) secara langsung. Dalam Pasal 35 ayat
(1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa tanggung jawab ketat (strict
liability) muncul atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban itu hanya dapat diletakkan kepada kerugian yang memang
ditimbulkan oleh kegiatan usaha pelaku kegiatan dan/atau usaha dan bukan serta
merta timbul atas segala macam kerugian. Oleh sebab itu harus dapat dibuktikan
hubungan kausalitas antar kerugian dengan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha

dan/atau kegiatan.

Dalam hal ini teori yang tepat untuk diterapkan adalah Adequate
Veroorzaking atau Teori Adequate oleh VVon Kries. Teori ini mengatakan bahwa
suatu hak yang. baru dikatakan sebagai suatu sebab dari hak yang baru dapat
dikatakan sebagai suatu sebab dari akibat, bila dari pengalaman dapat
diperkirakan lebih dahulu bahwa sebab -tersebut akan menimbulkan sebab
tersebut. Jadi, untuk mengetahui apakah terhadap hubungan sebab akibat antara
kegiatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban, harus terbukti bahwa
faktor yang mengkontribusikan suatu kerugian haruslah seimbang dengan akibat
yang terjadi. Dalam hal terjadi penyebab lain, maka harus terdapat unsur
‘sepatutnya dapat diduga’-(foreseability) antara kerugian dengan kegiatan yang
dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus ini, kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di
kecamatan Malo tidak akan terjadi apabila KUD Karya Sejahtera tidak melakukan
eksploitasi pada sumur-sumur tua yang terletak di kecamatan Malo tersebut.
Berdasarkan hal tersebut sekiranya dapat dipastikan bahwa pengambilan minyak
bumi pada sumur tua lah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo.
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Dengan demikian, unsur ‘hubungan kausalitas antara kegiatan yang
ditentukan secara limitatif dengan kerugian yang dialami’ dalam Pasal 88
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup telah terpenuhi.

Melihat fakta-fakta bahwa semua unsur-unsur strict liability dalam Pasal 83
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup telah terpenuhi dalam kasus ini, maka merupakan hal yang
tepat apabila KUD Karya Sejahtera dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan

tanggung jawab ketat (strict liability).

4.2.2 Timbulnya Tanggung Jawab Subyek Hukum yang Mengawasi

Pertanggungjawaban terhadap suatu kerugian yang ditimbulkan oleh suatu
perbuatan melawan hukum, selain dapat dimintakan pada orang yang melakukan
perbuatan tersebut, dapat pula dimintakan pada orang lain yang bertanggung
jawab terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, yaitu mereka yang disebutkan
dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal ini, terdapat
dua jenis pertanggungan gugat, yaitu pertanggungan gugat untuk perbuatan orang
lain dan pertanggungan gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada

di bawah pengawasannya.

Dalam kasus ini, bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian
yang diderita masyarakat kecamatan Malo selain dimintakan kepada KUD Karya
Sejahtera, juga dapat dimintakan kepada PT Pertamina EP. Hal ini sesuai dengan
isi Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa subyek
hukum dapat diminta pertanggungjawaban terhadap benda-benda yang berada
dalam pengawasannya. Tanggung jawab tersebut timbul apabila kerugian yang

terjadi karena kelalaian atau keteledoran.

Tanggung jawab PT Pertamina EP terhadap kerugian yang disebabkan
sumur tua yang berada dalam pengawasannya tersebut timbul karena hal-hal
sebagai berikut :
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1. Adanya kewajiban PT Pertamina EP untuk mengawasi kegiatan produksi

minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo.

PT Pertamina EP selaku Pihak Pertama dalam perjanjian dan pemilik Sumur
Tua Lapangan Malo berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap
kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang
dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera selaku Pihak Kedua. Beberapa pasal
dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT
Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera” menegaskan hal ini, yaitu :

a. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Pihak Pertama berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan Pihak
Kedua dalam melaksanakan perjanjian termasuk meminta laporan
secara berkala setiap empat bulan atau setiap saat apabila diperlukan
kepada Pihak Kedua termasuk pelaksanaan operasi dan jumlah minyak
bumi yang diusahakan dan diproduksikan dari Sumur Tua Lapangan
Malo oleh Pihak Kedua.”

b. Pasal 8 ayat (6) yang menyatakan bahwa :

“Pihak Pertama wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan
atas aspek operasional dan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pengusahaan dan pemroduksian
minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.”

Dari isi pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina
EP memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan produksi minyak bumi
pada Sumur Tua Lapangan Malo yang diusahakan oleh KUD Karya
Sejahtera. Bentuk pengawasan yang dilakukan olen PT Pertamina EP
berupa melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek operasional
dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan
hidup.

Selain itu, PT Pertamina EP juga menerima laporan pelaksanaan kegiatan
produksi minyak bumi dari KUD Karya Sejahtera secara berkala setiap
empat bulan sekali. Dari laporan kegiatan produksi minyak bumi yang
diterima secara berkala oleh PT Pertamina EP tersebut, sepatutnya dapat
diduga apabila telah terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan produksi

minyak bumi yang terjadi di lapangan dengan mekanisme atau prosedur
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pengambilan minyak bumi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian,
sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan
lingkungan. Jika PT Pertamina EP tidak lalai dalam memeriksa laporan
kegiatan produksi minyak bumi yang diserahkan oleh KUD Karya
Sejahtera, maka pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo

tidak akan terjadi.

. Kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola

oleh KUD Karya Sejahtera berhubungan dengan kegiatan sebagaimana

diperjanjikan dalam ‘“Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur

Tua Antara PT Pertamina EP. dengan KUD Karya Sejahtera”

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata akan timbul jika kerugian disebabkan oleh benda
tersebut dalam kapasitasnya ketika digunakan untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana yang.diperjanjikan dalam perjanjian.

Dalam kasus ini, Sumur Tua Lapangan Malo menimbulkan kerugian bagi
masyarakat kecamatan Malo berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Kerugian tersebut timbul akibat kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur
Tua Lapangan Malo yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Adapun
kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua tersebut sesuai dengan
kegiatan sebagaimana diperjanjikan - dalam “Perjanjian Memproduksi
Minyak Bumi Pada Sumur. Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD
Karya Sejahtera”.

. Tidak terdapat pembatasan tanggqung jawab vyang telah diperjanjikan

sebelumnya
Dalam praktiknya, secara kontraktual sering terjadi pembatasan terhadap

pertanggungjawaban salah satu pihak atas kerugian yang ditimbulkan pihak
lainnya.?* Pembatasan seperti ini dinamakan klausula eksonerasi
(exoneratie clausule), yaitu tuntutan dalam persetujuan bahwa salah satu
pihak menuntut agar tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap

224 Djojodirdjo, Op.Cit., him. 130.
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pihak lainnya atas suatu kejadian, untuk mana mereka menurut ketentuan-

ketentuan hukum biasa sesungguhnya harus bertanggung jawab.?*

Pengaturan seperti ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Pasal 1493 yang menyatakan bahwa :

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan
istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh
undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan
perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu
apapun”.

Meskipun rumusan pasal tersebut digunakan dalam kaitannya dengan
tanggung jawab penjual, tetapi secara analogi ketentuan tersebut dapat pula
digunakan untuk membatasi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak
ketiga atas kesalahan pihak pertama yang dalam kaitannya dengan
pembahasan ini adalah tanggung jawab PT Pertamina EP sebagai pihak
kedua kepada pihak ketiga terhadap kesalahan KUD Karya Sejahtera
sebagai pihak pertama yang berada dalam pengawasannya.

Sehubungan dengan kasus ini; di dalam “Perjanjian. Memproduksi Minyak
Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya
Sejahtera” tidak terdapat satu pun klausula eksonerasi yang membatasi
tanggung jawab PT Pertamina EP apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan
oleh SumurTua Lapangan Malo yang diusahakan oleh KUD Karya
Sejahtera. Di dalam perjanjian tersebut hanya terdapat beberapa pasal yang
menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan.lingkungan, maka PT Pertamina
EP berhak meminta dikembalikannya sumur tua tanpa memberikan

kompensasi apapun pada KUD Karya Sejahtera.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 8 ayat (7) yang menyatakan bahwa :

“Apabila setelah dilaksanakan ayat (6) di atas oleh Pihak Pertama,
Pihak Kedua terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian untuk
operasional Sumur Tua Lapangan Malo, salah satu ataupun
keseluruhan, yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan atau
potensi kerugian pada pihak pertama maupun bagi negara, maka Pihak

225 | bid., him. 135.
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Pertama berhak memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua
dan apabila setelah dua kali peringatan tertulis dari Pihak Pertama,
Pihak Kedua tetap melakukan kesalahan/kelalaian maka Pihak Pertama
berhak selama jangka waktu perjanjian ini meminta pengembalian
Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan
pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua tanpa
memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.”
b. Pasal 8 ayat (8) yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Pihak Kedua melakukan kesalahan dan/atau kelalaian
Sumur Tua tertentu yang menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap
dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar
dan penting serta tidak dapat dikendalikan (Dampak Fatal), maka Pihak
Pertama berhak meminta pengembalian Sumur Tua tersebut dari Pihak
Kedua tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.”

Dari isi pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
klausula pembatasan tanggung jawab PT Pertamina EP terhadap kerugian
yang ditimbulkan Sumur Tua Lapangan Malo akibat kegiatan produksi
minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Tidak terdapat
klausula yang menyatakan bahwa PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban apabila terjadi . kerugian yang diakibatkan oleh
kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua sebagaimana dimaksud

dalam perjanjian.

Dengan - demikian, PT ~ Pertamina _ EP .dapat dimintakan
pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami oleh masyarakat

kecamatan Malo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa PT Pertamina

EP dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh

benda yang berada dalam pengawasannya sesuai Pasal 1367 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya

pertanggungjawaban PT Pertamina EP berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban PT Pertamina EP untuk mengawasi kegiatan produksi

minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang dilakukan oleh KUD
Karya Sejahtera;
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2. Kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola
oleh KUD Karya Sejahtera berhubungan dengan kegiatan sebagaimana
diperjanjikan dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur
Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”;

3. Di dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara
PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera” tidak terdapat klausula

pembatasan tanggung jawab yang diperjanjikan sebelumnya.

Pertanggungjawaban PT.Pertamina EP terhadap kerugian yang ditimbulkan
olen Sumur Tua Lapangan Malo akibat kegiatan produksi minyak bumi yang
dilakukan oleh ' KUD Karya Sejahtera berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan timbul apabila :

1. Kerugian yang. disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola

oleh KUD Karya Sejahtera tidak berhubungan dengan kegiatan

sebagaimana diperjanjikan dalam ‘“Perjanjian Memproduksi-Minyak Bumi

Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”

PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian
yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo apabila kerugian yang
terjadi bukan akibat kegiatan produksi minyak bumi sebagaimana yang
diperjanjikan-oleh PT Pertamina EP dengan KUD. Karya Sejahtera dalam
“Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT
Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”.

Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak telah menyetujui bahwa hanya akan
dilakukan kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo
yang pengusahaannya dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Apabila
kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo tidak
berhubungan dan bukan merupakan kegiatan produksi minyak bumi
sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka PT Pertamina EP tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



101

2. Adanya suatu perjanjian mengenai pembatasan atau peniadaan tanggung

4.3

jawab salah satu pihak

PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian
yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo apabila sebelumnya
antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera telah disepakati klausul
untuk meniadakan tanggung jawab PT Pertamina EP atas kerugian yang
terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian KUD Karya Sejahtera dalam
pelaksanaan kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan
Malo.

Klasula semacam ini disebut dengan klausula eksonerasi (exoneratie
clausule). Terdapatnya klausula baik eksonerasi maupun baku dalam suatu
perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Klausula eksonerasi
adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak
lainnya, misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas kualitas barang
yang dijualnya, sehingga dicantumkan klausula bahwa barang yang sudah
dibeli tidak dapat dikembalikan.”® Menurut Rijken, Klausula Eksonerasi
adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana
satu pihak menghindarkan diri untuk’ memenuhi kewajibannnya dengan
membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar

janji atau perbuatan melawan hukum.#’

Penerapan Konsep Tanggung Jawab Ketat (strict liability) dalam Kasus
Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup yang
Mengandung Konsep Tanggung Gugat (vicarious liability)

Seperti telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa kasus

lingkungan hidup erat kaitannya dengan penerapan asas tanggung jawab ketat

(strict liability). Di Indonesia, hingga saat ini terdapat beberapa kasus di bidang

125.

*?% suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004), him.

*?7 Badrulzaman, Op.Cit., him. 47.
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lingkungan hidup yang pertanggungjawabannya sudah menggunakan strict
liability, yaitu Kasus Gunung Mandalawangi dan kasus yang
pertanggungjawabannya seharusnya menggunakan strict liability, yaitu Kasus

Semburan Lumpur Sidoarjo.

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana penerapan konsep strict liability
di Indonesia, akan dibahas secara singkat mengenai Kasus Gunung Mandalawangi

dan Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo sebagai berikut :

1. Kasus Gunung Mandalawangi.(Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004)

Sejak tahun 1978, Perum Perhutani yang dalam kasus ini bertindak

sebagai Tergugat, telah diberikan hak dalam kewenangan pengelolaan
kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, termasuk di
kawasan Gunung Mandalawangi. Pada awalnya, kawasan Gunung
Mandalawangi adalah sebuah kawasan hutan yang didominasi jenis
pepohonan besar atau tanaman primer. Namun, pada tahun-tahun
berikutnya jenis pepohonan yang ada di kawasan .tersebut berubah
menjadi-jenis pepohonan atau ‘tanaman perdu yang termasuk ke dalam
jenis tanaman sekunder.”® Ketiadaan pepohonan besar tersebut
menyebabkan berkurangnya kapasitas penampungan air yang dapat
ditampung oleh Gunung Mandalawangi, sehingga meningkatkan risiko
terjadinya longsor.

Pada tanggal 28 Januari 2003, terjadi longsor di kawasan Gunung
Mandalawangi yang-menimpa pemukiman warga yang berjarak 2-3
meter dari titik longsor.??® Intensitas hujan pada hari itu pun normal.
Akibat longsor tersebut, warga yang menjadi korban mengajukan
gugatan kelompok (class action) dengan nominal ganti rugi sebesar Rp
50.417.200.000 terhadap Tergugat. Gugatan ini selain ditujukan kepada
Perum Perhutani, juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat |
Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden

Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia).

228 pytyusan Nomor 1794 K/Pdt/2004., him. 4-5.

229 |bid.
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Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dengan
didasarkan pada “Precautionary Principle” maka pertanggungjawaban
yang berlaku adalah pertanggungjawaban ketat atau strict liability.
Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak mungkin turut membebankan
tanggung jawab terhadap kerusakan dan kerugian kepada masyarakat
umum dan khususnya masyarakat korban karena secara ekonomi
mereka adalah golongan lemah, maka tanggung jawab terhadap
kerusakan dan kerugian menjadi tanggung jawab penanggung usaha
dengan dibantu oleh pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim -memberikan putusan yang mengabulkan gugatan
penggugat dan menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab tanpa
perlu dibuktikan kesalahannya atau strict liability atas dampak yang
ditimbulkan karena terjadinya longsor di kawasan hutan Mandalawangi.

Di tingkat kasasi, Hakim -membenarkan putusan.-pengadilan pada
tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung mengaitkan kerusakan dan
kerugian yang terjadi dengan fakta bahwa tergugat adalah penanggung
jawab usaha dimana kerusakan dan kerugian terjadi, bahwa longsor dan
kerugian itu terjadi akibat kerusakan Gunung Mandalawangi.”®® Oleh
karena cukup terbukti hubungan kausalitas antara tergugat sebagai
penanggung - jawab  usaha 'di tempat kejadian longsor dan
mengakibatkan kerugian, serta fakta bahwa kerugian tersebut memang
benar terjadi akibat longsor karena kerusakan kawasan gunung, maka
putusan yang diambil adalah menyatakan tergugat bertanggung jawab

tanpa perlu dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu.?*

Putusan hakim dalam kasus Gunung Mandalawangi ini telah

memperluas implementasi strict liability.”** Undang-Undang Nomor 23

20 Ajeng Larasati, “Pertanggungjawaban Perdata Terkait dengan Teori Kausalitas dalam
Kasus Perdata Lingkungan: Studi Kasus Mandalawangi dan Lumpur Lapindo”, (Skripsi
Universitas Indonesia, 2009), him. 70.

21 |bid.

%2 Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary, Mimbar
Hukum, VVolume 25 Nomor 37, (Oktober 2013), hlm. 426.
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Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar
pengaturan tentang strict liability yang berlaku pada saat peristiwa
longsor Gunung Mandalawangi secara tegas membatasi implementasi
strict liability, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan
pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun, serta berkaitan
dengan pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.
Hakim  memperluas  implementasi  strict  liability  dengan
mengklasifikasikan pengelolaan hutan lindung sebagai kegiatan yang

berbahaya (extra hazardous)atau tidak lazim (non natural use).?

2. Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo (Putusan Nomor
383/Pdt/2008/PT.DKI

Kasus ini berawal dari proses pengeboran (drilling) Sumur Banjar Panji-
1 yang terletak di Blok Brantas Desa Renokenongo Kecamatan Porong,
Sidoarjo, yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc, yang dalam hal ini
bertindak sebagai Tergugat. Pengeboran Sumur Banjar Panji-1 adalah
pengeboran sumur minyak dan gas-bumi, yaitu suatu kegiatan membuat
lubang dengan cara pengeboran hingga mencapai formasi tertentu pada
perut bumi yang diperkirakan terdapat kandungan hidrokarbon.”** Proses
pengeboran dilakukan tanpa disertai pemasangan pelindung (casing)

untuk kedalaman pengeboran tertentu.

Pada ‘bulan Mei 2006, dari area pengeboran Sumur Banjar Panji-1
tersebut keluar semburan lumpur panas dan hingga saat ini semburan
lumpur tersebut belum dapat dihentikan. Dalam waktu beberapa bulan,
Desa Renokenongo telah tergenang lumpur. Lumpur yang terus-menerus

keluar juga menenggelamkan beberapa desa di Kecamatan Porong.

Melihat kerusakan lingkungan yang begitu parah, para aktivis

lingkungan melalui WALHI mengajukan gugatan dengan legal standi

33 |bid.
24 pytusan tingkat pertama nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel poin nomor 2 eksepsi
tergugat dalam pokok perkara bagian fakta-fakta, him. 35.
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hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Gugatan diajukan terhadap PT
Lapindo Brantas Inc, PT Energi Mega Persada, PT Kalila Energy
Limited, Pan Asia Enterprise Ltd, PT Medco Energy, Santos Brantas,
Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, Menteri
ESDM, BP Migas, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup), Pemerintah
Daerah Propinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sidoarjo.

Dasar hukum yang digunakan pada waktu itu untuk penyelesaian
sengketa maupun ganti kerugian pada kasus semburan lumpur Lapindo
adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal
35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, dan/atau yang menggunakan bahan berbahaya
dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan
beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan dengan - kewajiban membayar ganti rugi secara
langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau
pengrusakan lingkungan hidup”.

Dasar penghapus terhadap tanggung jawab ketat (strict liability) diatur
dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari
kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu
alasan di bawah ini : a. Adanya bencana alam atau peperangan, b.
Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, ¢. Adanya
tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”
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Adapun hal-hal yang menyebabkan bahwa seharusnya kasus semburan
Lumpur Sidoarjo dibebani dengan tanggung jawab ketat atau strict
liability adalah®* :

1. Fenomena alam berupa mud volcano telah dapat diperkirakan sebagai
salah satu risiko dalam kegiatan eksplorasi di wilayah Porong.
2. Kegiatan eksplorasi yang menimbulkan dampak besar dan penting

3. Bukan merupakan bencana alam.

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka penerapan pertanggungjawaban
ketat atau strict liability kepada Lapindo terkait kegiatan pengeboran
sumur eksplorasi telah dapat diterapkan dengan mempertimbangkan
risiko kegiatan eksplorasi di area Porong, Sidoarjo, yang sudah diketahui
berdasarkan tafsiran geologis merupakan area yang, sensitif dan

mengandung mud volcano.

Sedangkan  hal-hal = yang mendasari  kegagalan - penerapan
pertanggungjawaban ketat kepada Lapindo dalam kasus semburan
lumpur Sidoarjo adalah®*® :

1. Gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur penerapan tanggung
jawab ketat. Gugatan pertanggungjawaban ketat dalam kasus
semburan lumpur Sidoarjo oleh WALHI sebagai pihak penggugat
tidak disusun secara berhati-hati dan teliti. Penggugat tidak
menjabarkan sifat. kegiatan eksplorasi sebagai dasar penerapan
tanggung jawab ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. WALHI telah
menggabungkan dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
dan pertanggungjawaban ketat. Hal ini membuat gugatan menjadi
ambigu.

2. Tidak adanya ketentuan yang mengatur jenis kegiatan yang

berdampak besar dan penting dalam kegiatan pertambangan minyak

2% syahril, Op.Cit., him. 132.

236 |bid., him. 147-148.
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dan gas bumi. Tidak adanya pengaturan mengenai jenis kegiatan
yang berdampak besar dan penting dalam kegiatan pertambangan
minyak dan gas bumi, maka penerapan tanggung jawab ketat masih
tergantung pada pembuktian unsur sifat kegiatan, risiko atas kegiatan
untuk dipertimbangkan oleh hakim.

3. Ketidaksepakatan para ahli geologi mengenai sebab semburan
lumpur. Tidak adanya kesepakatan para ahli geologi yang
digunakan sebagai saksi ahli baik oleh Lapindo maupun WALHI dan
YLBHI sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan hubungan
kausalitas kegiatan eksplorasi dengan semburan lumpur. Dalam hal
ini, hakim telah mengambil hal yang meringankan untuk Lapindo,
sehingga Lapindo tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun strict liability.

Jenis kasus yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah kasus perbuatan
melawan hukum khususnya dalam perkara lingkungan hidup. Perbuatan Melawan
Hukum merupakan suatu dalil yang dapat dikatakan sebagai dalil “sapu bersih”
bagi para pengggugat dalam mengajukan gugatannya. Seperti telah diuraikan
dalam bab 2 skripsi ini, ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam kategori
perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan perkara ini, maka dapat

dijelaskan usnur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang terdapat dalam kasus-ini adalah perbuatan dalam arti aktif
atau berbuat sesuatu, yaitu melakukan kegiatan eksploitasi sumur tua untuk
mendapatkan minyak bumi.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera termasuk dalam
kategori melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain dan
melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan tersebut dikatakan
melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini hak subyektif masyarakat
Kecamatan Malo, karena hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang
bersih dan tidak tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) telah
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dilanggar. KUD Karya Sejahtera juga melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yaitu :

a. Pasal 67 : kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.

b. Pasal 68 huruf (b) : kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup.

. Adanya kerugian

Kerugian yang terjadi adalah pencemaran lingkungan berupa tumpahan
minyak mentah beserta limbah buangan air formasi, serta kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak
mentah di sekitar sumur tua.

. Adanya kesalahan

Doktrin tradisional tentang perbuatan melawan hukum - mensyaratkan
adanya kesalahan pelaku dalam suatu perbuatan melawan hukum, konsep
ini dikenal dengan istilah “schuld anspraakelijkheid” atau “tanggung jawab
berdasarkan kesalahan” atau “liability based on fault”. Artinya, kesalahan
pelaku mutlak disyaratkan agar pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban.
Berpegang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka
konsep ini berlaku untuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan
hukum.

. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Secara sederhana, syarat ini dapat dikaitkan dengan teori adequat yang
dikemukakan oleh Von Kries. Dalam teori ini, Von Kries mengatakan
bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul
adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Si pelaku hanya dapat
dimintakan pertanggungjawabannya apabila kerugian yang timbul
merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak
dapat diperkirakan (proximate cause). Dasar untuk menentukan perbuatan

yang seimbang adalah berdasarkan perhitungan yang layak dan masuk akal
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sehat (reasonable). Artinya, syarat ini dapat diterapkan apabila faktanya,
bila perbuatan tidak dilakukan, maka kerugian tidak akan timbul.

Dalam kasus ini, kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di
kecamatan Malo tidak akan terjadi apabila kegiatan eksploitasi pada sumur
tua untuk mendapatkan minyak bumi tidak dilakukan oleh KUD Karya

Sejahtera.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelima
unsur tersebut di atas harus dibuktikan oleh penggugat/korban. Prinsip yang
digunakan dalam Pasal tersebut adalah liability based on fault dan ditambah
dengan ketentuan dalam Pasal 1865 yang menyatakan bahwa barangsiapa
mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan
membuktikan ' peristiwa-peristiwa itu; - sebaliknya barangsiapa mengajukan
peristiwa-peristiva guna pertahanan hak  orang lain, diwajibkan juga

membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut adalah tanggung jawab
berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita
kerugian. la baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil

membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Permasalahannya. -terletak " pada ‘unsur kesalahan.” Sangat sulit bagi
penggugat/korban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat/pelaku.
Sementara itu,. dalam konsep tanggung jawab ketat (strict liability), unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat/korban karena tanggung jawab
ketat (strict liability) menggunakan prinsip tanpa kesalahan atau without fault.
Dengan adanya pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab ketat (strict
liability), memudahkan  pihak  korban/penggugat  untuk  meminta
pertanggungjawaban kepada pelaku/tergugat tanpa harus membuktikan adanya

kesalahan dari pelaku/tergugat.

Dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan di pengadilan ternyata
sudah tidak digunakan lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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1997%" yang kini telah diperlengkap melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah
diatur secara tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum di bidang
lingkungan beserta asas pertangunggjawaban ketat?*®. Dalam perkara lingkungan,
pertanggungjawaban sudah bergeser dari konsep berdasarkan kesalahan
(anspraakelijkheid) menuju konsep berdasarkan risiko (risico anspraakelijkheid)

untuk mengoptimalkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada prinsipnya bentuk liability/pertanggungjawaban dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah :

a. Pasal 87 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (liability based on
fault), artinya sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dimana kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan.

b. Pasal 88 mengatur mengenai asas strict liability (liability without fault)
dimana penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

Munculnya asas tanggung jawab ketat dalam Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 ini, tidak lepas dari tujuan perlindungan terhadap korban
atau penggugat yang bila menggunakan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata akan memberatkan korban atau penggugat dalam proses
pembuktiannya.

Namun, tidak semua perkara di bidang lingkungan hidup dapat diterapkan
pertanggungjawaban ketat atau strict liability. Agar dapat diterapkan tanggung
jawab ketat dalam suatu perkara lingkungan, usaha dan/atau kegiatan
tergugat/pelaku harus termasuk dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 88
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Adapun usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam Pasal
88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah :

7 Maulana, Op.Cit., him. 119.

238 bid.
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1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);

3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Hal ini berarti, dalam kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku
yang usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan
pertanggungjawaban ketat atau strict liability. Pertanggungjawaban yang dapat
diterapkan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dimana kesalahan merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Pasal ini
sebagaimana dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
menerapkan konsep liability based on fault. Jadi, korban/penggugat baru
mendapatkan ganti rugi apabila dapat membuktikan kesalahan dari pihak
pelaku/tergugat.

Dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32.Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa
ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum
lingkungan hidup, yaitu asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar
ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh

hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah
sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Prinsip tanggung jawab ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hanya digunakan terhadap jenis pertanggungjawaban “vicarious liability” yang
lebih jauh diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sedangkan untuk tanggung jawab ketat atau strict liability dalam bidang
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lingkungan hidup tetap mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan
lex specialis dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana
dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan asas tanggung jawab ketat atau
liability without fault yang tentu berlainan dengan prinsip liability based on fault
dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya,

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggung gugat dapat dibebankan kepada subyek hukum akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang berada dalam

pengawasannya apabila:

a.

Ada kewajiban dari subyek hukum tersebut untuk mengawasi kegiatan
yang dilakukan oleh subyek hukum vyang berada dalam
pengawasannya;

Kerugian. yang disebabkan oleh subyek hukum yang berada dalam
pengawasan berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan
dalam perjanjian termaksud,;

Tidak terdapat pembatasan tanggung jawab yang telah diperjanjikan
sebelumnya (klausula eksonerasi).

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan subyek hukum tersebut dapat

dilepaskan dari kewajiban tanggung gugat adalah sebagai berikut:

a.

Kerugian yang disebabkan oleh subyek hukum yang berada dalam
pengawasan tidak- . berhubungan. dengan kegiatan sebagaimana
diperjanjikan dalam perjanjian termaksud,;

Adanya suatu perjanjian mengenai pembatasan atau peniadaan
tanggung jawab salah satu pihak. Pembatasan seperti ini dinamakan
klausula eksonerasi (exoneratie clausule), yaitu tuntutan dalam
persetujuan bahwa salah satu pihak menuntut agar tidak akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap pihak lainnya atas suatu kejadian untuk
mana mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum biasa sesungguhnya

harus bertanggung jawab.
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2. Penerapan konsep tanggung jawab ketat (strict liability) dalam kasus
perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia dapat
dijabarkan sebagai berikut:

a. Agar dapat diterapkan pertanggungjawaban ketat (strict liability)
dalam suatu perkara lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan pelaku
harus termasuk dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yaitu menggunakan bahan berbahaya beracun
(B3); menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya
beracun (B3); menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan
hidup:

b. Kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku yang usaha
dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban Kketat
(strict liability). Pertanggungjawaban yang dapat diterapkan adalah
pertanggungjawaban sesuai 'Pasal 87 Undang-Undang' Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana
dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Penerapan pertanggungjawaban ketat (strict liability) dalam hukum
lingkungan masih menimbulkan ambiguitas di antara hakim-hakim di
Indonesia. Penerapan -tanggung-jawab Kketat (strict liability) sering
dicampuradukkan dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan
hukum pada umumnya, Yyaitu pertanggungjawaban berdasarkan

kesalahan (liability based on fault).

5.2 Saran

Dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya,

penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu :
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1. Untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab
para pihak dalam suatu perjanjian, maka sebaiknya dalam suatu perjanjian
dicantumkan klausula mengenai kedudukan dan tanggung jawab para
pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

2. Sistem peradilan di Indonesia sebaiknya memperbolehkan pihak-pihak
yang dirugikan dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan
strict liability secara terpisah dari gugatan perbuatan melawan hukum pada
umumnya untuk menghindari tumpang tindih sistem pembuktian dan
penuntutan ganti rugi.

3. Hakim harus lebih tegas lagi dan tidak ragu-ragu dalam menerapkan asas
strict liability dalam perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini
selain dapat meringankan beban korban, 'juga dapat mempermudah

jalannya proses pembuktian dan penuntutan ganti rugi.
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PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

Per]anpan Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua (selanjutnya disebut dengan

“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ...§& s T tanggal .IS..

bulan .esew~¥2 Tahun dua ribu sebelas oleh dan antara :

1.  PT Pertamina EP, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4
tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH,
Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia No. C-26007 HT.01.01 TH. 2005 tanggal 20 September 2005
yang Anggaran Dasamya terakhir diubah dengan Akta No. 20 tanggal
26 Agustus 2008 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia No. AHU-75866#Ak.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Oktober
2008, dan berkedudukan di Ge andard Chartered Lantai 21-29 Jalan
Prof. Dr. Satrio {0 apjutnya disebut sebagai
“PIHAK PERTAN

2. Koperasi t (F S Bj2 Hukum, didirikan
berdasarka i i 2} ang, didaftarkan pada
Kantor Wil : : ‘ adan Hukum No.
4707/BHKI/& . : er 1¢ - 3 ) a perubahan
No. 14 : 31 peE an dari Kantor
Wilayge ) ! . Ptopinsi Jawa
Timu ¢ 84/PAD/ 5 010 tanggal 2010, dan
berkeg di Desa_Malo, Kecai 2lo, Kabupaten Boj (selanjutnya
diseb gai “P, :

PIHAK PEF PIHA ) z diri d dan secara

bersama-sama "disebut PARA F ' : ' terlebih dahult hal sebagai

berikut:

a. Bahwa WERTA 1A d2 .-l" :‘h.,,f.. m nandatwontrak Minyak
dan Gas B } 5 MA pada tanggal
17 September 200 ’ﬁ,ﬁh&hh a disebut "KKS")

b. Bahwa berdasarka aturs argi da Daya Mineral Nomor
1 Tahun 2008 tentz yangan Minyak Bumi pada
Sumur Tua (“Permen No. \ | aktor tidak mengusahakan dan
memproduksikan Minyak Btmi Tua, KUD atau BUMD dapat
mengusahakan dan memproduksikan Minyak Bumi pada Sumur Tua setelah
mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM”).

c.  Bahwa di Wilayah Kerja terdapat Sumur Tua sebagaimana dimaksud dalam Permen
No 1/2008, yang tidak diusahakan dan diproduksikan oleh PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud Lampiran A dan Lampiran B dari Perjanjian ini (selanjutnya
disebut "Sumur Tua Lapangan Malo”).

d. Bahwa PIHAK KEDUA telah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro sesuai surat No. 545/21/412.14/2010 tanggal 04 Februari 2010 dan
telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sesuai surat
No. 541/11523/023/2010 tanggal 02 September 2010 untuk mengusahakan dan
memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

vy |
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e. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan pemmohonan kepada PIHAK PERTAMA
melalui surat No.045/KUD.KS/IX/2010, tanggal 06 September 2010 untuk
mengusahakan dan memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

f. ~Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Migas No: 31993.K/13/DJM.E/2011 tanggal
14 Oktober 2011, Dirjen Migas atas nama Menteri telah memberikan persetujuan
kepada PIHAK KEDUA untuk mengusahakan dan memproduksikan Minyak Bumi
dari Sumur Tua Lapangan Malo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1.  lIstilah-istilal da irng ) 5 : am  Perjanjian ini
dan/ataudda de : ake = deéngan Perjanjian
ini wajib di aks sbagai
11 8§ ‘ ? janjiaf nyai definisi

d { 2001 tentang

ntah Nomo 004 tentang

s Bumi sebagaimanagdels ibah dengan

5 OMO hun 2005dan Perme 12008, kecuali
dalam Pe

i 2 enyerahan adalz De Viinyak Bumi oleh PIHAK KEDUA

PIHAK PER : iy at Pengu duksi (PPP)
Mepggung, Kecamata : ten ra, Provinsiglawa_Jengah.
1.3 Hari dh i = nanya 24 {dus puh‘émpat) jam terus

L0
menerus, yafig. dimtilai pike W dan bkl

1.4 Tahun adala ; ! 0 WIB hari pertama dari
Tahun kalende ' hari terakhir dari Tahun
kalender yang sama, ' un pertama dan Tahun terakhir

Perjanjian. Tahun pertama Pefanjian akan dimulai pukul 00.00 WIB pada
Tanggal dimulai dan berakhir pukul 24.00 WIB pada hari berakhirnya
Perjanjian.

pada pukul 24.00 WIB

1.5 Imbalan Jasa adalah sejumlah pembayaran atau kompensasi terhadap PIHAK
KEDUA atas Minyak Bumi yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA yang di dalamnya termasuk seluruh penggantian biaya operasi
memproduksi Minyak bumi dan jasa PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

1.6 Indonesian Crude Price (ICP) adalah formulasi harga Minyak Bumi di wilayah

Indonesia yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
setiap bulan.

~u
2
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1.7 Tanggal Efektif adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

1.8 UKL - UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

1.9 1 (satu) Tahun Pertama Tahun Perjanjian adalah masa 12 (dua belas) bulan
berturut-turut sesuai dengan kalender masehi yang dihitung sejak Tanggal
Efektif.

1.10 2 (dua) Tahun Pertama Tahun Perjanjian adalah masa 24 (dua puluh empat)
bulan berturut-turut sesuagie n.. kalender masehi yang dihitung sejak
Tanggal Efektif.

Lampiran-lampiran di

i Perjanjian, yaitu :

Lampiran A
Lampiran B

Lampiran C
Lampirz \ ‘
Lampirg Si lnyak

Lampirz

ﬁ :
PIHAK MA setuyj ez it a dengan R EDUA untuk
mengus dan me ______i Bumi i ua Lapangan

Bumi dari
Malo, dan K A en&PIHAK PERTAMA
memproduksikan.s@an .q; m H‘ asil Minyak Bumi dari
Sumur Tua agan arat sebagaimana
diatur dalam Per

Perjanjian ini tlda

PERTAMA dalam KKS kepada B I.'«'KHJ hak lainnya yang terkait dengan
KKS dan tidak dimaksudkan untuk galihkan kepada PIHAK KEDUA hak dan
kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai Kontraktor atau pemegang Participating
Interest di dalam KKS.
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Pasal 3
Program Kerja

Selama 2 (dua) Tahun Pertama Tahun Peranjian, PIHAK KEDUA wajib

melaksanakan dan menyelesaikan setiap program kerja untuk memproduksi Minyak

Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo ("Komitmen Pasti”) sebagai berikut:

a. Menyelesaikan UKL — UPL Sumur Tua Lapangan Malo.

b. Mendapatkan Perijinan (Pinjam pakai Lahan) Sumur Tua Lapangan Malo.

c. Memproduksikan 18 (delapan belas) Sumur Tua Lapangan Malo, terdiri dari
13 (tiga belas) Sumur Tua pada 1 (satu) Tahun Pertama Tahun Perjanjian dan
5 (lima) Sumur Tua Lapangan Malo pada Tahun kedua terhitung sejak
Tanggal Efektif.

d. Melaksanakan Pengelolaan Limbah terproduksi sesuai dengan ketentuan
yang beraku.

Dalam hal pada : ; if,. PIHAK KEDUA gagal
melaksanakan ke 2 jian, PIHAK PERTAMA
berhak mempb elambat-lambatnya
60 (enam p elesai. Peringatan
tertulis ters erja yang tidak
dilaksapak:

Sesud: 3 pefingatan té : au | etiga, PIHAK
KEDUA ! : idp peringatan

d aki ; alam setiap
AMA. Apabila
ebut PIHAK
ap program
tuk memutus

Perjanjian ini be j n terhitung mulai sejak
ila Perjanjian ini diakhiri
berdasarkan pasal 22 Perj

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhimya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA
terdebih dahulu menyampaikan permohonan perpanjangan kepada PIHAK
PERTAMA sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permen No. 1/2008.

Persetujuan Menteri atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat

2 waijib diperoleh sebelum PARA PIHAK sepakat mengadakan perpanjangan
Perjanjian ini.
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Pasal 5
Imbalan Jasa

PIHAK KEDUA akan memperoleh Imbalan Jasa dari PIHAK PERTAMA atas Minyak
Bumi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dari hasil pengusahaan dan
pemroduksian Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas
jumlah aktual Minyak Bumi yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dan merupakan pengganti biaya operasi memproduksi Minyak
bumi dan jasa PIHAK KEDUA dalam pengusahaan Sumur Tua ini yang
besarannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C.

PIHAK PERTAMA akan membe 30 Jasa kepada PIHAK KEDUA hanya
atas Minyak Bumi dari_Sun lg,_yang diserahkan oleh PIHAK
i sebagaimana terlampir

KEDUA di Titik B
dalam lampiran E
A ] IHAK PERTAMA
i iz EDUA tidak dapat
Malo dalam

PERTAMA
TAMA akan

mbala a 0 akan dibayarka
KEDUA lebih besar dari ICP Cepu, maka R
balan staraidengs P

PIHAK KE bert aya bnasuk namun tidak
terbatas pada bi m "b pusi, pungutan termasuk

bea meteraj *--Mwm pngan pelaksanaan
Perjanjian ini.

Pajak-pajak yang M aan Perjanjian ini, menjadi

beban dan tanggung jawab R "‘3[‘.‘" ' ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku @ gara Republik Indonesia.

Pasal 7
Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penyerahan
invoice / tagihan kepada PIHAK PERTAMA.

Prosedur dan tata cara pembayaran yang lebih rinci akan ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.

g
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Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan Perjanjian termasuk meminta laporan secara berkala setiap
4 (empat) bulan atau setiap saat apabila diperdukan kepada PIHAK KEDUA
termasuk pelaksanaan operasi dan jumlah Minyak Bumi yang diusahakan dan
diproduksikan dari Sumur Tua Lapangan Malo oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA mengijinkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan akses
masuk dan keluar dari dan ke Wilayah Kerja dimana Sumur Tua Lapangan Malo
berada.

PIHAK PERTAMA, atas biaya
legal yang dipergunakan
kepada PIHAK PER

gjib mengajukan kalibrasi atas Alat Ukur
Minyak Bumi dari PIHAK KEDUA

§PN P .
% p ] rada PIHAK KEDUA
g . A

A as g di produksi oleh

bine aknis san atas aspek

z esaghatan kerja dan penge lingkungan
0 da iroduksiapeiMinyak Sumur Tua
ai denganike an yapg berlaky
ah dilaksanz 3 ) & eh Pl AMA, PIHAK
KED erbukti melakuka elalaian untuk operasional Sumur

babkan adanya

/ a
Tua Lap Malo, sala a8aluruhan, yang
/A maupun bagi
n secara tertulis

gangguandi ngan ata S ] gi PIHAK P

negara, m IHAK,PE ; rilkan pe

kepada PIHAK KEDUA dan apabila s callpStingatan tertulis dari PIHAK
PERTAMA, RPIHAK™K A teta han/ kelalaian maka PIHAK
PERTAMA ber 2 wa i

rieminta pengembalian
Sumur Tua Lapgngan_M g dikelela__ofeh” PIHAK KEDUA dengan
pemberitahuan 30

ada PIHAK KEDUA tanpa
memberikan kompensasi ap

4 "‘&f' PIHAK KEDUA.

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan/atau kelalaian Sumur Tua
tertentu yang menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap dan/atau menimbulkan
kerusakan lingkungan yang berdampak besar dan penting serta tidak dapat
dikendalikan (Dampak Fatal)) maka PIHAK PERTAMA berhak meminta
pengembalian Sumur Tua tertentu tersebut dari PIHAK KEDUA tanpa memberikan
kompensasi apapun terhadap PIHAK KEDUA.
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10.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh akses untuk keluar dan masuk dari dan
ke Wilayah Kerja dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada kepada PIHAK
PERTAMA untuk melaksanakan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana
diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan biaya, mempunyai kemampuan teknologi
dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan, memproduksikan dan
mengangkut Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sesuai ketentuan dalam
Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA be
pembayaran yap
Perjanjian.

i dan perincian tata cara
esuai pasal 7 ayat (2)

PIHAK KEDUA : = : dan Keselamatan
Kerja seérta : : > pa a kapangan Malo
yang dilis2 Al Al he : ninimal yang
ditetap oieh. PlH 0: 3 iran F. Biaya
operasit sile hal tersebut
menjadi,beban PIHAK KEDUA.

PIHAK. KEDUA wz k. pe .4 aksana tet epala/ Wakil
Kepz i bang dapa setujus ] gkatan dari

Direkit al Minya 5 ;
PIHAMA wajib untk rienyeankan “seluruh produksd Bumi yang

dihasil ur Tua L da PIHAK AMA di Titik
Penyeraha f

PIHAK KEDUA,waijth™ S ikalla.s mpat) bulan atau setiap
saat apabila dipe = [ gan jumlah Minyak
Bumi yang diusahgka 'W sikan, da ua Lapangan Malo dan
status operasional pe aniP ‘\‘.'ﬁ!

PIHAK KEDUA waijib menyediaks a ‘'yang diperlukan untuk mengusahakan,
memproduksikan dan menyerahkan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo
sampai dengan Titik Penyerahan.

PIHAK KEDUA wajib_untuk-menjaga, memelihara_dan en%embalikan rona

lingkungan dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada dalam kondisi aman sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat berakhimya Perjanjian ini.

Q@
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12.

13.

14.

PIHAK KEDUA wajib memperoleh dokumen, ijin atau sertifikat yang diperiukan
dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan mengusahakan dan
mengoperasikan Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Biaya-biaya yang Timbul dari pengurusan dan perolehan dokumen, ijin atau
sertifikat yang diperlukan dari instansi yang berwenang merupakan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan kaidah-kaidah
keteknikan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan Pemerintah dalam Kegiatan Usaha
Hulu Migas untuk pengusahaan Sumur Tua. o

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memproduksikan minyak dari suatu Sumur
Tua yang menjadi objek kerjasama dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA
wajib mengembalikan sumur min ke PIHAK PERTAMA.

Dalam hal PIHAK KEDUA - F sienemukan indikasi adanya
Gas Bumi dari : EDUA wajib mengambil
langkah-langka - but kepada PIHAK
PERTAMA jdan St ; 1e da PIHAK PERTAMA.
Dalam hallini pe i h merupakan hak

add L
PIHAK A =DUL el - afi, hasil produksi
Gas Bumi.da Jantian ._H‘li!ﬂ"

asal
at Ba ik da Teknolo

Untu duksikan da : 2h ak Bumi da a Lapangan
MaloWEDUA waijip me R Jlat. bantu mekw;suk sarana
yang di n untuk me gkut Minyak. Bumi ke Titik Pen dan teknologi
yang disuleh PIHAK A a tertera diban 4

Dengan tetap mea AF" c Pl -‘;;';g__ DUA Wajib membicarakan
dan mendapatgperse P IHAL N HAKMEDUA bemaksud
mengubah alat b 5 iri dalam melaksanakan
Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA bertangg{ 'E]_.’ }gala biaya dan kerugian yang
ditimbulkah baik kepada PIH - A atau pihak lainnya yang diakibatkan

penggunaan alat bantu mekanik dan teknologi yang tidak sesuai dengan Perjanjian
ini.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memelihara secara berkala dengan
biayanya sendiri alat bantu mekanik dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas.

Dalam hal digunakan alat bantu mekanik dan teknologi oleh PIHAK KEDUA pada
pengusahaan minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo, maka harus dilakukan
melalui dan sesuai rekomendasi dari PIHAK PERTAMA

B\
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Pasal 11
Tenaga Kerja PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan
untuk mengusahakan dan memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan
Malo.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban tenaga
kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan hukum dan
perundangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab apabila PIH idak memenuhi
hak dan - kewajiban tenaga kena yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA-
sebagaimana dimaksud ayat 2 diat B ]

egala tuntutan hukum dan
an dan/ atau klaim dan/

> irjakan oleh PIHAK

PIHAK K A ji mi dari Sumur TU3 gan Malo di
Titik F » PE A sesuaipdengan n spesifikasi
sebage c i

PIHAK KEDUA men
kewajiban huku
atau gugata
KEDUA.

Dala z i mur Tuz Jan Malo tidak
sesuaiidengan ayat (1) di atas tid F{ dengan spesifikasi S|HAK PERTAMA

maka P PERTAMA d ime AK KEDUA untuk tkan treatment
sampai WUhispesiﬁ A :
Dalam hal m 15 #,-;;; ikasi ] uaklvnangan Malo tidak

: L pan :;;tﬂ'* ;
sesuai dengapayat (4 8S, Gail SEDUA nelakukan treatment tetapi
tidak memenuhi PiHA DA erahkan Minyak Bumi
tersebut kepada an dengan perhitungan

e R
imbalan jasa disesusz s al kuaniits bersih (net oil).

Pasal 13
Serah Terima Minyak Bumi

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari Sumur Tua
Lapangan Malo kepada PIHAK PERTAMA pada Titik Penyerahan yang
dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Tata cara dan ketentuan penyerahan Minyak Bumi akan diatur dan dituangkan
dalam Prosedur Penyerahan Minyak Bumi yang akan di tandatangani oleh PARA
PIHAK, BPMIGAS dan Ditjen Migas.

i 3
9
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Penyerahan Minyak Bumi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan alat ukur legal yang
telah dikalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu
60 (enam puluh) Hari terhitung sgjak tanggal pemberitahuan perselisihan dari
salah satu PIHAK kepada PIHA in

Apabila penyele na dimaksud dalam ayat 1
diatas tidak elisihan tersebut akan
diselesaikan' ¢ th 2 i sia (BANI) menurut
peratura rosedur arbitrase
BANI, ,y engketa sebagai
ke putisa

Kes adal; . i di cema PERTAMA

dan/a IHAK KEDUZ te gatasinya termasuk die va, tetapi tidak
terbatasypada, kejadian up rang terjadi sebagaiakibat hal-hal diluar
kema Plhak 2 be g tidak terduga, tidak dapat

dipe -jawabkan suhan, hu pemberontakan,
terorism ang di kan atau tidak,

Ieda A Ne
embargo, f m ""L ang berkaitan langsung
dengan pe _,1.--' kebakaran, gempa
bumi, benca idak beroperasinya
fasilitas PARA PIH _nM n_pelak anaan Perjanjian ini, dan

kejadian—kejadian % yan 3an atau kemampuan PIHAK
PERTAMA dan/atau PIHA L

Masing-masing Pihak tidak bertanggung-jawab untuk kegagalan memenuhi
ketentuan-ketentuan manapun di dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya
apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar, dan
dimana Pihak yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk
menanggulangi penyebab peristiwa tersebut.

Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya Keadaan

Kahar adalah sebagai berikut:

a. Seluruh kewajiban pembayaran yang telah ada termasuk denda
keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

¢
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b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya
dalam melaksanakan Perjanjian ini, kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang
termasuk dalam ayat (1) diatas.

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan Pihak lainnya
secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan
diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam
setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan
resmi instansi pemerintah yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang
akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak atau
menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh
delapan) jam setelah diterimag seritahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Perjanjian ini.

Apabila Keada al F enerima pemberitahuan
Keadaan g : wajibannya sesuai
dengan keten ; adaan Kahar tersebut
disetujui 3 dingkan kembali
kelanjita i as Uk : : hal-hal lain yang
dianggap ‘

Apdb )] - patnya dalam
wa imya Tahun terseb PIHAK harus
akatijumia Kahar yang

ad K2

an puluh) Hari
gakhiri atau

Apab : ¢ BO (seratus
bert i, maka PAF rsepakat u
mene Perjanjian i 3 3 anjian ini.

Dalam jadi _per . anjis 3ugmasi ing PIHAK tetap
3 swaji Aiya dilaksana sebelum terjadinya

Setiap perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan
ditandatangani PARA PIHAK dan akan dibuat dalam  suatu
Addendum/Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kecuali perubahan
notifikasi sesuai Pasal 18.

Usulan perubahan terhadap Perjanjian ini, harus diajukan secara tertulis oleh
salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) Hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

11
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Pasal 17
Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang beriaku di Republik Indonesia
Pasal 18
Pemberitahuan

1.  Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang
lainnya berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau

facsimile dialamatkan kepada:
‘ ] ebon
an Malo "negoro

2.  Masig g Pihak dar : : s : ale sebut dengan
pem secara te u membuat
amande Perjanjian.

PIHAK PERTAMA
PT. Pertamina EP
Up. GM Region
Alamat. Ko
Telp/ Fax.

9351/,08523056918
ryas era@Yymail

3. Setiap pe ggap telah dikirim
apabila diny anitels
PARA PIHAK sepakat untuk rneia! inasi secara berkala untuk kepentingan

pelaksanaan Perjanjian ini, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang dari PARA
PIHAK dan pelaksanaannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 20
Kerahasiaan

1. Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus
dijaga kerahasiaanya oleh PIHAK KEDUA (“Informasi Rahasia”) dan tidak boleh
diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK
PERTAMA, kecuali atas permintaan Pengadilan atau pihak yang berwenang.

™
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2.  Ketentuan sebagaimana ayat (1) diatas tetap berlaku tetap beriaku selama 2 (dua)
Tahun setelah berakhimya Perjanjian ini

Pasal 21
Pengalihan Perjanjian

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya
dalam Perjanijian ini.

1. Perjanjian dapat be gu sewaktu-waktu setelah
terlebih dahulu : AK, akan tetapi tidak
menghilang ‘ ' ya iselesaikan dalam
pelaksana

2. PARA Rengesa Pasal 1266 dan
Pasal ng-Undang i tikuts Gata.
3. PHH dapat mengakhii Perjanjian ini secare ngan tidak

mem ti rugi apapun déngan memberikan pemberi ulis kepada
Piha KED alam. wakiu 30/ (tiga..pulu ari s engakhiran,
apab

a. P DUA melakukan' pelanggaran dan telah mendapatkaf peringatan
- isgSebanyak 3 ecara berturut-turut darisl PERTAMA,
teqmasuk namun tidak'terba ¥ %e e tertulis yang diberikan PIHAK

P A kepada . A“'sebagaimana d1 dalam Pasal 3
o P N

b. PIHA EDUA terbu da - ahkan ke PIHAK PERTAMA
sebagian 3 produksi MiRyak Bu ar Tua Lapangan Malo.

B thm

atau kesepakatan-kesef
Perjanjian ini.

an/atau seluruh ketentuan
isetujui oleh PARA PIHAK dalam

d. PIHAK KEDUA mengalami kepailitan atau bangkrut yang dibuktikan dengan
penetapan dari Pengadilan Niaga.
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Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



Pasal 23
Pernyataan dan Jaminan

. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap tuntutan, kerusakan dan biaya

" yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan/ atau kelalaian PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan Perjanjian ini yang menimbulkan kerugian kepada PIHAK
PERTAMA dan/atau pihak ketiga tetapi dengan tetap tunduk kepada ketentuan
perundang-undangan dan ketentuan Perjanjian ini.

. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin pelaksanaan pengusahaan dan
pengoperasian Kerjasama Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan keseluruhan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada
ketentuan kaidah aspek Kese Keselamatan Kerja dan Lindungan
Lingkungan (Health, Safety ang berlaku di lingkungan PIHAK
PERTAMA.

. PIHAK KE z : memahami kondisi

‘ : : karenanya telah
ngusahaan dan
kondisi lokasi

; : erale laksanakan
pengusahaan dan pengoperasian Vgl aka PIHAK
KEDQL atakan R._me < - 3 g disediakan
untuk, pelaksanaah pengusahaan d ! : a Lapangan Malo
laya akapgserta efdapatspersetd - dari PIHAK

PER |

. PIHAF UA menyatakan da ..M bahwa PIHAK KEdnpekerjakan
tenaga yang an  untuk sahakan dan
mempro i a L an Malo serta
mengoptim W dari masy s yare akat ‘sekitar lokasi Sumur
Tua.

Semua lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan dalam Perjanjian ini.

Apabila terdapat suatu pasal dalam Perjanjian ini menjadi atau diketahui tidak sah,
atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun karena bertentangan dengan
peraturan dan/atau perundangan yang berlaku saat ini dan kemudian maka hal
tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

14
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Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK
secara bersama pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

K7

VA

—

Sujono, BA

Ketua

N2
> <
= s

MHAK KEDUA
w a Sejahtera

"S'!é;rhsﬁ' Né
Presiden Direktur

\

*

L ZaS >
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LAMPIRAN A (BAGIAN 1 DARI 2)
Koordinat “Sumur Tua Lapangan Malo”
LAMPIRAN A (BAGIAN 1 DARI 2)

BERITA ACARA 3
i

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (16
Desember 2010), Tim dari PT Pertamina EP Region Jhwa Field Cepu dan KUD Karya

Sejahtera secara bersama-sama-tefah mengadakan suhfey sumur-sumur minyak tua di_

lapangan Malo Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat dari Manajer Manajemen
Pengelolaan lahan No. 56/EP4040/2010-SO tang al 09 Desember 2010 périhal

"Pengecekan Koordinat dan Lokasi S ' upaten Bojonegoro’ Propmsi Jawa
Timur" dengan rincian sebagai.beri
] »
!
Nomor o
sumur
NG.01
NG.02 9 545 i 921
NG.03
NG.04 0579 2 ; 9216
NG.05 9379 16 742
NG.06 8
NG.07 S |
NG.08 216 7
NG.09 057 9216 734
NG.10 05 ‘ 9216 792
NG.11 0S 9217 050
NG.12 9217 164
NG.35 20
NN 93 A
Ws.01 5
WS5.02 8
WS.03 8 : 7336
ws.04 0578 9217 266
WS.05 0578 415 9217 198
WSs.07 0578 410 9217 082
Ws.08 0578 603 9217 234
WS.09 0578 559 . 9217 182
WS.10 0578 292 - 9217 168
WS.11 0578 657 .. 8217152
WS.12 0578 807 . 9217188
WS.13 0578 476 S 9217126
WS.14 0578 896 9217 168
WSV 0578 492 . 9217 184
WSVl 0578722 .3 9217119
g
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Koordinat “Sumur Tua Lapangan Malo”

i.
Nomor ) ‘ Koordinat (UTM) _
sumur t
X | Y
WS.Vill . 0578 414 i 9217 086
WS.X 0578 560- 'y 9217228
& .‘-'
3
Catatan: - !
Jumiah sumur; )
14 (empat belas) di daerah } : : onosari.

Demikian berita a

PT Pertami

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.
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LAMPIRAN B
Peta Lokasi “Sumur Tua Lapangan Malo”
NV - . R T

! : - §='_-I:_Ar‘_.\ __‘f-__‘& - 4 T
ig Y o Py

g——
\ 3
"
B 3

.

M.C.WONOSARI _\

DAN
LOKASI SUMUR T
= 4 N

DAERAH LAP.MINYAK TUA KA

TOP PASIR NGRAYONG
SEKALA

PETA STRUKTUR KONTOUR

{WONOSARI SELATAN | DK. LEDOK

RREET U SO

7 ..AD.Nqudnl .ot

LN eed

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.
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LAMPIRAN C
Formula Imbalan Jasa

Tarif Dasar Imbalan Jasa = Rp. 1.199,93 per liter Minyak Mentah.

Dalam perhitungan sliding scale menggunakan basis perhitungan sebagai berikut :
- Produksi minyak rata-rata per Hari didapat dari kumulatif produksi selama satu
bulan dibagi Hari kalender bulan tersebut.
- Interval produksi sebesar 20 bopd atau 3180 liter per Hari.
- Interval sliding scale yang diberikan sebesar Rp. 100 per liter.
- Bila produksi di atas 300 bopd maka besamya sliding scale tetap (besamya sama
dengan sliding scale pada produksi 300 bopd).
Perhitungan sliding scale
Bila produksi 55 barrels oil per day (B€ erhitungannya adalah sebagai berikut:

1 barrel = 159 &
Tarif Dasar = Rn
Produksi =855 % }
Untuk produksi 58 BO
20 > \\' 3,815,777.40
(1R#100 4,133,777.40
D+100 ,338,833.05
Total imba gdidapat ,288,387.85
Tarif baru Rp : ‘ §5/159 d 1,290.84
Sliding S = (] paru-TD 90.91
Tabel Inte 31 Untu C
PRODUKSI- F L H - d
0.01 h‘
20.01 -
40.01 -
60.01 -
80.01_- \
100.01 -
120.01 -
140.01 - 160
160.01 - 180
180.01 - 200
200.01 - 220
220.01 - 240
240.01 - 260
260.01 - 280
280.01 - 300
My
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LAMPIRAN D (BAGIAN 1 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Langkah yang akan dilakukan serta alat bantu/teknologi yang digunakan dalam
membuka kembali sumur - sumur tua :

1. RE-OPENING

Pekerjaan re-opening bertujuan untuk membersihkan sumur dari endapan
pasir, kayu, besi dan benda lain yang ada didalam sumur yang menutup
sumur, sehingga mencapai total kedalaman seduai dengan data.

Peralatan yang digunakan untukiperkerjaan re-opening terdiri dari:

- Rig Tepat Gunai500 m

- Mud Pump kapasitas 600 It/menit

- Drill pipe27/8"

- HoistDrum

- Peralatan pancing (sesuai kebutuhan di lapangan)
- APAR (Aiat Pemadam Api Ringan)

Berikut adalah dokumentasi contoh proses re-opening :

Foto lokasi sumur tua

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



LAMPIRAN D (BAGIAN 2 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Sumur siap untuk di re-opening

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



LAMPIRAN D (BAGIAN 3 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Lumpur bercampur dengan padatan dan minyak dari dalam sumur
pada proses re-opening sumur tua

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.

]
b2



LAMPIRAN D (BAGIAN 4 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Hasil pemancingan berupa seling dari dalam sumur tua

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.
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LAMPIRAN D (BAGIAN 5 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Foto alat pancing untuk mengambil batu atau besi yang ada di dalam sumur
tua

2. LOGGING

Setelah, dilakukan pekerjaan | workover/pembersihan sumurd’kemudian
dilakukan pekerjaan logging déngan tujuanfuntuk melndapatkan data -

- “Diameter casing

- Kemungkinanadanya kébaocoran casing
- Letak/kedalaman perforasi

- Lapisan produktif

Logging yang dapatidilakukan pada cased ‘hole adalahlog caliper dan gamma
ray.

24
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LAMPIRAN D (BAGIAN 6 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Peralatan logging samur tua

3. UJI PRODUKSI

Setelah pembersihan sumur, tahap selanjutnya adalah Uji produksi, tujuan
dari Juji “produksi adalah untuk mengetahui kemampuan Sumiur untuk
berproduksi dan membuat perkiraan perfoermance produksi dari TPR (inflow
PerformanceRelationship), tahapan yang dilakukan adalah?

(1) Mempreduksi g sdmur-“dengan * pompa ESR/175%ysambil diamati
penurunanpérmitkaan éairan! dengan petalatans. Echometer sampai
produksi dan permukaan’cairan stabil

(2) Mematikan pompa dan mengamati.kenaikan permukaan cairan vs waktu
dengan tujuan untuk mendapatkan data pressure build up.

(3) Melakukan analisa hasil'pressure build up untuk mendapatkan data :
- Tekanan reservoir
- Permeabilitas formasi
- Factor kerusakan/perbaikanformasi
- Produktivitas formasi

Peralatan yang digunakan dari:
1. Pompa ESP/175

2. Panel pompa

3. Kabel pompa

4. Tubing diameter 2 7/8"

5. Echometer —¢

(R
Ln
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LAMPIRAN D (BAGIAN 7 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

4. RENCANA PRODUKSI SUMUR

Setelah pengurasan selesai dan minyak mulai ikut terprodksi, kemudian

pompa penguras di cabut dan diganti dengan Pompa ESP/175.

ESP/175 terdiri dari:

- Pompa submersible
- Panel pompa

- Flow meter

- Variable Speéd Drive
- Kabel pomipa

- Tubing/27 /8%

- Genset

Keuntungan penggunaan ESP /175
Lebih safe dari pada menggunakan alat tradisional

- Minyak'tidak tercecer kentana-mana

- Lingkungan menjadibersih

- Gas dapat dilokalisir

- Ratedapatdiatur sesuai dengan kemampuansumur

Pemasangan Pompa ESP/175
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LAMPIRAN D (BAGIAN 8 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Genset sebagai power untuk ESP/175
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LAMPIRAN D (BAGIAN 9 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

RO AR AU AT X

Gambar skema fasilitasiproduksi permukaan
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LAMPIRAN E
Mutu Dan Spesifikasi Minyak Bumi

BS &W :0-0.5%

(NZY)
- <
T WS ¥
L= 3>~

'-3"‘;-'
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LAMPIRAN F (BAGIAN 1 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

1. Pendahuluan.

PT PERTAMINA EP berkomitmen mengelola seluruh operasi dengan mengutamakan
keselamatan dan kesehatan pekerja, Pihak Kedua dan lingkungan. Ketentuan
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta tata cara kerja ini berlaku baik
bagi pekerja PERTAMINA EP dan Pihak Kedua. Panduan ini memberikan
pembekalan dalam melaksanakan program keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan sesuai dengan peraturan-peraturan yang beraku.

adalah mencegah timbulnya kerugian bagi
ekitar PERTAMINA EP. Pihak Kedua
aktomya (bila ada) untuk mematuhi

Tujuan dari pelaksanaan program H
perusahaan dan melindungi lingk
wajib meyakinkan jajarannya

peraturan-peraturan A An claksanakan pekerjaannya.
Kegagalan Piha ajd : i ketentuan ini dapat
memberikan hak entikan pekerjaan_ dan

memberikan / 82 - ak ] akatan perjanjian dan
ketentuan, yang be

2. Tahaps

PERT/
tahapa

dua dengan

2.1. Pelaksanaan as awa

Segerz ontrak aki an dils off meeting

untuk membahas lingkup pekerja o ,'fugas dan tanggung jawab masing-
masing n bentuk kogrdinasidalg claksanakan peke

Dalam méeti i akan d1p ncana kerj elah dimengerti
dan dipaha h m > kapan HSE yang
menjadi tanggung ,,; asm #k telz engan lengkap dan
baik. Untuk memasti d lapangan, dan jika
masih ditemuka irangan tersebut terlebih

dahulu harus dipent
2.2. Masa pelaksanaa

Secara berkala atau saat dipe AMINA EP akan melakukan pengawasan
kepatuhan Pihak Kedua terhadap Rencana Kerja HSE. PERTAMINA EP berhak
menghentikan pekerjaan Pihak Kedua yang dianggap tidak memperhatikan atau tidak
memenuhi keselamatan dan keamanan kerja. Waktu penghentian seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan perpanjangan waktu
kontrak.

2.3. Evaluasi setelah pelaksanaan pekerjaan
PERTAMINA EP melakukan evaluasi pelaksaan HSE Pihak Kedua selama perjanjian.

Tata cara pelaksanaan SMHSE Pihak Kedua mengacu pada prosedur PERTAMINA
EP.
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LAMPIRAN F (BAGIAN 2 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

3. Tanggung Jawab Pihak Kedua.

Tanggung jawab Pihak Kedua adalah menjamin bahwa para pekerjanya dan sub-
kontraktomya mampu, cakap dan sanggup melakukan pekerjaan dengan mematuhi
peraturan-peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

Pihak Kedua harus mempunyai dan memastikan pelaksanaan Rencana Kerja HSE
(HSE plan) di tempat kerja atau di lapangan. Jika tidak ditentukan secara khusus
maka Rencana Kerja HSE adalah seperti yang diuraikan dalam lampiran 5 ini.
Aktivitas-aktivitas pekerjaan HSE selamalipelaksanaan perjanjian mencakup hal-hal di
bawah ini. Biaya yang timbul d givitas HSE adalah sesuai batasan

lingkup pekerjaan yang tefgan
1 ) tilgmengikuti praktek

3. 1. Pelatihan.

Para pekerja d

keselamatan kerja/lokasinya,
Pelatihan me . 4 kimia, pelindung
pemafasan; d mbu-re ? ' BS€ , 5 dipasang untuk
menandz Tk di tempat kerja

3.2. S

Peratura fwndangan mempersyara operator untuk pekeg peralatan
tertentu emili at tansi 5i ya berlaku,
contoh operatoF ift, inspek 1 3B, Rihak Kedua ib.memp ai sertifikat

i peke atan milik
tanpa izi Hengawas di

atau lis asih

perusahaan tidak diperkena

lokasi. P edua yang g] diawasi @ menerima
pelatihan yang memadai yang beik rfaan yang rE}g-j: akan.

3.3. Baha dan E

Ledakan timbul kar -- 6 Am;h dara pada konsentrasi

tertentu. Konsentra ersenta [ara volume campuran
gas dan udara yangd s akaran tercapai.
Persentase terendah w / Lower Explosive Limits
(LEL) dan persentase tertin 't*p o itik Ledak Tertinggi / Upper
Explosive Limits (UEL).

Indikator gas harus dipakai untuk mengetahui konsentrasi gas yang dapat
terbakar/meledak. Indikator tersebut dapat menunjukkan konsentrasi gas yang mudah
terbakar mulai konsentrasi yang rendah hingga konsentrasi yang tinggi. Pekerjaan
yang menggunakan api atau sejenisnya jangan dilaksanakan dimana terdapat
campuran gas yang dapat terbakar atau meledak. Apabila terdapat kemungkinan
campuran gas yang dapat terbakar atau meledak, lokasi tersebut harus diperiksa

dengan sebaik-baiknya dan ditandai, kemudian diikuti dengan dibuatkannya Prosedur
liin Bekerja yang aman (Safe Work Permit Procedure).
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LAMPIRAN F (BAGIAN 3 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

3. 4. Minuman Beralkohol dan Obat-obatan.

Dilarang keras memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba di
tempat kerja. Pengobatan terhadap pekerja yang akan mempengaruhi kinerja pekerja
tersebut di lokasi harus diinformasikan kepada pengawas pekerjaan. Hal ini adalah
menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan sub-kontraktornya, para perwakilan atau
pengawas yang bertugas di lapangan harus memastikan bahwa peraturan tersebut
diatas dipatuhi oleh para pekerja di lapangan.

3.5. Merokok.

Merokok hanya diijinkan di teg
kerja.

3. 6. Senjata Ta

Memiliki ata g j¢ e n g dilarang dengan
keras di Iok i a2, ‘ a rtulis oleh petugas
yang bejive ' /

3.7. F 3 nakaian.

Para pef dtia da b- aktopnya disars alk mengenakan
pakaiamyang térbuat dari bahamgintetis: Pakaian kerja yang terbua i bahan yang
lamba a harusgpdipakai pada operasi di angan d akaian celana
panja afib dipa 1f tempatike

Perhia An sep an tida enakan pada
saat bekeraterutama di te ' : perhiasan-perhia srsebut dapat
tersang A peralatan y; z esin).

\

3.8. AIWdung Diri (
2 rah'untuk dipenuhi dan

a. APD!Jd cnaka
Pihak Ked enyediakan seluruh APD

bagi pare erjany

glah ditentukan di tempat kerja/lokasi

s

b. Pemakaiar topi“keselamata oty ef)diharuskan dipakai di tempat
kerja. Topi ke ﬁ' persyaratan dan ketentuan
Standar Industri Ind . rluui;\‘ S sosiasi Intemasional (Z 94.1).

c. Pemakaian sepatu keselamat erja diharuskan bagi setiap orang yang
bekerja, mengawasi dan memen'ksa di lapangan. Sepatu keselamatan kerja ini
harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Standar Industri Indonesia (SlI)
atau Standar Assosiasi Internasional (Z 195).

d. Kacamata keselamatan, pelindung muka atau peralatan pelindung lainnya
harus dipakai oleh para pekerja saat dibutuhkan untuk menangani jenis
pekerjaan tertentu. Peralatan pelindung mata dan muka harus
memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (Sll) atau Standar Assosiasi
Intemasional (Z 94.3) dan untuk kacamata keselamatan harus memenuhi Sl
atau Z 87.1.

¢

32

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



LAMPIRAN F (BAGIAN 4 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

e. Menyemprotkan udara bertekanan terhadap pakaian kerja untuk tujuan
membersihkan kotoran atau membersihkan dengan minyak ataupun bahan
yang dapat menimbulkan iritasi kulit, sama sekali tidak diperbolehkan.

f. Peralatan pelindung telinga disediakan dan dipakai oleh pekerja di
lapangan/lokasi yang mensyaratkan penggunaan pelindung telinga.

g. Tabung alat bantu pemafasan agar disediakan di lokasi kerja dimana
dimungkinkan terdapat gas atau uap beracun. Hal ini menjadi tanggung jawab
Pihak Kedua dan sub-ko fornya untuk memastikan bahwa peralatan
tersebut dapat beroperz Semua pekerjaan yang membutuhkan
penggunaan mas pemnafasan harus ada 2 (dua)

orang yang » s

3. 9. Rambut i
Persyagatan na : : an dan para tamu
perusa i 7 sf= i uhi persyaratan

ienggot ka : : jenggo lanchuria) tidak

an untukg.me nya e enggerakkan

alatan (rotating eq Selain itu, Jenggot t juga dapat
ggu pe erdarg eralata emafasan.

dapat meng qu pe naan masker

- ispdapat dibe : : ahwa maskedtau peralatan
ernafasan terpasa la digunaka

3.10.Pe langan Kebakar: afety u

Minimal bahe den Apkan, good housekeeping dan

segera bgiitahuks igawas 1 rd= disi yang berpotensi

menimbulka

Alat pemadam ap
oleh Pihak Kedu
kerja.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pemeriksaan peralatan pemadam
kebakaran secara berkala.

@ k3 jumiah yang cukup dan dirawat
v gl kahaya kebakaran di lokasi / tempat

Pemadaman kebakaran dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
hanya diperbolehkan jika keadaan memungkinkan. APAR hanya dapat digunakan
untuk memadamkan kebakaran kecil atau sebagai alat penolong untuk
melaksanakan evakuasi.

3. 11. House-keeping.
Para pekerja harus merawat lingkungan kerjanya secara terus menerus.

a. Peralatan harus dijaga dalam keadaan baik dan tersimpan dengan rapi pada
saat tidak digunakan.

vy
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LAMPIRAN F (BAGIAN 5 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

b. Jalur evakuasi, tangga dan pintu keluar keadaan darurat harus bersih dari
barang-barang yang dapat menghalangi kegiatan evakuasi.
c. Membiasakan diri meninggalkan tempat kerja dalam keadaan yang rapi.

3. 12. Pengelolaan Lingkungan

3.13.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap seluruh limbah yang dihasilkan dari
kegiatan yang dilakukan.

b. Setiap ceceran harus ditampung dalam tempat penampungan

c. Limbah tidak boleh dibuang ke d saluran drainase

d. Apabila terdapat pencen pgan, segera informasikan kepada
Pengawas Pekerjaz

anya jika aman untuk
af !~ segera dilakukan.
L] 2

gan metode yang

Tumpahan har
dilakukan. Tind

Tumpahag Ba
benar ses

Material ba - eria q . iC -ﬂ, pang dalam tempat
terse Barang berbaha an B ; )ang dal pat sampah
bia

ljin matan Kerja.

Piha dag H-KO sebe g ar'pekerjaan erhubungan
den il produksi Ve as .dan te Kerj nnya yang
berp mbulk: £ Aru atkan ::'F"( atan Kerja.
Pervia atau Pengawa : ; ub-kontraktor di lagangan harus
mema3 bahwa prose ; dilaksanaka elum memulai

o

Untuk , nimbulkan sumber

listrik, dsb.
e lzin kerja dingin

Untuk pekerjaan yang tidak menggunakan atau tidak dapat menimbulkan
sumber penyalaan atau panas, seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan
konstruksi, dsb.

e |zin masuk ruangan terbatas

Untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan baik vessel, tangki atau
lubang galian yang mencapai kedalaman lebih dari 1,3 meter atau tempat lain
yang memungkinkan terdapat gas, debu, fume berbahaya yang dapat
mengganggu kesehatan / keselamatan pekerja.
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3.14.

3.15.

3. 16,

3. 17.

¢ |zin penggalian

Untuk seluruh pekerjaan penggalian tanpa terkecuali. Pengajuan izin harus
disertai dengan denah dan lokasi yang akan digali untuk mengetahui apakah
terdapat jalur pipa, jalur listriktelepon ataupun jalur yang berbahaya.

e |zin pekerjaan radiografi

Untuk pekerjaan yang menggunakan atau berhubungan dengan sinar X atau
sumber zat radioaktif misalnya NDT, kalibrasi instrumen radioaktif

Rapat Keselamatan (Safef;

n pekerjaan yang akan dan
ja mengerti persyaratan

Rapat keselamaj
sudah dikerja
keselamata

Para pek dakan pencegahan
terjadi : egelamatan yang
dib 3 A ¢ 3 : € akannya. Informasi
me 31 jalur eva : at amar umpul harus
diket '

ERTAMINA EP di
hbahas tindak

Pamkungan se jaan\terbebas dawiran maupun
bah ng mudah baks . aan harus irkulasi udara
yang

ikspjika perlu gunz bantu sirkulasi ra. Tabung gas
LPG da tylene ya iguna a.harus posisi berdiri dan
dirantai u . ﬁ wm‘::m esual dan memadai harus
Isolasikan sirkuit

tersedia dileka
dntiol. w peralatan elektrikal yang
sedang dikerjakan. Se [ hwu‘ si harus ditandai dan dimatikan,
n 1

sirkuit hanya boleh dia pekerja yang melakukan isolasi.
Jangan membuka pelindung tahan api kecuali aliran listrik telah diisolasi. Jangan
memulai pekerjaan jika diketahui adanya kebocoran bahan bakar minyak atau
gas.

Pekerjaan E

Pekerjaan di Ketinggian.

Apabila bekerja di ketinggian, area dibawahnya agar dibatasi dengan tali
pengaman atau mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya untuk
melindungi pekerja. Rambu keselamatan yang bertuliskan “Bahaya, Ada Orang
Bekerja di Ketinggian” agar dipasang dan diletakkan di tempat yang mudah
terbaca. Apabila diperlukan, dapat ditugaskan seorang pekerja untuk menjaga
areal tersebut untuk memperingatkan orang-orang di sekitar lokasi kerja.

~X
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3.18.

3.19.

3. 20.

3. 21.

3. 22.

3. 23.

Apabila peralatan penahan jatuh tidak ada, maka pakaian penyelamat dan tali-
temalinya agar disediakan oleh Pihak Kedua dan sub-kontraktor. Perlengkapan
tersebut harus dipakai oleh pekerja yang bekerja di ketinggian 3 m (tiga meter)
atau lebih tinggi diatas permukaan tanah.

Pakaian penyelamat ini harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia
(Sll) atau Standard Z 259-1.

Perancah atau Tangga.

ergunakan untuk pemasangan, perawatan,
dibangun dan dipelihara sesuai

Semua tangga atau perancah
pemindahan peralatan-pg
ketentuan.

Pengujian beh aksanakan dengan baik

dan benar;

Pekerja i erh e
Tali Ben e N 5 ac aran kerja didalam
suat ANng perti di tangkiats sel dan dildz I prang/petugas

yang
Pe % = enggalian.

Sebe ulaj N penggalian ata atan flase, pekerja
ha emasti bahwa tidak terdapat jalur pipa atat kabel listnk pada jarak
6 asi ker

Un pekegaan pengga ebih dar 1,5 meteq para pekerja

ha dung dari run

a. .PGH an struktur'pelind - v
b. Dindi&ﬁ - - i 3 Yo

Bahan
Untuk pekerj n_ya K menggunakan bahan
radioaktif sebagavy H data, maka Pihak Kedua
harus memenuhi Undang- n 1997 tentang Ketenaganukliran
dan Peraturan Pemerinta ahun 2000 tentang Keselamatan dan
Kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion.

Bahan Peledak.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan peledak, Pihak Kedua dan
sub-kontraktor harus memiliki prosedur tertulis dan perijinan yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang.

Peralatan dan Perlengkapan kerja.

Semua peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan harus tersedia dalam kondisi baik. Perwakilan atau Pengawas
Lapangan dari Pihak Kedua dan sub-kontraktomya harus memastikan semua
peralatan dan perlengkapan kerja sesuai yang dipersyaratkan.

Rt
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3. 24. Keselamatan Berkendara.

a.

b.

Semua kendaraan yang digunakan di lokasi kegiatan harus dioperasikan
dengan baik dan benar.

Semua rambu-rambu batas kecepatan harus dipatuhi dengan baik. Apabila
rambu-rambu tidak ada, maka batas maksimum kecepatan :

1). Dalam Kompleks 25 km/ jam
2). DiLokasi-Lokasi 40 km / jam
3). DiJalan Raya 80k i
4). Di Jalan Berdebu

Semua peng
memiliki S
Sabukipe : < ar) berjalan.
S

A
3 a. perngemudi., k aan Piha! dan sub-ke ornya harus

mua kendaraan harus dilaku pemeriksaan keselamatag g mencakup

di lokasi kegiatan harus
Perusahaan.

emiliki jaminan

otak P& ondisi'k
=nga adang

lampu besar - em kaki
belakang - »
belok

em tangan d
ca spion

= f Pe 1"!;5‘ ruahl

— Kaca,depan;i belakang; sz "_'_3‘..-" dongkrak

— Kipas'k; 7 [afaan secara

— Speedo s 3 :
Pengemudi m &Mannya setiap hari untuk

memastikan kendara d "ﬁﬁ" rasi dan dalam kondisi aman.

Tidak satupun kendaraan diperkenankan untuk mengangkut orang dengan
cara yang tidak aman. Semua personil harus duduk dengan aman dan
menggunakan sabuk pengaman yang disediakan. Jumiah maksimum
penumpang sesuai kapasitas untuk setiap jenis kendaraan dan tidak
diperkenankan memuat beban berlebihan di kendaraan.

Kendaraan tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang selain pekerja
Pihak Kedua dan sub-kontraktor, tanpa ada ijin dari petugas yang berwenang.

Keselamatan dan prosedur mengemudi yang aman diberikan kepada semua
pengemudi di lapangan.
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3. 25.

3. 26.

3. 27.

3. 28.

Penguncian dan Label (Lock-out & TaQ-out).

Pihak Kedua dan sub-kontraktor harus memiliki dan menerapkan prosedur
penguncian dan pelabelan yang sesuai persyaratan kerja. Prosedur tertulis
penguncian dan label harus dipasang di tempat kerja.

Bahan Kimia.

Keterangan mengenai bahaya bahan kimia terhadap kesehatan pekerja harus
tersedia di lokasi kerja.

Pihak Kedua dan sub-ko mematuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dalam penange Parg pekerja di lapangan diwajibkan
untuk membacg ; i . is dalam Material Safety
Data Sheet (

Perwakilaf at ) Ak : a di lapangan harus
memasti D an bahan kimia.

Tabung Ber
Hal- ang'pertt mendapatkanipam erhadap tabtnggs ekanan :

g g ege e an ke'te # anan setelah
unakan dan dijagatagar tidakfbertebaran di tempat _kefja. Pada saat
s tidz ai atau sedang diang utup pe abung harus

y ng di alve.
b. agar dij api am ca istrik.

c. gas agar dis 2 isl berdiri dan 2 enda-benda
Werak.
d. acetylene atau g&s p digunakan % sisi horizontal,

di n tekanan aksa cairan melalui selang,

sehi isa timbu -
e. Mesin las ;g':i’- : :@g apasitas 30 Ibs bersuhu
rendahydan.alaty lam ] cal firegextinguisher) sebelum

melakukan asi / di te 1WA pekerja di lapangan
harus dilatih_bagaimanarcar “ apan, menggunakan alat pemadam api

tersebut.
o’

Gas Beracun dan Berbahavsa
a. Pemahaman.

Hydrogen Sulphida atau H,S tidak berwama, mudah terbakar, mempunyai bau
yang menusuk hidung dan terasa manis. Gas H,S adalah gas beracun yang
sangat tinggi tingkatannya dan sangat berbahaya dengan density 1,19.

Walaupun memiliki sifat yang khas dan mudah dikenali dengan baunya seperti
telur busuk, gas ini dengan cepat memperlemah rasa penciuman, sehingga
mempersulit cara yang dapat diandalkan untuk mendeteksi konsentrasi gas
berbahaya tersebut.

Bila ada keraguan, petugas LK3 diminta untuk memeriksa keadaan di lokasi
kerja.

ke’
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Hal ini akan berakibat terjadinya penundaan pekerjaan sampai dengan kondisi
lokasi / tempat kerja dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang.

b. Peralatan Deteksi.

Pekerja di lapangan harus dilatih dan mampu mengoperasikan peralatan
deteksi (gas detector) untuk gas H.S.

c. Bahan Beracun Gas H-S.

Gas H;S termasuk bahan beragun, pengaruh terhadap phisik / tubuh sangat
berbeda-beda tergantung i gas H.S.

1. Dengan g ‘ -k ya / bau seperti telur busuk
dan unt s : menggunakan H,S

detegtq
2. Maksi z 211 ja adalah 10 ppm.
ba afz 3 | onsentrasi > 10
= Fabu ; : K I hilang daya

penciuman

dengan cepat (200 —
1i gangg pemnafas <turis, menit.
adia pat p aflls sege dibutuhkKag | alat bantu
AN / pema
hamp

d. G ¥jala yang M
AkuI Berakibz ak dada sw (mati lemas)
den--

e

dapat terjadi setelah
A-,.--J-r ©@nsentrasi tinggi dan
cnoa pucat, kelumpuhan,

meuhan pemafasan dan
k dengan kematian. Note :

o o
J"!f H.S dengan konsentrasi tinggi
pawa akibat yang fatal.

Satu hi
tersebut dapat me

Sub-Akut : Berakibat pada iritasi terutama sakit mata, batuk yang terus
menerus, sesak nafas atau terasa seperti terbakar di bagian
dada, iritasi kulit dan sakit kepala.

e. Pengobatan.

Korban agar segera dipindahkan ke tempat yang berudara segar dengan
memberikan alat bantu pemafasan.

Jika pemafasan terhenti, pemafasan buatan harus dilakukan segera, Jika
pemafasan lamban, sulit atau terganggu, pemafasan harus dibantu dengan
pemberian oksigen.

23
39

Tanggung gugat..., Made Dessy Puspitasari, FH Ul, 2014.



LAMPIRAN F (BAGIAN 11 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

3. 29.

3. 30.

3.31.

Semua kejadian yang diakibatkan oleh gas H.S, korban harus segera dirawat
oleh petugas medis.

f. Tindakan Pencegahan.

1. Berikan latihan kepada para pekerja tentang cara-cara mengenali dan
menghindari bahaya gas beracun H,S.

2. Para pekerija harus mengerti tata cara menggunakan peralatan
penyelamatan, seperti alat baatu pemafasan.

3. Para pekerja harus @ melakukan pernafasan buatan.

an-tindakan yang harus
add KO
an Petue ang !

Setiap si keg memp : 5 Aggung jawab
te Jgulang 53 Ikutispetunju s jika terjadi
keads rat atau''se 1 - sung. Sels iadi keadaan
da

- Isolasi instalasidan g emungkinkan.
Sege ggalkan lokastkegis sialui ja! rterdekat!

Tetap™inggal di"tempa Amaf herkiigipy sudlisPetu
lain "‘w 2 A% N

- Janganime . lokasikembal sebeldm Peluge . formasikan bahwa

keadaan tefle : :
§ * ‘ Mn terhadap bahaya dan
lis "T@'J p

4. Para peke
dilakuks

- |
— (&
=== (e
KS
nenvadaiKka

a3
an pe rta
Re indakan Darurat.

ing aman
emberi petunjuk

Pihak Kedua ha
prosedur tertulis sudah di eluruh pekerja di lapangan.

Pelaporan Kecelakaan / Kejadian:

Kecelakaan atau hampir celaka di lokasi / tempat kerja yang mengakibatkan luka /
cidera sekecil apapun harus segera dilaporkan dan dicatat dalam formulir laporan
kecelakaan / kejadian. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap penyelidikan
terjadinya kecelakaan / hampir celaka dan mengadakan tindakan korektif untuk
mencegah terulangnya kejadian / kecelakaan yang serupa.

Laporan harus benar dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Bertanyalah Sebelum Memulai pekerjaan.

a. Apakah ada bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi / tempat
kerja (panas, tekanan, bahan beracun, listrik, peralatan, lingkungan, dll) ?
b. Apa yang dapat dilakukan (dan seharusnya dilakukan) untuk menghindari
bahaya tersebut) ?
Y
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c. Jika bahaya tersebut tidak dapat dihindari, peralatan pengaman macam apa
yang diperiukan ?

d. Apa yang salah dan tindakan apa yang harus diambil jika sesuatu ada yang
salah ?

e. Apakah semua pertanyaan dan jawaban telah dibicarakan dengan semua

orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut ?

Apakah ada prosedur tertulis ? (jika tidak, harus diadakan).

g. Apakah tindakan yang dilakukan menyimpang dari prosedur ? (jika ya, apa
sebenamya penyimpangan tersebut)

h. Apakah penyimpangan ters mempengaruhi operasi perusahaan ?
(Apakah rencana kerja afjukan 7).

32,
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